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ABSTRAK

ANALISISPERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1994 DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000
(Studi Pustaka)

S.W Agung Putranto
NIM: 002114257

Universitas Sanata Dharma
Y ogyakarta
2006

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran kepada wajib pajak
mengenai prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan Pajak
Penghasilan Pasal 21 oleh waib paak menurut Undang-undang Pajak
Penghasilan No 10 Tahun 1994 dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 dan
untuk mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan setelah
diberlakukannya Undang- undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000.

Hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa: (1) tidak ada perubahan dalam
pemungutan atau pemotongan dalam UU PPh No 10 Tahun 1994 maupun UU
PPh No 17 Tahun 2000, (2) begitu juga dengan perhitunganya, pemerintah hanya
menaikan tarif PTKP sga. (3) Perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya UU
PPh No 17 Tahun 2000 adalah peningkatan keadilan dalam pengenaan Pajak,
lebih memberikan kemudahan bagi Wajib Pgjak dan mendorong investas di
Indonesia baik penanaman modal asing ataupun dalam negeri.
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ABSTRACT
COMPARISON ANALYSISON INCOME TAX OF ARTICLE 21

ACCORDING TO TAX LAW NO.10, 1994 AND TAX LAW NO.17, 2000
A Literature Study

SW. Agung Putranto
Student Number 002114257
Sanata Dharma Univeristy
Y ogyakarta
2007

The purposes of the research were to give description for the tax payer
about the collection or cutting procedure and colculation on Income Tax of
arcticle 21 by the tax payer according to the Tax Law No0.10, 1994 and Tax Law
No.17, 2000; and to find out the change happened before and after the

Implementation of Income Tax Law no.17, 2000.

The results of the research were: (1) there was no change on the collection
or truncation in either Income Tax Law no.10, 1994 or Income Tax Law no.17,
2000; (2) In the calculation the government only incresed PTKP rate; (3) The
changes happened after the implementation of income tax law no.17, 2000 the
increasing of justice of tax incidence, giving more accessibility for the tax payer
and increse push investment in Indonesia for foreign direct investment as well as

domestic investment.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 45 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang,
Oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan dalam rangka “kegotong-royongan” nasiona sebagai
peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat
telah menimbulkan bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan
ussha yang mash belum cukup tertampung dalam Undang-Undang
perpajakan. Sudah masanya untuk menyesuaikan kembali Undang-Undang
perpajakan.

Pajak adalah masalah negara dan setiagp orang yang hidup dalam suatu
negara dan itu pasti (harus) berurusan dengan pajak, oleh karena itu masalah
paak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Setiap
orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala
permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengena tata cara
pembayaran pajak seta hak dan kewgiban sebagai waib paak
(Munawir,1985;1).

Sampal saat ini pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN.

Prinsip yang utama adalah dengan adanya perubahan UU No. 10 Tahun 1994



dengan menjadi UU No. 17 Tahun 2000 antara lain untuk melihat apakah ada

perbedaan yang terjadi dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebuit.

Rumusan Masalah

1. Apakah ada perubahan rumusan pemungutan atau pemotongan pajak
penghasilan pasal 21 menurut UU Pgjak Penghasilan No 10 Tahun 1994
dan serta menurut peraturan paak penghasilan pasal 21 UU Pgjak
Penghasilan No. 17 Tahun 2000 ?

2. Apakah ada perubahan penghitungan pajak penghasilan pasa 21 yang
ditanggung oleh wajib pajak menurut UU Pgjak Penghasilan No. 10 Tahun
1994 dan menurut UU Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 ?

3. Apakah ada perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-

undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 20007

Batasan M asalah
Dalam penulisan ini masalah dibatasi pada hal prosedur pemungutan
atau pemotongan dan penghitungan Pgjak Penghasilan oleh wajib pajak PPh
pasal 21 khususnya pegawai tetap menurut UU Pgjak Penghasilan No. 10
Tahun 1994 dan perubahannya dengan UU Pgjak Penghasilan No. 17 Tahun

2000.



D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran kepada Wajib Pajak
mengenai  prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan pajak
penghasilan oleh wajib pajak PPh pasal 21 menurut UU Pgjak Penghasilan

No. 10 Tahun 1994 dengan UU No. 17 Tahun 2000.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak
Penelitian yang bersifat pustaka ini dapat membantu para wajib pajak
kususnya karyawan pegawa tetap untuk mengetahui bagaimana
prosedur pemungutan atau pemotongan dan penghitungan pajak
penghasilan pasal 21 menurut UU Pgjak Penghasilan No 10 Tahun 1994
dengan UU Pgjak Penghasilan No 17 Tahun 2000 dan perubahannya.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Untuk menambah perbendaharaan bacaan ilmiah dan memberi masukan
bagi pihak-pihak yang berminat terhadap topik ini.

3. Bagi Penulis
Penelitian pustaka ini dapat dijadikan sebaga pengembangan di bidang
ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman pada umumnya dan

bidang perpajakan pada khususnya.



F. Sistematika Penulisan

Bab |

Bab Il

Bab I11

Bab IV

Bab V

: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, batasan masalah, sistematika perelitian.

: Landasan Teori

Bab ini menguraikan pengertian, subjek pajak, objek pajak,

subjek pajak yang dikecualikan, dan cara penghitungannya.

: Metoda Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, subjek dan objek
penelitian, data yang diperlukan, dan teknik analisis data.

. Perbandingan Pgjak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-
Undang No 10 Tahun 1994 dan Perubahannya Dengan Undang-
Undang No 17 Tahun 2000.

Bab ini beris tentang uraian hasil penelitian, langkahlangkah

melakukan pengujian dengan metoda yang telah ditetapkan.

: Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis,

keterbatasan penelitian dan saran.



BAB [I

LANDASAN TEORI

A. Pajak secaraumum.
a. Pengertian Pagjak

Pgak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. Pungutan pajak merupakan salah
satu penghasilan negara, yang merupakan komponen pengurangan
penghasilan atau kekayaan individu atau kelompok yang merupakan objek
pajak.

Banyak ahli atau pakar yang telah lama bergelut di bidang ini yang
memberikan dan mengemukakan definisi mengenai pajak, Waluyo dan
Ilyas, Wirawan B (2000: 2), antaralain :

Prof. Dr. Rochmat Soemitro S.H :
“ Pgjak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor
publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan
tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang secara langsung
dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran
umum dan yang digunakan sebagal alat pendorong, penghambat
atau pencegah untuk mencapa tujuan yang ada di luar bidang

keuangan negara”.



Prof. Dr. P.J. Adriani :
“Pgjak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
berdasarkan sarana-sarana hukum yang dapat dipaksakan, untuk
membelanjai pengeluaran pemerintah, tanpa adanya suatu balas
jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk sehubungan dengan
pembayaran yang dilakukan oleh masing-masing ”.

Setelah melihat definisi-definisi di atas, dapat diketahui bahwa pajak
itu merupakan pungutan wajib bagi rakyat atau masyarakat yang dilakukan
pemerintah (Direktur Jendral Pajak) berdasarkan Undang-Undang dan
dapat dipaksakan, tanpa adanya balas jasa secara langsung dan dari hasil
pungutan itu, akan digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat
secara umum dan kesgjahteraan masyarakat banyak. Salah satu dasar
hukum yang melandasi pemungutan pajak adalah pasal 23 ayat 2 Undang-
Undang Dasar 1945, yang berbunyi : segala pajak untuk pungutan negara
berdasarkan Undang-Undang, ini mempunyai maksud bahwa semua
pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat
melalui DPR.

Melihat pentingnya pgjak dalam kegiatan pembelanjaan negara yang
ditujukkan bagi kita sebagai individu maupun sebagal anggota masyarakat
dan dengan melihat dasar pertimbangan pemungutan paak, serta
memperhatikan suara rakyat, maka sebaiknya pajak jangan dianggap

sebagai sesuatu yang memberatkan dan perlu dihindari, melainkan sebagai



sesuatu yang harus kita tanggung bersama-sama untuk kepentingan

bersama.

b. Fungs Pagjak

Pajak memiliki dua fungs yaitu, menurut Waluyo dan llyas, Wirawan B

(2000: 3) :

1.

Fungs Penerimaan (Budgetair)

Pgak berfungs sebaga sumber dana yang diperuntikkan bagi
pembiayaan pengel uaran pengel uaran pemerintah. Contoh;
dimasukannya pgak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam
negeri.

Fungsi Mengatur (Reguler)

Pagak berfungs sebagal alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosiad dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu
dikenakannya pgak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga
konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap

barang mewah.

c. Retribusi dan Sumbangan

Menurut Waluyo dan Ilyas, Wirawan B (2000: 3) :

1. Retribusi

Pungutan retribusi di Indonesia di dasarkan pada Undang-undang No

18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam



pasa 1 angka 26 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa
retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan.

Jenis pungutan seperti  retribuss  mempunyai  pengertian lain
dibandingkan dengan pajak. Retribus pada umumnya mempunyal
hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran
tersebut ditujuikkan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestas
tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis
masuk terminal, kartu langganan dan lain-lain.

2. Sumbangan

Pengertian sumbangan ini tidak boleh dicampur adukan dengan
retribusi. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati
kontra prestasi dari pemerintah sedangkan pada sumbangan seseorang
mendapatkan prestas justru tidak dapat ditunjuk tetapi golongan yang
dapat menikmati kontraprestasi. Sebagai contoh sumbangan bencana

aam.

B. PPh Pasal 21 menurut UU No 10 Tahun 1994
a. Pengertian
Pengertian dari Pgjak Penghasilan Pasal 21 Undang-undang No 10 Tahun

1994 adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan



dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Subjek Pajak

Sesual dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP — 02/PJ./1995, Tgl. 09-

01-1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan

Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, yang termasuk subjek pajak

dalam Keputusan Dirjen Pgjak tersebut adal ah;

a Pegawal adalah setigp orang pribadi, yang melakukan pekerjaan
berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis
maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam
jabatan negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah;

b. Pegawal tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara
berkala, termasuk dewan anggota komisaris dan anggota dewan
pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan
perusahaan secara langsung;

c. Pegawal lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang

bersangkutan bekerja;
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. Pegawal dengan status Wajib Pajak luar negeri adalah orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima
atau memperoleh ggji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan
dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan,

. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan
di masa lau, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima
Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tug;

Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau
memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan
yang dilakukannya;

. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah
mingguan, upah borongan, atau upah satuan;

. Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar
jumlah kerja;

Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara
mingguan;,

Upah borongan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas
dasar penyelesaian pekerjaan tertentu,

. Upah satuan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas

dasar banyaknya satuan yang dihasilkan;
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Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang
dilakukan;

. Magang adalah kegiatan untuk memperoleh pengalaman dan/atau
ketrampilan dan/atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan;

. Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap dan tidak tetap
termasuk calon pegawal yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk
mengikuti program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja
yang terikat dengan kontrak atau perjanjiankerja;

. Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan,
termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, workshop, pendidikan,

pertunjukan, dan olah raga.

Subjek Pagjak yang Dikecualikan

Sesual dengan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP — 02/PJ./1995, Tgl. 09-

01-1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan

Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi, yang termasuk Subjek Pgjak

yang Dikecualikan dalam Keputusan Dirjen Pajak tersebut adalah;

1. Pgabat Perwakilan Diplomatik, Konsulat atau pejabat lain dari negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat
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bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannyadi Indonesia

2. Pgabat perwakilan organisas internasiona yang sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994, sepanjang
bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan pekerjaan lain atau
kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh penghasilan di

Indonesia.

d. Objek Pajak

Keputusan Dirjen Pgjak No. KEP — 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa,

Dan Kegiatan Orang Pribadi, yang termasuk objek pajak dalam Keputusan

Dirjen Pgjak tersebut adalah;

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib
Pajak berupa ggji, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota
dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan,
premi, uang lembur, komisi, ggji istimewa, uang sokongan, uang ganti
rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan,
tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan
berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak,
premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan pembayaran lain

sgjenis dengan nama apapun.
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2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa
jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya
termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sgenis
lainnya yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya diberikan sekali
sgjaatau sekali dalam setahun.

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, uang pesangon dan
pembayaran lain sgenis.

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan
dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa yang dilakukan di
Indonesia oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :

1. Tenagaahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7);

2. Pemain musik, pembawa acara, foto model, peragawan/peragawati,
perkumpulan musik, penyanyi, bintang film, pemain sandiwara,
penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;

3. Olahragawan;

4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator;

5. Pengarang, peneliti, dan penterjemaly

6. Pemberi jasa ddam bidang teknik, komputer dan sistem
aplikasinya, telekominikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran;

7. Kolportir iklan;
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8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas
lainnya dalam segala bidang kegiatan;

9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

10. Peserta perlombaan;

11. Petugas penjgja barang dagangan;

12. Petugas dinas luar asurans;

13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

e. Hak dan Kewagjiban Wagjib Pgjak PPh pasal 21

Keputusan Dirjen Pgjak No. KEP — 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa,

Dan Kegiatan Orang Pribadi, hak dan kewajiban Wajib Pajak PPh pasal 21

dalam Keputusan Dirjen Pagjak adalah;

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada
pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat
dikreditkan dari pgjak penghasilan untuk tahun yang bersangkutan,
kecuali PPh 21 yang bersifat final.

2. Wagjib pajak berhak menggukan surat keberatan kepada Direktur
Jenderal Pgjak, jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak
tidak sesual dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan

ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
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pajak yang dipotong menurut penghitungan Wajib Pagjak dengan
disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat
dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis

dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan
peradilan pajak dalam jangka waktu 3 bulan sgjak diterbitkannya surat
keputusan direktur jenderal pajak yang berhubungan dengan

keberatannya.

Kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 adalah :

1. Wgib pagak berkewgjiban menyerahkan surat pernyataan kepada

2.

Pemotong Pgjak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada
permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak
dalam negeri, surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan
pengurangan PTKP, surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada
saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun.

Wajib pgak berkewgiban menyerahkan surat pernyataan kepada
Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga

pada permulaan tahun takwim.



f..

16

Penghasilan yang tidak Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21 menurut

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP — 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 adalah;

1. Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau
meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asurans bea
Siswa, asuransi dwiguna, asuransi jiwa.

2. Peneriamaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib Pajak.

3. luran pensiun yang dibayarkan kepada dana yang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan dan Penyelenggara Taspen serta iuran
Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan
penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama
apapun yang diberikan oleh pemerintah.

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

g. Aturan Pemotongan Pasal 21 dan Pasal 26

Susunan dalam satu naskah dari Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang No 10 Tahun 1994 :

a). Aturan Pemotongan Pasal 21

1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atau dengan nama



17

dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang

pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

a

pemberi kerja yang membayar ggji, upah, honorarium, tunjangan
dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
bendaharawan pemerintah yang membayar ggji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan
atau jasa, atau kegiatan;

dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam rangka
pensiun;

badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas;

perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan

pembayaran sehubungan dengan pel aksanaan suatu kegiatan.

. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a adalah:

a

badan perwakilan negara asing;

b. organisas internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk

setigp bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan
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biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh
Menteri Keuangan , iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

4. Penghasilan pegawa harian mingguan, serta pegawa tidak tetap
lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah
dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang
besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sama dengan tarif pajak sebagaimana tersebut termasuk
dalam pasal 17.

6. Pgak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari 1 pemberi kerja sesual
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
merupakan pelunasan pgak yang terutang untuk tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali pegawai atau pensiunan tersebut menerima atau
memperoleh penghasilan yang bukan penghasilan yang pajaknya telah
dibayar atau dipotong dan bersifat final menurut Undang-undang ini.

7. Menteri Keuangan berwenang utnuk menetapkan potongan pajak yang
bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu.

8. Petunjuk mengena pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan
pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

b). Aturan Pemotongan Pasal 26
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1. Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah,
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak
luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong paak
sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang
wajib membayarkan:

a deviden;

b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang;

c. roydti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah, dan penghargaan;

f. pensiun, dan pembayaran berkaa lainnya

2. Atas penghsilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur
dalam pasa 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar
negeri selain bentlk usaha tetap di Indonesia, dan premi asurans yang
dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak
sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Menteri Keuangan.
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4. Penghasilan Kena Pgjak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh
persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

5. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan
ayat (4) bersifat final, kecuali:

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 ayat(1) huruf b dan huruf c;

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang
pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib

pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

h. CaraPenghitungan

Cara penghitungan Pgjak Penghasilan pada prinsipnya sama dengan cara

penghitungan pajak penghasilan pada umumnya, sesuai dengan Keputusan

Dirjen Pajak No. KEP — 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995 adalah;

Pegawa Tetap

1. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap,
terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto
sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan
biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan

hari tua yang dibayar oleh pegawai. Biaya jabatan adalah biaya untuk
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mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5%
dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 648.000,00 setahun atau
Rp 54.000,00 sebulan.
. a Penghasilan neto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara
mengalikan penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Daam ha ini
pegawa tetap kewajiban subjektifnya sebagai wajib pajak dalam
negeri sudah ada sgjak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah
bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut
dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan
banyaknya bulan sgjak pegawa yang bersangkutan mula bekerja
sampai dengan bulan Desember.
b. Penghasilan Kena Pagak dihitung dengan cara mengurangi
penghasilan neto yang telah disetahunkan dengan Penghasilan Tidak
Kena Pgjak (PTKP) yang besarnya adalah sebagai berikut :
1). Rp 1.728.000.00 untuk Wajib Pajak orang pribadi
2). Rp  864.000.00 tambahan untuk Wajib Pgjak yang kawin
3). Rp 1.728.000.00 tambahan untuk seorang istri, yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, yang
mempunyai penghasilan dari usaha dau pekerjaan yang tidak ada
hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lain.
4). Rp 864.000.00 tambahan untuk setiap orang keluarga sedarah
dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang

menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)
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c. PPh pasal 21 setahun dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena
Pajak dengan tarif pajak sebagaimana disebutkan dalam Undang-
undang Pgak Penghasilan. Untuk keperluan penerapan tarif,
penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

d. PPh pasal 21 sebulan diperoleh dengan cara membagi PPh pasal 21
setahun dengan 12. Bagi pegawa tetap yang mempunyai
kewajiban subjektif sebagal wajib pajak dalam negeri sudah ada
sgjak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari,
maka PPh pasal 21 sebulan diperoleh dengan cara membagi PPh
pasad 21 setahun dengan banyaknya bulan pegawa yang
bersangkutan bekerja.

a) Aturan PTKP

Menurut Susunan dalam Satu Naskah dari UU No 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan UU No 10 Tahun 1994
1. Penghasilan Tidak Kena Pagjak diberikan sebesar:

a Rp 1.728.000 untuk diri wajib pajak pribadi

b. Rp 864.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;

c. Rp 1728000 tambahan untuk seorang istri  yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

d. Rp 864.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga

sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus
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serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya,

paling banyak (3) tiga orang untuk setiap keluarga;

2. Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun

pajak atau awal bagian tahun pajak.

3. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pgjak tersebut pada ayat (1)

akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang

ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

b) Penghitungannya PPh pasal 21 yang terutang oleh Pegawai Tetap yang

mulai bekerja pada Tahun berjalan ;

- Tn X telah menikah dan belum mempunyai anak, bekerja pada PT. Y

sebagal pegawai tetap sgjak 1 Januari 1995 dengan gaji sebulan Rp

XXX, iuran pensiun yang harus dibayar/bulan Rp xxx;

Gaji
1. bi jabatan 5% x 1.200.000
2. iuran pensiun
pengh neto sebulan
pengh neto setahun
3. PTKP
- WP 1.728.000
- Menikah ~ 864.000
PKP setahun

PPh pd 21 1 Tahun

XXX
(xxx)
(Xxx)

Rp Xxxx

Rp xxx

Rp 2.592.000

Rp  xxx
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10% x  xxx (PKP setahun) = Rp xxx
PPh 1 bulan

1/12 x xxx (PPhpd 211 Tahun) =Rp xxx

C. PPh Pasal 21 menurut UU No. 17 Tahun 2000
a. Pengertian
Pengertian Pgjak Penghasilan Pasal 21 Undang- undang No 17 Tahun 2000
adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Subjek Pgjak

Subjek Pajak Penghasilan sesuai dengan Keputusan Dirjen Pgjak No KEP-

545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan,

Penyetoran, Dan Pelaporan Pgak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26

Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi:

1. Pegawa adalah setiap pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis,
termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan
usaha milik negara usaha milik daerah.

2. Pegawa Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara

berkala, termasuk dewan anggota komisaris dan anggota dewan
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pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan
perusahaan secara langsung.

. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang
bersangkutan bekerja.

. Pegawal dengan status Wajib Pgjak luar negeri adalah orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima
atau memperoleh ggji, honorarium dan/atau imbalan lain sehubungan
dengan pekerjaan, jasa,dan kegiatan.

. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan
di masa lau, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima
pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua

. Penerima Honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau
memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan
yang dilakukannya.

. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah
mingguan, upah borongan, upah satuan.

. Upah harian adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas
dasar jumlah hari kerja.

. Upah mingguan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan

secara mingguan.
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Upah borongan adalah upah yang terutang atau yang dibayarkan atas
dasar penyelesaian pekerjaan tertentu

Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar
banyaknya satuan produk yang dihasilkan.

Honorarium adalah imbalan atas jasa, jabatan, atau kegiatan yang
dilakukan.

Hadiah atau penghargaan perlombaan adalah hadiah atau penghargaan
yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan.
Magang adalah aktivitas untuk memperoleh pengalaman dan atau
keterampilan dan atau keahlian sehubungan dengan pekerjaan yang
akan dilakukan.

Bea siswa adalah pembayaran kepada pegawai tetap, tidak tetap, dan
calon pegawai, yang ditugaskan oleh pemberi kerja untuk mengikuti
program pendidikan yang ditetapkan oleh pemberi kerja yang terikat
dengan kontrak atau perjanjian kerja atau pembayaran yang dilakukan
oleh ingtitusi kepada orang pribadi yang tidak mempunya ikatan
kontrak atau perjanjian kerja untuk mengikuti suatu program
pendidikan.

Kegiatan adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian tindakan,
termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan,
pertunjukan, dan olahraga.

Kegiatan multilevel marketing atau direct selling adalah suatu sistem

penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara
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berantai oleh orang-perorang sebagai distributor perusahaan multilevel
marketing atau direct selling.

18. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau
badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan

agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

C. Subjek Pgjak yang Dikecualikan

Sesual dengan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-

2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Dan

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan

Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi yang termasuk subjek pajak

yang dikecualikan adal ah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang
bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat
bukan warga negara Indoneia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannyadi Indonesia;

2. Pgabat perwakilan organisas internasional yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan (Kep Men No0.611/KMK.04/1994
Tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni
1998), sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan

usaha atau melakukan pekerjaan atau pekerjaan lain untuk memperoleh
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penghasilan di Indonesia. Selain itu terdapat peraturan baru yang
menyatakan adanya Pengecualian Dari Kewgjiban pembayaran PPh
orang pribadi yang bertolak ke luar negeri sesuai dengan Surat Edaran
Direktur Jendral Pgjak No SE-29/PJ.41/2000 tanggal 26 sept 2000,
sebagal berikut;

a Anggota mis  kesenian dan  kebudayaan  yang
keberangkatannya ke Luar Negeri mewakili pemerintah RI
untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kesenian dan kebudayaan
dengan persetujuan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atau
yang mewakilinya.

b. Anggota mis olah raga yang keberangkatannya ke Luar
Negeri mewakili Pemerintah Rl untuk mengikuti kegiatan
kegiatan olahraga dengan persetujuan Menteri Pendidikan
Nasional atau yang mewakilinya.

c. Anggota mis keagamaan yang keberangkatannya ke Luar
Negeri mewakili pemerintah Rl untuk mengikuti kegiatan
kegiatan di bidang keagamaan dengan persetujuan Menteri

Agama atau yang mewakilinya.

d. Objek Pajak
Menurut Keputusan Dirjen Pgjak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000

tentang Objek Pgjak Penghasilan adal ah:
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1. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji,
uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium
anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi
bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi,
tunjangan istri, anak, tunjangan kemahalan, tunjangan khusts,
tunjangan jabatan, tunjangan transpot, tunjangan iuran pensiun,
tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asurans yang
dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan
nama apapun.

2. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa
jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan
tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sgenis lainnya
yang sifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam
setahun.

3. upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. Upah
harian, adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah
hari kerja; upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan
secara mingguan; upah satuan adalah upah yang terutang atau
dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan; upah
borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar

penyel esaian pekerjaan tertentu.
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4. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua, uang pesangon dan

pembayaran lain sgenis, kecuali uang Tabungan Hari Tua yang

dibayarkan oleh PT. Taspen

5. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan

dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain sebagai

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang

dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :

1.

2.

0.

tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7);

pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film,
sutradara, foto model, peragawan, crew film, penari, pemahat, dan
seniman lainya;

olahragawan;

penasehat, pengajar, pelatih, penceramah;

pengarang, peneliti;

pemberi jasa daam bidang teknik, komputer dan sistem
aplikasinya;

kolportir iklan;

pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas
lainnya dalam segala bidang kegiatan,

pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

10. peserta perlombaan;

11. petugas penjga barang dagangan;
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12. petugas dinas luar asuransi;

13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sgjenis lainnya.

6. Gaji, ggji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gqji
yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang pensiun dan
tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun
yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-

anaknya.

€). Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pgjak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-

2000 Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 sebagai berikut:

1. pembayaran asuransi dari perusahaan asurans kesehatan, asuransi
kecelakaan, asurans jiwa, asuransi dwiguna, asuransi bea siswa;

2.  penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang
diberikan oleh bukan Wajib Pgjak;

3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua
kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi
kerja;

4. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama

apapun yang diberikan oleh Pemerintah;
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5. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
6. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

f). Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 find

Penghasilan yang dipotong Pgjak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final,

sesual dengan Keputusan Dirjen Pajak No KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-

2000 adalah :

1. uvang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan
hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja;

2. uang pesangon;

3. hadiah dan penghargaan perlombaan;

4. honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjga barang dan
petugas dinas luar asuransi;
yang dimaksud dengan penjgja barang dagangan adalah barang
dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, buku, dan barangbarang
keperluan rumah tangga sehari- hari lainya.

5. penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, dan pensiunan,
selain Pegawai Negeri Sipil golongan 11/d ke bawah dan anggota TNI

dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, yang
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dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa
honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestas
kerja, dan imbalan lain selain penghsilan berupa ggji kehormatan, gaji
atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan,

gaji atau uang pensiun.

g. Aturan Pemotongan Pasal 21 dan Pasal 26

Susunan dalam Satu Naskah Dari UU No 10 Tahun 1994 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU

No 17 Tahun 2000.

a). Aturan Pemotongan Pasal 21

1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pagak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atau dengan nama
dan dalama bentuk apapun yang diterima oeh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan
dan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawa atau bukan
pegawai;

b. bendaharawan pemerintah yang membayar gagji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan

dengan pekerjaan atau jasa, atau kegiatan,



c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun
dan pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam
rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas;

e. perusahaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan pel aksanaan suatu kegiatan.

2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan
pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan
organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal
3.

3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk
setigp bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan
biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh
Menteri Keuangan , iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

4. Penghasilan pegawal harian mingguan, serta pegawal tidak tetap lainnya
yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi
bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

5. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adadlah sama dengan tarif pgak sebagaimana tersebut termasuk
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dalam pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan
Pemerintah.

6. Dihapus

7. Dihapus

8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan
paak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

b). Aturan Pemotongan pasal 26
1. Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah,
subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap
atau perwakilan perusshaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak
luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak
sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang
wajib membayarkan:
a deviden;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi dan imbaan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royati, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e. hadiah, danpenghargaan;
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f. pensiun, dan pembayaran berkala lainnya.

2. Atas penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur
dalam pasa 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar
negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang
dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, dipotong pajak
sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3. Pelaksanaan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

4. Penghasilan Kena Pgjak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk
usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20% (dua puluh
persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
yang ketentuannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Keuangan.

5. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan
ayat (4) bersifat final, kecuali:

a. pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c;

b. pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status

menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.
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i. Cara Penghitungan
Cara penghitungan Pajak Penghasilan pada prinsipnya sama dengan
cara penghitungan paak penghasilan pada umumnya, namun dalam
menghitung paak penghasilan pasaal 21 bagi penerima penerima
penghasilan tertentu sebagai Wajib Pgjak dalam negeri selain pengurangan
berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan
berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu, tarif
yang diterapkan juga bervariasi. Khusus untuk PTKP telah diadakan
perubahan sesuai keputusan Menteri Keuangan No. 361/KMK 04/1998
tanggal 27 Juli 1998 yang berlaku efektif 1 Januari 1999.
Pegawai Tetap
1. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawa tetap,
penghasilan bruto akan dikurangi dengan;
a. biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan
memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto,
setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus
delapan ribu rupiah) sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari
penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa
memandang mempunyai jabatan atau tidak.
b. iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuaran

Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua, kepada badan
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penyelenggara Jamsostek, kecuali kepada penyelenggara Taspen,

yang dibayar oleh pegawai.

2. Untuk menentikan besarnya Penghasilan Kena Pgjak, penghasilan
netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pgak yang
sebenarnya.

a. Dalam ha karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah
hanya untuk dirinya sendiri, dalan ha tidak kawin
pengurangan PTKP sesuai ketentuan tahunl1999 selain untuk
dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang
menjadi tanggungan sepenuhnya.

b. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari
pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan)
bahwa suaminya tid&k menerima atau memperoleh
penghasilan, diberikan tambahan PTKP sesuai kebutuhan tahun
1999 sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat
puluh ribu rupiah) setahun atau Rp 120.000,00 (seratus dua
puluh ribu rupiah) sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarga
yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga
orang, masing-masing sebesar Rp 1.440.000,00 (satu juta
empat ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp
120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan.

c. Besarnya PTKP ditentukan berdssarkan keadaan pada awal

tahun takwim. Adapun bagi pegawa yang baru datang dan
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menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya
PTKP tersebut bedasarkan keadaan pada awa bulan dari
bagian tahun takwim yang bersangkutan.

3. Tarif yang diterapkan adalah Tarif Pasal 17 undang- undang PPh;

Setelah diperoleh neto dalam setahun maka dikurangi dengan PTKP yang
menghasilkan PKP.
a) Aturan PTKP
Menurut Susunan Dalam Satu Naskah Undang-undang No 17 Tahun
2000:
1. Penghasilan Tidak Kena Pagjak diberikan sebesar:

a Rp 2.880.000 untuk diri wajib pajak pribadi

b. Rp 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;

c. Rp 2880.000 tambahan untuk seorang isteri yang
penghasilannya digabung dengan penghasilan  suami
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1);

d. Rp 1.440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak
angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak
(3) tiga orang untuk setiap keluarga;

2. Penerapan ayat (1) ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak

atau awal bagian tahun pajak.
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3. Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan.

b) Penghitunganya PPh pasal 21 yang terutang oleh Pegawai Tetap yang
mulai bekerja pada Tahun berjalan ;

- Tn X telah menikah dan belum mempunyal anak, bekerja pada PT. Y

sebagal pegawai tetap sgjak 1 Januari 2001 dengan gaji sebulan Rp

XXX, iuran pensiun yang harus dibayar/bulan Rp xxx;

Gy XXX
1. bijabatan 5% x  XxX (xxx)
2. iuran pensiun XXX
pengh neto sebulan Rp  xxx
pengh neto setahun Rp  xxx
3. PTKP

- WP 2.880.000

- Menikah 1.440.000 Rp 4.320.000
PKP setahun Rp  xxx
PPh pasal 21 1 th

5% x xxx (PKP setahun) = Rp Xxx
PPh 1 bulan

V12x  xxx (PPhpasal 211th) =Rp xxx
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian
Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk penelitian
pustaka. Yang dimaksud dengan penelitian pustaka adalah penelitian yang
dilakukan hanya berdasarkan karya tulis, termasuk hasil penelitian yang telah

maupun yang belum dipublikasikan (Ngurah, 1992: 9).

B. Subjek dan Objek Penelitian

b. Subjek Penelitian adalah wajib pajak penghasilan pasa 21 (karyawan
pegawai tetap).

b. Objek Pendlitian
1. Pasal 21 UU Pgjak Penghasilan No. 10 Tahun 1994
2. Pasal 21 UU Pgjak Penghasilan No. 17 Tahun 2000
3. Aturanaturan perubahan di dalam pasal 21 UU Pgak Penghasilan No.

10 Tahun 1994 seperti yang telah di ubah menjadi pasal 21 UU Pajak

Penghasilan 21 No. 17 Tahun 2000.

C. Data yang Diperlukan
Data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya

41
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oleh peneliti, tetapi dapat diperoleh dari buku, majalah, jurnal, dan keterangan

atau publikasi lainnya. Data-data itu anatara lain adalah :

a Rumusan pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan pasa 21
menurut UU No. 10 Tahun 1994 dan UU No. 17 Tahun 2000.

b. Rumusan penghitungan pasal 21 menurut UU No. 1994 dan UU No Tahun
2000

c. Datalain yang relevan untuk menunjang kelengkapan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dokumentasi. Y ang dimaksud dengan dokumentasi adalah yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukandengan pengumpulan data dan mempelgari

dokumen atau data yang ada.

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan
yang diungkapkan yaitu dengan menguraikan dan mencari pemecahan
permasalahan yang timbul sehingga diadakannya perubahan Undang-undang.
Langkah langkah yang diambil untuk memecahkan masalah pertama
yaitu,
a. Mencari teori yang mendukung untuk menjelaskan tata cara kerja dalam
melaksanakan peraturan Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang No

10 Tahun 1994 dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2000.
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. Memahami bagaimana sebenarnya prosedur pemungutan atau pemotongan

pajak penghasilan pasal 21 terhadap wajib pajak.
Mengumpulkan berbagai keterangan dan sumber informasi dari media
massa dan literatur yang berkaitan dengan perundang-undangan pajak
penghasilan pasal 21.

Langkah yang diambil untuk memecahkan masalah kedua, yaitu :
Mengumpulkan berbagai macam teori yang berkaitan dengan proses
penghitungan yang ada dalam peraturan paak penghasilan pasa 21

menurut UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

. Mencari penentuan dasar pengenaan pagak yang digunakan untuk

penghitungan pajak penghasilan pasal 21 UU No 10 Tahun 1994 dengan
UU No. 17 Tahun 2000.

Langkah yang diambil untuk memecahkan masalah ketiga, yaitu :
Membandingkan perubahan yang terjadi sebelum dan setelah

diberlakukannya Undang- undang Pgjak Penghasilan No 17 Tahun 2000.



BAB IV
ANALISISPERBANDINGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL
21 MENURUT UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1994

DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2000

A. Rumusan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 menurut
Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dan menurut peraturan
pajak penghasilan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun
2000
Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1994 Pasal 21
1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan paak atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang diterima oleh wajib pgjak orang pribadi dalam negeri,
wajib dilakukan oleh:

a. pemberi kerja yang membayar ggji, upah, honorarium, tunjangan dan
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

b. bendaharawan pemerintah yang membayar ggji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa, atau kegiatan;

C. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan

pembayaran lain dengan hama apapun dengan dalam rangka pensiun;
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d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas;

e. perusshaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan pel aksanaan suatu kegiatan.

. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adal ah:

a. badan perwakilan negara asing;

b. organisas internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

. Penghasilan pegawa tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk

setigp bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan

biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri

Keuangan , iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pgjak.

. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawal tidak tetap lainnya

yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi

bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sama dengan tarif pgjak sebagaimana tersebut termaslk dalam

pasal 17.

. Pagjak yang telah dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

sehubungan dengan pekerjaan dari 1 pemberi kerja sesua dengan
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ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), merupakan
pelunasan pgak yang terutang untlk tahun pajak yang bersangkutan,
kecuali pegawa atau pensiunan tersebut menerima atau memperoleh
penghasilan yang bukan penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau
dipotong dan bersifat final menurut undang-undang ini.

7. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan potongan pajak yang
bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan
dengan pekerjaan , jasa atau kegiatan tertentu.

8. Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan
pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 Pasal 21
1. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pagak atas penghasilan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan atau dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam
negeri, wajib dilakukan oleh:
a. pemberi kerja yang membayar ggji, upah, honorarium, tunjangan dan
pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
b. bendaharawan pemerintah yang membayar ggji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan atau

jasa, atau kegiatan;
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c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan
pembayaran lain dengan nama apapun dengan dalam rangka pensiun;

d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas;

e. perusshaan, badan, dan penyelenggara kegiatan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan,

penyetoran dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf a adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisas

internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Penghasilan pegawal tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk
setigp bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan
biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan oleh Menteri
Keuangan , iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pgjak.

. Penghasilan pegawai harian mingguan, serta pegawal tidak tetap lainnya

yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi

bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

. Tarif pemotongan atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sama dengan tarif pagjak sebagaimana tersebut termasuk dalam

pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

. Dihapus



B. Penghitungan pagjak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh wajib pajak

menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No 10 Tahun 1994 dan menurut

Dihapus

Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan

pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Undang-undang Pajak Penghasilan No 17 Tahun 2000

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1994 Pasal 21

Tn X telah menikah dan belum mempunyai anak, bekerja pada PT. Y

sebagal pegawa tetap sgjak 1 Januari 1995 dengan gaji sebulan Rp

1.200.000, iuran pensiun yang harus dibayar/bulan Rp 25.000;

Gaji
1. bi jabatan 5% x 1.200.000
2. iuran pensiun
pengh neto sebulan
pengh neto setahun
3. PTKP
- WP 1.728.000
- Menikah  864.000
PKP setahun
PPhpd 21 1th

10% x 10.860.000 = Rp 1.086.000

1.200.000
(54.000)
(25.000)

Rp 1.121.000

Rp 13.452.000

Rp 2.592.000

Rp 10.860.000
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PPh 1 bulan
1/12 x 1.086.000 = Rp 90.500
Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2000 Pasal 21
- Tn X telah menikah dan belum mempunyai anak, bekerjapada PT. Y sebagai
pegawai tetap sgjak 1 Januari 2001 dengan gaji sebulan Rp 1.200.000, iuran

pensiun yang harus dibayar/bulan Rp 25.000;

Gaji 1.200.000

1. bi jabatan 5% x 1.200.000 (60.000)

2. iuran pensiun (25.000)
pengh neto sebulan Rp 1.115.000
pengh neto setahun Rp 13.380.000

3. PTKP

- WP 2.880.000

- Menikah 1.440.000 Rp 4.320.000

PKP setahun Rp 9.060.000
PPhpsl 21 1th

5% x 9.060.000 = Rp 453.000

PPh 1 bulan

1/12 x 453.000 = Rp 37.500
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C. Perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Pajak
Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000

Sesuai dengan salah satu tujuan pokok dalam sistem perpajakan di
Indonesia, bahwa sasaran yang ingin diwujudkan atau diciptakan dalam
perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan yaitu menciptakan sistem
perpgjakan yang kbih adil, sederhana dan yang lebih penting memberikan
kepastian hukum bagi masyarakat dan mengamankan penerimaan atau
pendapatan negara.

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil
pembangunan nasional dan globalisas serta reformas di segala bidang, dan
setelah mengevaluaskan perkembangan pelaksanaan  Undang-undang
perpgakan sedlama 5 tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak
Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang
undang tersebut untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka
mendukung kebijakan pembangunan nasional kususnyadi bidang ekonomi.

Pada dasarnya perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Pajak
Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun 1994 dengan Undang-undang Pajak
Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, dimaksudkan tetap berpegang pada
pringp-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu: keadilan,
kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara
dan tetap mempertahankan sistem self assesment.

Ada bebergpa analisis yang membedakan atau menunjukkan

perubahan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun
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1994 dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000,

yaitu;

Aturan Pemotongan Pasal 21
Tabel IV.1

Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No

dengan UU No. 17 tahun 2000.

. 10 tahun 1994

penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan dengan
nama dan dalam bentuk
apapun yang diterima
oleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri,
wajib dilakukan oleh:

a. pemberi kerja yang
membayar gaji,
upah, honorarium,
tunjangan dan
pekerjaan yang
dilakukan oleh
pegawa atau bukan
pegawai;

b. bendaharawan
pemerintah yang
membayar o,
upah, honorarium,
tunjangan, dan
pembayaran lain,
sehubungan dengan
pekerjaan atau jasa,
atau kegiatan;

c. dana pensiun atau
badan lan yang
membayarkan uang
pensiun dan
pembayaran lain

dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan atau dengan
nama dan dalam bentuk
apapun yang diterima oeh
wajib pajak orang pribadi
daam  negeri, wajib
dilakukan oleh:

a. pemberi Kkerja yang
membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan
dan pekerjaan yang

dilakukan oleh
pegawai atau bukan
pegawai;

b. bendaharawan
pemerintah yang
membayar ggji, upah,
honorarium,
tunjangan, dan
pembayaran lain,

sehubungan  dengan
pekerjaan atau jasa,
atau kegiatan;

c. dana pensiun atau
badan lan  yang
membayarkan  uang
pensiun dan
pembayaran lain
dengan nama apapun
dengan dalam rangka
pensiun;

Aturan Pemotongan Pasal Aturan Pemotongan Pasal 21 Keterangan
21 menurut UU No 10 menurut UU No 17 Tahun
Tahun 1994 2000
1. Pemotongan, 1. Pemotongan, penyetoran, | Tidak ada
penyetoran, dan dan pelaporan pajak atas | perubahan secara
pelaporan paak atas penghasilan sehubungan | redaksional

maupun s yang
terkandung dalam
ayat tersebut,
pemotongan,
penyetoran  dan
pelaporan  pajak
tetap dilakukan
oleh pemberi
kerja,
bendaharawan
pemerintah, dana
pensiun,  badan
perusahaan  dan
penyelenggara
kegiatan
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10 tahun 1994

pada ayat (1) huruf a
adaah:

huruf a adaah badan
perwakilan negara asing

(lanjutan)
Aturan Pemotongan Pasal Aturan Pemotongan Pasal 21 Keterangan

21 menurut UU No 10 menurut UU No 17 Tahun
Tahun 1994 2000
dengan nama d. badan yang membayar
apapun dengan honorarium atau
dalam rangka pembayaran lain
pensiun. sebagai imbalan

d. sebaga imbalan sehubungan  dengan
sehubungan dengan jasa termasuk jasa
jasa termasuk jasa tenaga ahli  yang
tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
melakukan bebas;
pekerjaan bebas, e. perusshaan, badan,

e. perusahaan, badan, dan penyelenggara
dan penyelenggara kegiatan yang
kegiatan yang melakukan
melakukan pembayaran
pembayaran sehubungan  dengan
sehubungan dengan pel aksanaan suatu
pelaksanaan  suatu kegiatan.
kegiatan.

2. Tidak termasuk sebagai | 2. Tidak termasuk sebagai | Perubahan
pemberi  kerja yang pemberi kerja yang wajib | dilakukan dengan
wajib melakukan melakukan  pemotongan, | merubah
pemotongan, penyetoran penyetoran dan pelaporan | ketetapan  yang
dan pelaporan pagak pajak sebagaimana | ditetapkan oleh
sebagaimana dimaksud dimaksud dalam ayat (1) | Menteri

Keuangan dalam
ayat ini, dan

a badan  perwakilan dan organisasi-organisas | diubah  menjadi
negaraasing; internasional sebagaimana | lebih luas dalam
b. organisas dimaksud dalam pasal 3. | ketentuan pasal 3.
internasional  yang
ditetapkan oleh
Menteri Keuangan
3. Penghasilan  pegawai | 3. Penghasilan pegawai tetap | T1deK ada
tetap atau pensiunan aau  pensiunan  yang | Perubahan - sama
yang dipotong pajak dipotong pajak  untuk | Sekali dalam ayat

untuk setiap bulan

setiap bulan
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10 tahun 1994

(lanjutan)
Aturan Pemotongan Pasal Aturan Pemotongan Pasal 21 Keterangan
21 menurut UU No 10 menurut UU No 17 Tahun
Tahun 1994 2000
adalah jumlah adalah jumlah | ini, bak secara
penghasilan bruto penghasilan bruto setelah | redaksiond
setelah dikurangi dikurangi dengan biaya| maupun arti
dengan biaya jabatan jabatan atau biaya pensiun | dalam ayat 3 ini.

atau biaya pensiun yang yang besarnya ditetapkan
besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan,

oleh Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan
iuran  pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena
Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pajak.

Masih tetap sama
jumlah

penghasilan bruto
setelah dikurangi
biaya jabatan atau
biaya pensiun
yang ditetapkan
oleh menteri
keuangan, iuran

K euangan.

pensiun, dan
penghasilan tidak
kena paj ak.

4. Penghasilan  pegawa | 4. Penghasilan pegawai | Tidak ada
harian mingguan, serta harian mingguan, serta| perubahan dalam
pegawa  tidak tetap pegawai  tidak  tetap | ayat ini, besarnya
lainnya yang dipotong lainnya yang dipotong | penghasilan yang
pajak adalah jumlah pajak adalah  jumlah | tidak dikenakan
penghasilan bruto penghasilan bruto setelah | pemotongan
setelah dikurangi bagian dikurangi bagian | masih ditetapkan
penghasilan yang tidak penghasilan yang tidak | oleh menteri
dikenakan pemotongan dikenakan  pemotongan | keuangan.
yang besarnya yang besarnya ditetapkan
ditetapkan oleh Menteri oleh Menteri Keuangan.
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Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No
dengan UU No. 17 tahun 2000.

. 10 tahun 1994

(lanjutan)
Aturan Pemotongan Pasal Aturan Pemotongan Pasal 21 Keterangan
21 menurut UU No 10 menurut UU No 17 Tahun
Tahun 1994 2000
5. Tarif pemotongan atas | 5. Tarif pemotongan atas| Ayat ini
pembayaran pembayaran sebagaimana | memperluas tarif
sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) | paaknya, jika

pada ayat (1) adalah adalah sama dengan tarif
sama dengan tarif pajak pajak sebagaimana
sebagaimana  tersebut tersebut termasuk dalam
termasuk dalam pasal pasal 17 ayat (1) kecual
17. ditetapkan lain dengan
Peraturan Pemerintah.

menurut UU No,
10 tahun 1994
hanya mengacu
daam pasa 17
sga, untuk UU
No. 17 tahun
2000 adanya
pengecuaian
ketetapan  tarif
yang ditetapkan
lain oleh
peraturan
pemerintah.

6. Pgak yang telah | 6. Dihapus
dipotong atas
penghasilan yang
diterima atau diperoleh
sehubungan dengan
pekerjaan dari 1
pemberi kerja sesua
dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat
(4), merupakan
palunasan paak Yyang
terutang untuk tahun
pajak yang
bersangkutan,  kecuali
pegawai atau pensiunan
tersebut menerima atau
memperoleh

Pgak yang telah
dipotong atas
penghasilan yang
di terima
sehubungan
dengan pekerjaan
dari 1 pemberi
kerja merupakan
pelunasan pajak
yang terutang
untuk tahun pajak
yang
bersangkutan,
ketentuan ini
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Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994

dengan UU No. 17 tahun 2000.
(lanjutan)

atau kegiatan ditetapkan
oleh Direktur Jenderal
Pajak.

kegiatan ditetapkan oleh
Keputusan Direktur
Jenderal Pgjak.

Aturan Pemotongan Pasal Aturan Pemotongan Pasal 21 Keterangan
21 menurut UU No 10 menurut UU No 17 Tahun
Tahun 1994 2000
penghasilan yang bukan dihapus  dalam
penghasilan yang UU yang baru.
pajaknya telah dibayar
atau  dipotong dan
bersifat final menurut
undang-undang ini.

7. Menteri Keuangan | 7. Dihapus Ayat ini  juga
berwenang untuk dihapus  dalam
menetapkan  potongan UU No. 17 tahun
paak yang bersifat find 2000 yang
atas penghasilan yang memuat  tentang
diterima atau diperoleh kewenangan
sehubungan dengan menteri keuangan
pekerjaan, jasa atau menetapkan
kegiatan tertentu. potongan  pajak

yang bersifat final
atas penghasilan
yang diterima
atau diperoleh
sehubungan
dengan pekerjaan,
jasa, atau
kegiatan tertentu.

8. Petunjuk mengenai | 8. Petunjuk mengenai | Jelas dan tidak
pel aksanaan pelaksanaan pemotongan, | ada  perubahan
pemotongan, penyetoran penyetoran dan pelaporan | dalam ayat
dan pelaporan pgjak atas paak atas penghasilan | terakhir ini.
penghasilan sehubungan sehubungan dengan | Petunjuk
dengan pekerjaan, jasa, pekerjaan, jasa, atau | mengena
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Perbandingan Aturan Pemotongan Pasal 21 menurut UU No. 10 tahun 1994

dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

Aturan Pemotongan Pasal
21 menurut UU No 10
Tahun 1994

Aturan Pemotongan Pasal 21

menurut UU No 17 Tahun
2000

Keterangan

pelaksanaan
pemotongan,
penyetoran  dan
pelaporan  pajak
penghasilan
masih dilakukan
dan ditetapkan
oleh direktur
jenderal pajak.

Sumber : Susunan Dalam Satu Nasah UU No. 10 tahun 1994 dengan UU

No. 17 tahun 2000.

Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

" Tabel. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

pribadi dalam negeri

sehubungan dengan

Penj elasan Aturan Penjelasan Aturan Keterangan
Pemotongan Pasal 21 Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun menurut UU No 17 Tahun
1994 2000
1. Ketentuan ini mengatur | 1. Ketentuan ini mengatur Penjelasan
tentang pembayaran tentang pembayaran pajak | mengenai
pajak dalam tahun dalam tahun berjalan ketentuan ini
berjalan melaui melalui pemotongan pajak | mengatur tentang
pemotongan pajak atau atau penghasilan yang pembayaran
penghasilan yang diterima atau diperoleh paj ak dalam
diterima atau diperoleh oleh Wagjib Pgjak orang tahun berjalan
oleh Wagjib Pajak orang pribadi dalam negeri melalui
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Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)
Penjelasan Aturan Penjelasan Aturan Keterangan
Pemotongan Pasal 21 Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun menurut UU No 17 Tahun
1994 2000
sehubungan dengan pekerjaan jasa dan pemotongan
pekerjaan jasa dan kegiatan. Pihak yang pajak atas

kegiatan. Pihak yang
wajib melakukan
pemotongan, penyetoran
dan pelaporan pajak
adalah pemberi kerja,
bendaharawan
pemerintah, dana
pensiun, badan,
perusahaan, dan
penyel enggara kegiatan.
a. Pemberi kerjayang
wajib melakukan
pemotongan,
penyetoran dan
pel aporan pajak
adalah orang pribadi
ataupun badan yang
merupakan induk,
cabang, perwakilan
atau unit perusahaan,
yang membayar atau
terutang gaji, upah,
tunjangan,
honorarium, dan
pembayaran lain
dengan nama apapun
kepada pengurus,
pegawai atau bukan
pegawai; sebagal
imbalan sehubungan
dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan
yang dilakukan.
Dalam pengertian
pemberi kerja
termasuk juga

wajib melakukan
pemotongan, penyetoran
dan pelaporan pajak
adalah pemberi kerja,
bendaharawan
pemerintah, dana pensiun,
badan, perusahaan, dan
penyelenggara kegiatan.
a.  Pemberi kerjayang
wajib melakukan
pemotongan,
penyetoran dan
pelaporan pajak adalah
orang pribadi ataupun
badan yang
merupakan induk,
cabang, perwakilan
atau unit perusahaan,
yang membayar atau
terutang gaji, upah,
tunjangan,
honorarium, dan
pembayaran lain
dengan nama apapun
kepada pengurus,
pegawai atau bukan
pegawai; sebagai
imbalan sehubungan
dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan
yang dilakukan.
Dalam pengertian
pemberi kerja
termasuk juga
organisas
internasional yang

penghasilan yang
diterima oleh
wajib paak dan
pihak yang wajib
melakukan
pemotongan,
penyetoran  dan
pelaporan pagak
tetap sama tidak
ada  perubahan
baik secara
redaksional  dari
UU yang lama
men;j adi baru
yaitu UU No. 17
tahun 2000.
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Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgjak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 17 Tahun

Keterangan

tidak dikecualikan
dari kewajiban
memotong pajak.
Y ang dimaksud
dengan pembayaran
lain adalah
pembayaran dengan
namaapapun selain
ggi, upah, tunjangan
dan honorarium, dan
pembayaran lain
seperti bonus,
gratifikasi, tantiem.
Y ang dimaksud
dengan bukan
pegawai adalah
orang pribadi yang
menerima atau
memperoleh
penghasilan dari
pemberi kerja
sehubungandengan
ikatan kerja tidak
tetap, misalnya artis
yang menerima atau
memperoleh
honorarium pemberi
kerja

b. Berdaharawan
pemerintah termasuk
bendaharawan
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Dagerah,
instansi atau
lembaga pemeritah,
lembaga-

1994 2000
organisas yang tidak
internasional yang dikecualikan dari

kewajiban memotong
pajak.

Y ang dimaksud
dengan pembayaran
lain adalah
pembayaran dengan
nama apapun selain
gai, upah, tunjangan
dan honorarium, dan
pembayaran lain
seperti bonus,
gratifikas, tantiem.
Y ang dimaksud

dengan bukan pegawai

adalah orang pribadi
yang menerima atau
memperoleh
penghasilan dari
pemberi kerja
sehubungandengan
ikatan kerja tidak
tetap, misalnya artis
yang menerima atau
memperoleh
honorarium pemberi
kerja.

Bendaharawan
pemerintah termasuk
bendaharawan
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah,
Instans atau lembaga
pemeritah,lembaga-
lembaga negara
lainnya dan K edutaan
Besar Republik
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Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 17 Tahun

Keterangan

di luar negeri yang
membayar gqji,
upah, tunjungan,
honorarium, dan
pembayaran lain
sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau
kegiatan.

c. Danapensiun atau
badan lain seperti
badan penyelenggara
jaminan sosia
tenaga kerjayang
membayarkan uang
pensiun, tunjangan
hari tua, tabungan
hari tua, dan
pembayaran lain
yang sgenis dengan
nama apapun.
Dalam pengertian
uang pensiun atau
pembayaran lain
termasuk tunjangan
tunjangan baik yang
dibayarkan secara
berkala ataupun
tidak, yang
dibayarkan kepada
penerima pensiun,
penerimatunjangan
hari tua, penerima
tabungan hari tua.

1994 2000
lembaga negara Indonesia di luar
lainnyadan negeri yang
Kedutaan Besar membayar gaji, upah,
Republik Indonesia tunjungan,

honorarium, dan
pembayaran lain
sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau
kegiatan.

c. Danapensiun atau
badan lain seperti
badan penyelenggara
jaminan sosial tenaga
kerjayang
membayarkan uang
pensiun, tunjangan
hari tua, tabungan hari
tua, dan pembayaran
lain yang sgenis
dengan nama apapun.
Dalam pengertian
uang pensiun atau
pembayaran lain
termasuk tunjangan
tunjangan baik yang
dibayarkan secara
berkala ataupun tidak,
yang dibayarkan
kepada penerima
pensiun, penerima
tunjangan hari tua,
penerimatabungan
hari tua.

d. Daam pengertian
badan termasuk
organisas
internasional yang
tidak dikecualikan




Tabd. 1V.2

60

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 17 Tahun

Keterangan

organisas
internasional yang
tidak dikecualikan
berdasarkan ayat (2).
Termasuk tenaga
ahli orang pribadi
misalnya dokter,
pengacara, akuntan,
yang melakukan
pekerjaan bebas dan
bertindak untuk dan
atas namanya
sendiri, bukan untuk
atas nama
persekutuannya.

e. Penyelenggara
kegiatan wajib
memotong pajak
atas pembayaran
hadiah atau
penghargaan dalam
bentuk apapun yang
diterimaatau
diperoleh wajib
pajak orang pribadi
dalam negeri
berkenaan dengan
suatu kegiatan.
Dalam pengertian
penyelenggara
kegiatan termasuk
antara lain badan,
badan pemerintah,
organisas termasuk
organisasi
internasional,

1994 2000
d. Dalam pengertian berdasarkan ayat (2).
badan termasuk Termasuk tenaga ahli

orang pribadi misalnya
dokter, pengacara,
akuntan, yang

mel akukan pekerjaan
bebas dan bertindak
untuk dan atas
namanya sendiri,

bukan untuk atas nama
persekutuannya.

e. Penyelenggara
kegiatan wajib
memotong pajak atas
pembayaran hadiah
atau penghargaan
dalam bentuk apapun
yang diterima atau
diperoleh wajib pajak
orang pribadi dalam
negeri berkenaan
dengan suatu kegiatan.
Daam pengertian
penyelenggara
kegiatan termasuk
antara lain badan,
badan pemerintah,
organisasi termasuk
organisas
internasional,
perkumpulan, orang
pribadi sertalembaga
lainya yang
menyel enggarakan
kegiatan. Kegiatan
yang diselenggarakan
misalnyakegiatan olah
raga, keagamaan,
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Tabd. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgak Penghasilan Pasal 21
Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21

menurut UU No 10 Tahun

1994

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21

menurut UU No 17 Tahun

2000

Keterangan

perkumpulan, orang
pribadi serta
lembaga lainya yang
menyelenggarakan
kegiatan. Kegiatan
yang
diselenggarakan
misalnyakegiatan
olah raga,
keagamaan, kesenian
dan kegiatan lain.

kesenian dan kegiatan
lain.

2. Cukup jelas

2. Cukup jelas

Ayat ini tidak
menyertakan

penjelasannya

karena dirasa
cukup jelas.
3. Bagi pegawai tetap . Bagi pegawai tetap Tidak ada

besarnya penghasilan
yang dipotong pajak
adalah penghasilan
bruto dikurangi dengan
biaya jabatan, iuran
pensiun, dan
Penghasilan Tidak Kena
Pgjak. Dalam pengertian
iuran pensiun termasuk
juga iuran tunjangan

hari tua atau tabungan
hari tua yang dibayar
oleh pegawai.

Bagi pensiunan
besarnya penghasilan
yang dipotong pajak
adalah jumlah
penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya

besarnya penghasilan
yang dipotong pajak
adalah penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya
jabatan, iuran pensiun,
dan Penghasilan Tidak
KenaPgjak. Dalam
pengertian iuran pensiun
termasuk jugaiuran
tunjangan hari tua atau
tabungan hari tua yang
dibayar oleh pegawai.

perubahan dalam
penjelasan ini,

artinya bagi
pegawai tetap
besarnya
penghasilan yang
dipotong  pajak
adalah

penghasilan bruto
dikurangi dengan
biaya jabatan,
iuran pensiun,
dan penghasilan
tidak kena pajak.
Bagi
pensiunanpun
juga tidak ada
perubahan  baik
secara
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Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgjak Penghasilan Pasa 21

Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)
Penjelasan Aturan Penjelasan Aturan Keterangan
Pemotongan Pasal 21 Pemotongan Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun menurut UU No 17 Tahun
1994 2000
jabatan, iuran pensiun, Bagi pensiunan besarnya redaksional

dan Penghasilan Tidak
Kena Pgak. Dalam
pengertian iuran pensiun
termasuk jugaiuran
tunjangan hari tua atau
tabungan hari tua yang
dibayar oleh pegawai.
Bagi pensiunan
besarnya penghasilan
yang dipotong pajak
adalah jumlah
penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya
pensiun dan Penghasilan
Tidak Kena Pagjak.
Daam pengertian
pensiunan termasuk
juga penerima tunjangan
hari tua, atau tabungan
hari tua

penghasilan yang
dipotong pajak adalah
jumlah penghasilan bruto
dikurangi dengan biaya
pensiun dan Penghasilan
Tidak Kena Pgjak. Dalam
pengertian pensiunan
termasuk juga penerima
tunjangan hari tua, atau
tabungan hari tua.

maupun isinya
dalam
penjelasan ini.

4. Besarnyapenghasilan
yang dipotong pajak
bagi pegawai harian,
mingguan, serta
pegawai tidak tetap
lainnya adal ah jumlah
penghasilan bruto
dikurangi dengan bagian
penghasilan yang tidak
dikenakan pemotongan
yang besarnya
ditetapkan dengan
Keputusan Menteri
K euangan, dengan
memperhatikan
Penghasilan Tidak Kena

. Besarnyapenghasilan

yang dipotong pajak bagi
pegawal harian,
mingguan, serta pegawai
tidak tetap lainnya adalah
jumlah penghasilan bruto
dikurangi dengan bagian
penghasilan yang tidak
dikenakan pemotongan
yang besarnya ditetapkan
dengan Keputusan
Menteri Keuangan,
dengan memperhatikan
Penghasilan Tidak Kena
Pajak yang berlaku.

Penjelasan dalam
ayat ini juga tidak
ada perubahan,
berisi tentang
besarnya
penghasilan yang
dipotong  pajak
bagi pegawal
harian, mingguan,
pegawai tidak
tetap lainnya.
Besarnya
penghasilan
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Tabd. IV.2

Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgak Penghasilan Pasal 21
Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

Penjelasan Aturan Pemotongan | Penjelasan Aturan Pemotongan|  Keterangan
Pasal 21 menurut UUN010 | Pasal 21 menurut UU No 17

Tahun 1994 Tahun 2000

Pgjak yang berlaku. yang tidak
dikenakan
pemaotongan
masih ditetapkan
oleh  keputusan
menteri
keuangan.

5. Cukup Jelas 5. Cukup Jeas Ayat ini tidak
menyertakan
penjelasannya
karena dirasa
cukup.

6. Apabilapemberi kerja | 6. Cukup Jelas Dihapusnya ayat
telah melakukan ini dalam UU No.
pemotongan dan 17 tahun 2000.
penyetoran pajak
dengan benar, maka
pada akhir tahun pajak

terhjdap pegawai atau
orang pribadi yang
hanya menerimaatau
memperoleh
penghasilan dari 1 (satu)
pemberi kerja, yang
pajaknyatelah dipotong
tidak lagi diwajibkan
menyampaikan Surat
Pemberitahuan
Tahunan, kecuali
pegawai atau orang
pribadi tersebut
memperoleh
penghasilan lain yang
bukan penghasilan yang
pajaknya telah dibayar
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Perbandingan Penjelasan Aturan Pemotongan Pgak Penghasilan Pasal 21
Menurut UU No. 10 tahun 1994 Dengan UU No. 17 tahun 2000.

(lanjutan)

Penjelasan Aturan
Pemotongan Pasal 21 menurut
UU No 10 Tahun 1994

Penjelasan Aturan Pemotongan
Pasal 21 menurut UU No 17
Tahun 2000

Keterangan

atau dipotong dan
bersifat final menurut
Undang-Undang ini,
misal nya pemotongan
pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).

7. Misalnya, penghasilan
tertentu dari kegiatan
seperti hadiah olah raga
dan undian.

7. Cukup Jeas

Dihapusnya ayat
ini dalam UU No.
17 tahun 2000.

8. Cukup Jeas

8. Cukup Jeas

Cukup jelas.

Sumber : Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No.

17 tahun 2000.

. Subjek Pajak Penghasilan
Tebel 1V.3

Perbandingan Subjek Pgjak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994
dengan UU No 17 Tahun 2000.

negara dan badan usaha
milik daerah;

Subjek Pgjak Penghasilan Subjek Pajak Penghasilan Keterangan
Pasal 21 menurut UU No 10 | Pasal 21 menurut UU No 17
Tahun 1994 Tahun 2000

1. Pegawai adalah setigp | 1. Pegawai adalah setiap |Tidak ada
orang pribadi, yang pribadi yang melakukan [perubahan dalam
melakukan  pekerjaan pekerjaan berdasarkan | pengertian
berdasarkan suatu perjanjian atau |pegawal  sebagai
perjanjian atau kesepakatan kerja baik |subjek pajak,
kesepakatan kerja baik tertulis  maupun tidak [pegawai masih di
tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang |identifikasikan
tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan |setiap orang
melakukan  pekerjaan dalam jabatan negeri atau |pribadi yang
daam jabatan negeri badan usaha milik negara | melakukan
atau badan usaha milik usaha milik daerah. pekerjaan

berasarkan suatu
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65

Perbandingan Subjek Pgjak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994

dengan UU No 17 Tahun 2000.
(lanjutan)

Subjek Pajak Penghasilan
Pasal 21 menurut UU No 10
Tahun 1994

Subjek Pagjak Penghasilan
Pasal 21 menurut UU No 17
Tahun 2000

Keterangan

perjanjian  baik
tertulis  maupun
tidak.

2. Pegawa tetap adalah
orang pribadi  yang
bekerja pada pemberi
kerja yang menerima
atau memperoleh ggji
daam jumlah tertentu
secara berkala, termasuk
dewan anggota
komisaris dan anggota
dewan pengawas yang
Secara  teratur  terus
menerus ikut mengelola
kegiatan perusahaan
secara langsung;

2. Pegawai Tetap adalah
orang pribadi yang
bekerja pada pemberi
kerja yang menerima atau
memperoleh gaji dalam
jumlah tertentu secara
berkala, termasuk dewan
anggota komisaris dan
anggota dewan pengawas
yang yang secara teratur
terus menerus ikut
mengelola kegiatan
perusahaan secara
langsung.

Secara redaksional
tidak berubah
pengertian  dari
pegawai tetap,
menurut UU No.
10 tahun 1994
maupun UU No.
17 tahun 2000.

3. Pegawa lepas adaah
orang pribadi  yang
bekerja pada pemberi
kerja  yang hanya
menerima imbalan
apabila orang pribadi
yang bersangkutan
bekerja;

3. Pegawai Lepas, adaah
orang pribadi yang
bekerja pada pemberi
kerja yang hanya
menerima imbalan apabila
orang  pribadi yang
bersangkutan bekerja.

Pegawai lepas
sebagal subjek
paak juga tidak
mengal ami
perubahan lebih
luas mengenai
pengertiannya,
orang pribadi yang
bekerja pada
pemberi kerja
yang hanya
menerima imbalan
apabila orang
pribadi yang
bersangkutan
bekerja
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Perbandingan Subjek Pgjak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994

dengan UU No 17 Tahun 2000.

(lanjutan)
Subjek Pgjak Penghasilan Subjek Pgjak Penghasilan Keterangan
Pasal 21 menurut UU No 10 | Pasal 21 menurut UU No 17
Tahun 1994 Tahun 2000
4. Pegawal dengan status | 4. Pegawai dengan status| Pengertian

Wagjib Pgjak luar negeri
adalah orang pribadi

Wagjib Pagjak luar negeri
adalah orang pribadi yang

pegawai  dengan
status wajib pajak

yang tidak bertempat tidak bertempat tinggal di | luar negeri tidak
tinggal di Indonesia atau Indonesia atau berada di | mengalami
berada di Indonesia Indonesia tidak lebih dari | perubahan untuk
tidak lebih dari 183 hari 183 hari dalam jangka| UU yang baru.
dalam jangka waktu 12 waktu 12 bulan yang
bulan yang menerima menerima atau
atau memperoleh gai, memperoleh gaji,
honorarium dan/atau honorarium dan/atau
imbalan lain imbalan lain sehubungan
sehubungan dengan dengan pekerjaan,
pekerjaan  jasa, dan jasa,dan kegiatan.
kegiatan;

5. Penerima pensiun | 5. Penerima pensiun adalah | Tidak ada

adalah orang pribadi
atau ahli warisnya yang

orang pribadi atau ahli
warisnya yang menerima

perubahan, baik
secara

menerima atau atau memperoleh imbalan | redaksional
memperoleh  imbalan untuk pekerjaan yang| maupun is di
untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, | dadamnya.
dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi
termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang
atau ahli warisnya yang menerima pensiun,
menerima  Tabungan Tabungan Hari Tua atau
Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua
Tunjangan Hari Tug;

6. Penerima Honorarium | 6. Penerima Honorarium | Tidak ada

adalah orang pribadi
yang menerima atau
memperoleh  imbalan
sehubungan dengan
jasa, jabatan, atau
kegiatan yang
dilakukannya;

adalah orang pribadi yang
menerima atau
memperoleh imbalan
sehubungan dengan jasa,
jabatan, atau kegiatan
yang dilakukannya.

perubahan, baik
secara
redaksiona
maupun is  di
dalamnya.
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Perbandingan Subjek Pgjak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994

dengan UU No 17 Tahun 2000.
(lanjutan)

Subjek Pajak Penghasilan
Pasal 21 menurut UU No 10
Tahun 1994

Subjek Pagjak Penghasilan
Pasal 21 menurut UU No 17
Tahun 2000

K eterangan

7. Penerima upah adalah
orang pribadi  yang
menerima upah harian,
upah mingguan, upah
borongan, atau upah
satuan;

a. Upah harian adalah
upah yang terutang
atau dibayarkan atas
dasar jumlah kerja;

b. Upah mingguan
adalah upah yang

terutang atau
dibayarkan  secara
mingguan;

c. Upah borongan
adalah upah yang
terutang atau yang
dibayarkan atas
dasar penyelesaian
pekerjaan tertentu;

d. Upah satuan adalah
upah yang terutang
atau yang
dibayarkan atas
dasar banyaknya
satuan yang
dihasilkan;

7. Penerima upah adalah
orang  pribadi yang
menerima upah harian,
upah  mingguan, upah
borongan, upah satuan.

a. Upah harian adalah
upah yang terutang
atau yang dibayarkan
atas dasar jumlah hari
kerja.

b. Upah mingguan
adalah upah yang
terutang atau yang
dibayarkan secara
mingguan.

¢. Upah borongan adalah
upah yang terutang
atau yang dibayarkan
atas dasar
penyelesaian
pekerjaan tertentu.

d. Upah satuan adalah
upah yang terutang
atau dibayarkan atas
dasar banyaknya
satuan produk yang
dihasilkan.

Penerima  upah

sebagai  subjek
pajak, juga masih
tidak ada
perubahan  baik
secara

redaksional

maupun isinya.

Sumber : Susunan Dalam Satu Naskah UU No. 10 tahun 1994 dengan UU No.

17 tahun 2000.




d. Objek Pajak Penghasilan
Tebel V.4

68

Perbandingan Objek Pajak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994

dengan UU No 17 Tahun 2000.

atau diperoleh secara teratur
oleh Wagib Pgak berupa

ggi, upah, honorarium,
termasuk honorarium
anggota dewan
komisarisatau anggota
dewan  pengawas  dari
perusahaan, premi, uang
lembur, komis, gaji

istimewa, uang sokongan,
uang ganti rugi, tunjangan
istri  dan/atau  tunjangan
anak, tunjangan kemahalan,
tunjangan jabatan, tunjangan
khusus, tunjangan transport,
tunjangan berupa pagak,
tunjangan iuran pensiun,
tunjangan pendidikan anak,
premi asurans yang dibayar
olen pemberi kerja, dan
pembayaran lain  sgenis
dengan nama apapun.

Objek Pajak Penghasilan Pasal Objek Pajak Penghasilan Keterangan
21 menurut UU No 10 Tahun | Pasal 21 menurut UU No 17
1994 Tahun 2000
1. Penghasilan yang diterima| 1. Penghasilan yang diterima | Daam  Undang-

atau diperoleh  secara
teratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, upah,
honorarium (termasuk
honorarium anggota
dewan komisaris atau
anggota dewan
pengawas), premi bulanan,
uang lembur, uang
sokongan, uang tunggu,
uang ganti rugi, tunjangan
istri, anak, tunjangan
kemahalan, tunjangan
khusus, tunjangan jabatan,
tunjangan transpot,
tunjangan iuran pensiun,
tunjangan pendidikan
anak, beasiswa, hadiah,
premi  asurans  yang
dibayar oleh pemberi
kerja, dan penghasilan
teratur lainya dengan
nama apapun.

undang yang baru
terjadi
penambahan
penghasilan yang
diterima atau
diperoleh  secara
teratur oleh Wajib
Pajak yaitu
penghasilan yang
berupa hadiah.

2. Penghasilan yang diterima
atau diperoleh secara tidak
teratur berupa jasa produksi,

tantiem, gratifikasi,
tunjangan cuti, tunjangan
hari raya termasuk
tunjangan  tahun  baru,
bonus, premi, dan
penghasilan sgjenis lainnya
yang sifatnya tidak tetap dan

yang biasanya diberikan
sekali sgja atau sekali dalam
setahun.

. Penghasilan yang diterima

atau diperoleh secara tidak
teratur berupa jasa
produksi, tantiem,
tunjangan cuti, tunjangan
hari raya, tunjangan tahun

baru, bonus, premi
tahunan, dan penghasilan
sgenis lannya yang

sifatnya tidak tetap dan
yang biasanya dibayarkan
sekali dalam setahun.

Terjadi perubahan
daam ketentuan
ini  tetapi  hanya|
bersifat

redaksional sgja,
tidak mengurangi
atau  menambah
inti dari ketentuan
yang ditulis dalam
ayat ini.
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Tahun 1994

Objek Pgjak Penghasilan Pasal | Objek Pgak Penghasilan | Keterangan
21 menurut UU No 10 Pasal 21 menurut UU
Tahun 1994 No 17 Tahun 2000
3. Upah harian, upah | 3. Upah harian, upah | Dijelaskannya
mingguan, upah satuan dan mingguan, upah satuan | pengertian
upah borongan. dan upah borongan. Upah | pengertian dari
harian, adalah upah yang | upah harian,
terutang atau dibayarkan | mingguan,

atas dasar jumlah hari
kerja; upah  mingguan
adalah upah yang terutang
atau dibayarkan secara
mingguan; upah satuan
adalah upah yang terutang
atau dibayarkan atas dasar
banyaknya satuan yang
dihasilkan; upah borongan
adalah upah yang terutang
atau dibayarkan atas dasar
penyelesaian  pekerjaan
tertentu.

borongan maupun
satuan,  sehinggal
memperjelas
batas-batas  dari
upah tersebut.

4. Uang tebusan pensiun, uang
Tabungan Hari Tua, uang
pesangon dan pembayaran
lain sgenis.

4. Uang tebusan pensiun,
uang pesangon, uang
Tabungan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua, dan
pembayaran lain sgenis;

Ada perluasan arti
dalam objek pajak
penghasilan untuk
Tabungan Hari
Tua yaitu
ditambahkannya

Jaminan Hari Tua.

5. Honorarium, uang saku,
hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam
bentuk  apapun, komisi
beasiswa dan pembayaran
lain sebagai imbalan
sehubungan dengan
pekerjaan,  jasa  yang
dilakukan di Indonesia oleh
wagjib pajak dalam negeri,
terdiri dari :

5. Honorarium, uang saku,
hadiah atau penghargaan
dengan nama dan dalam
bentuk apapun, komisi
beasiswa dan pembayaran
lain sebaga  imbalan
sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan
kegiatan lan yang
dilakukan oleh  wajib
pajak dalam negeri, terdiri
dari :

Daam  Undang-
undang yang baru
ada penambahan
atau
ditambahkannya
objek pajak
penghasilan untuk
honorarium  yaitu
perusahaan
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Objek Pajak Penghasilan Pasal

21 menurut UU No 10

Objek Pagjak Penghasilan
Pasal 21 menurut UU

Keterangan

Tahun 1994 No 17 Tahun 2000

1. tenaga ahli sebagaimana 1. tenagaahli; pengacara, marketing level
dimaksud dalam akuntan, arsitek, atau direct
Keputusan Direktur dokter, konsultan; salling, juga
Jenderal Pgjak Nomor 2. peman musik, dinaikkannya
KEP-02/PJ./1995, yaitu pembawa acara, pemotongan
tenaga ahli yang penyayi, pelawak, PPh Pasal 21
melakukan  pekerjaan bintang film, berdasarkan
bebas, yang terdiri dari sutradara, foto model, perkiraan
pengacara, akuntan, peragawan, crew film, penghasilan
arsitek, dokter, penari, pemahat, dan neto sebesar
konsultan, notaris, seniman lainya; 50% yang
penilai, dan aktuaris. 3. olahragawan; dulunya
Tarif pemotongan PPh 4. penasehat, pengaar, sebesar 40%.

o Ul

pasal 21 yang ditetapkan
adalah 15% atas
perkiraan  penghasilan
neto yang dibayarkan
atau terutang kepada
tenaga ahli. Besarnya
perkiraan  penghasilan
neto 40% dari
penghasilan bruto
berupa honorarium atau
imbalan lain  dengan
nama apapun.

pemain musik, pembawa
acara, foto  modd,
peragawan/peragawati,
perkumpulan musik,
penyanyi, bintang film,
pemain sandiwara,
penari, pemahat, pelukis
dan seniman lainya;
olahragawan;

penasehat, pengajar,
pelatih, penceramah,
tenaga lepas lainya;
pengarang;

kolportir iklan;

pelatih, penceramah;
pengarang, peneliti;
pemberi jasa dalam
bidang teknik,
komputer dan sistem
aplikasinya;
kolportir iklan;
pengawas, pengelola
proyek, anggota dan
pemberi jasa kepada
suatu kepanitiaan,
peserta sidang atau
rapat, dan tenaga lepas
lainya dalam segaa
bidang kegiatan,

9. pembawa pesanan atau
yang menemukan
langganan;

10. peserta perlombaan;

11. petugas penjga barang

o o

© N

dagangan;

12. petugas dinas luar
asuransi;

13. peserta  pendidikan,
pelatihan, dan
pemagangan;
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Tabe IV.4
Perbandingan Objek Pgjak Penghasilan menurut UU No 10 Tahun 1994
dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

7. merekayang 14. distributor perusahaan
menemukan langganan multilevel marketing
atau membawa atau direct selling dan
pesanan dan kegiatan sgenis
sebagainya untuk lainya;

Bank, perusahaan
industri dan

perusahaan lainya;

8. petugas dinas luar
asurans.

9. peserta perlombaan.

10. petugas penjgja barang

dagangan.

11. peserta  pendidikan,
pel atihan, dan
pemagangan.

6. Ggji, ggi kehormatan, | DAlam  Undang
tunjangan-tunjangan lain | undang yang baru
yang terkait dengan gaji | ditambahkannya
yang diterima oleh| ggi kehormatan
pegabat negara, PNS| dan tunjangan

serta uang pensiun dan | tunjangan lain
tunjangan-tunjangan lain | yang terkait
yang sifatnya terkait| dengan gaji yang
dengan uang pensiun | diterima oleh
yang diterima oleh | pgabat negara,
pensiunan termasuk | PNS serta uang
janda atau duda dan atau | pensiun, ini
anak-anaknya. membuktikan ada
perluasan  dalam
objek pajak.

Sumber: Keputusan Dirjen Pgjak No. KEP-02/PJ./1995 Tgl 09-01-1995 dan
Keputusan Dirjen Pgjak No.KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000.
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Perbandingan Subjek Pagjak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun
1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

tinggal bersama mereka,
dengan syarat bukan
warga negara Indonesia
dan di Indonesia tidak
menerima atau
mamperoleh penghasilan
lain di luar jabatannya di
Indonesia

Subjek Pgjak Yang Subjek Pgjak Yang Keterangan
Dikecualikan menurut UU Dikecualikan menurut UU
No 10 Tahun 1994 No 17 Tahun 2000
1. Pejabat Perwakilan | 1. Pejabat Perwakilan [Ketentuan  dalam
Diplomatik, Konsulat Diplomatik dan |ayat ini  tidak
atau peabat lan dari konsulat atau pejabat |mengaami
negara asing, dan orang lan dari negara asing, |perubahan, pejabat
orang yang dan orang-orang yang |perwakilan
diperbantukan  kepada diperbantukan  kepada |diplomatik dan
mereka yang bekerja mereka yang bekerja |konsulat atau
pada dan bertempat pada dan bertempat [pgabat lain dari

tinggal bersama mereka,
dengan syarat bukan
warga negara Indoneia
dan di Indonesia tidak
menerima atau
memperoleh

penghasilan lain di luar
jabatannyadi Indonesia;

negara asing dan
orang-orang yang
diperbantukan
kepada mereka
yang bekerja pada
dan bertempat
tinggal bersama
mereka dengan
syarat bukan warga
Indonesia dan di
Indonesia tidak
menerima
penghasilan lain di
luar jabatannya
tetap dipertahankan
sebagal subjek
pajak yang
dikecualikan dalam
Undang-undang
yang baru yaitu UU
No 17 Tahun 2000.
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Perbandingan Subjek Pgjak Y ang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun
1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)
Subjek Pgjak Yang Subjek Pgjak Yang Keterangan
Dikecualikan menurut UU Dikecualikan menurut UU
No 10 Tahun 1994 No 17 Tahun 2000
2. Pegabat perwakilan | 2. Peabat perwakilan |Mempertegas dan

organisas  internasiona organisas internasional |memperjelas subjek
yang sesuai  dengan yang ditetapkan dengan |pajak yang
Keputusan Menteri Keputusan Menteri |dikecualikan
Keuangan Nomor Keuangan (Kep Men |mengenai peabat
611/KMK.04/1994, N0.611/KMK.04/1994 |perwakilan
sepanjang bukan warga Tanggal 23 Desember |organisas
negara Indonesia dan 1994 sebagaimana telah |Internasiona
tidak melakukan diubah terakhir dengan [dengan diubahnya
pekerjaan  lain  atau Keputusan Menteri [KMK No.
kegiatan usaha di Keuangan No. |611/KMK.04/1994
Indonesia untuk 314/KMK.04/1998 menjadi KMK No.

di Indonesia.

memperoleh penghasilan

Tanggal 15 Juni 1998),
sepanjang bukan warga
negara Indonesia dan
tidak menjalankan
usaha atau melakukan
pekerjaan atau
pekerjaan untuk
memperoleh

penghasilan di
Indonesa Selain itu
terdapat peraturan baru

lain

yang menyatakan
adanya  Pengecuaian
Dari Kewajiban

pembayaran PPh orang
pribadi yang bertolak ke
luar  negeri  sesual
dengan Surat Edaran
Direktur Jendral Pajak
No  SE-29/PJ.41/2000
tanggal 26 sept 2000,
sebagai berikut;

314.KMK.04/1998
Tangga 15 Juni
1998. Sedlain itu
tedapat  perubahan
dalam subjek pajak
yang dikecualikan
menurut UU No 17
Tahun 2000, sesuai

dengan Surat
Edaran Direktur
Jendral Pak No SE-
29/PJ.41/2000

tanggad 26 sept
2000; yaitu

pengecualian  bagi
para anggota mis

kesenian dan
kebudayaan, mis
olah raga, misi
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Perbandingan Subjek Pajak Yang Dikecualikan menurut UU No 10 Tahun

1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)
Subjek Pgjak Yang Subjek Pgjak Yang Keterangan
Dikecualikan menurut UU Dikecualikan menurut UU
No 10 Tahun 1994 No 17 Tahun 2000
a. Anggota mis keagaamaan
kesenian dan| vyang
kebudayaan yang | keberangkatann

keberangkatannya ke
Luar Negeri
mewakili pemerintah
Rl untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan
kesenian dan
kebudayaan dengan
persetujuan Menteri
Kebudayaan dan
Pariwisata atau yang
mewakilinya.

b. Anggota misi

olahraga yang
keberangkatannya ke
Luar Negeri
mewakili Pemerintah
Rl untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan

olahraga dengan
persetujuan  Menteri
Pendidikan Nasional

atau yang
mewakilinya
c. Anggota misi

keagamaan yang
keberangkatannya ke
Luar Negeri
mewakili pemerintah
Rl untuk mengikuti
kegiatan-kegiatan di
bidang  keagamaan
dengan  persetujuan
Menteri Agama atau
yang mewakilinya.

yake luar negeri
mewakili
pemerintah RI
untuk mengikuti
kegiatan
kegiatan yang
dimaksud diatas
dengan
persetujuan
badan yang
berwenang atau
menaunginya.

Sumber: Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-02/PJ./1995 Tgl 09-01-1995 dan

Keputusan Dirjen Pgjak No.KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000.




f.

Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Tabe 1V.6

Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut UU No 10 Tahun 1994
dengan UU No 17 Tahun 2000.
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Pajak diberikan sebesar :
a. Rp 1.728.000,00 untuk
diri wajib pajak pribadi;

Pajak diberikan sebesar:

a. Rp 2.880.000,00 untuk
diri  waib  pgak
pribadi;

PTKP menurut UU No 10 PTKP menurut UU No 17 Keterangan
Tahun 1994 Tahun 2000
1. Penghasilan Tidak Kena| 1. Penghasilan Tidak Kena| Terdapat

perubahan  atau
kenaikan
besarnya
Penghasilan
Tidak Kena Pajak
dalam UU No 17
Tahun 2000;
untuk wajib pajak

pribadi dari Rp
1.728.000,00
menjadi Rp
2.880.000,00;

b. Rp 864.000,00 b. Rp 1.440.000,00 | Untuk wajib
tambahan untuk wajib tambahan untuk wajib | paak yang kawin
pajak yang kawin; pajak yang kawin; dari Rp

864.000,00
menjadi Rp.
1.440.000,00.

c. Rp 1.728.000,00 c. Rp 2.880.000,00 | Rp. 1.728.000,00
tambahan untuk seorang tambahan untuk | untuk  tambahan
isteri yang seorang isteri  yang | seorang istri yang
penghasilannya penghasilannya penghasilannya
digabung dengan digabung dengan | digabung dengan
penghsilan suami penghsilan suami | penghasilan
sebagaimana dimaksud sebagaimana suami yang nak
dalam pasal 8 ayat (1); dimaksud dalam pasal | menjadi Rp.

8 ayat (1); 2.880.000,00.

d. Rp 864.000,00 d. Rp 1.440.000,00 | Rp. 864.000,00
tambahan untuk setiap tambahan untuk setiap | tambahan  untuk
anggota keluarga anggota keluarga | setiap anggota

sedarah dan keluarga
semenda dalam garis
keturunan lurus seerta
anak angkat, yang
menjadi tanggungan

sedarah dan keluarga
semenda dalam garis
keturunan lurus seerta
anak angkat, yang
menjadi tanggungan

keluarga sedarah
dan semenda
dalam garis
keturunan lurus,
nalk menjadi
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Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pgjak menurut UU No 10 Tahun 1994
dengan UU No 17 Tahun 2000.

atau awa bagian tahun

atau awa bagian tahun

(lanjutan)
PTKP menurut UU No 10 PTKP menurut UU No 17 Keterangan
Tahun 1994 Tahun 2000
sepenuhnya, paling sepenuhnya, paling | Rp. 1.440.000,00
banyak (3) tiga orang banyak (3) tiga orang | Kenaikan ini
untuk setiap keluarga; untuk setiap keluarga; | menjelaskan
bahwa semakin
sedikit beban
paak yang harus
dibayar oleh
wajib pajak.
Penerapan ayat D Penerapan ayat (1) | Tidak ada
ditentukan oleh keadaan ditentukan oleh keadaan | perubahan dalam
pada awa tahun paak pada awal tahun pajak | ketentuan ini,

artinya penerapan

pajak. pajak. untuk ketentuan
ayat (1) mash
ditentukan oleh
keadaan apda
awal tahun pajak
atau awal bagian
tahun pajak.

3. Besarnya Penghasilan Penyesuaian  besarnya | Ada perubahan
Tidak Kena Pgjak tersebut Penghasilan Tidak Kena | penulisan secara
pada ayat (1) akan Pajak sebagaimana | redaksional dalam
disesuaikan dengan suatu dimaksud dalam ayat (1) | Undang-undang
faktor penyesuaian yang ditetapkan dengan | yang baru tetapi
ditetapkan dengan Keputusan Menteri | tidak
keputusan Menteri Keuangan. mengaburkan inti
Keuangan. dari ketentuan itu

sendiri,
penyesuaian
besarnya PTKP
sebagaimana
yang dimaksud
dalam ayat (1)
masih ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan.

Sumber: Susunan Dalam Satu Naskah UU No 10 Tahun 1994 dan Susunan
Daam Satu Naskah UU No 17 Tahun 2000.




0. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21.

Tabd IV.7
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Perbandingan Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut
UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

Penghasilan Yang Tidak
Dipotong PPh Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun

Penghasilan Yang Tidak
Dipotong PPh Pasal 21
menurut UU No 17 Tahun

K eterangan

karena kecelakaan, sakit
atau meninggalnya orang
yang tertanggung, dan
pembayaran asuransi bea
Siswa, asuransi dwiguna,
asurans jiwa;

kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi
jiwa, asurans dwiguna,
asuransi bea siswa;

1994 2000
1. Pembayaran dari | 1. Pembayaran asurans | Ada beberapa
perusahaan asuransi dari perusahaan asurans | penghapusan

penghasilan yang
tidak  dipotong
daam  Undang-
undang yang
baru, tetapi hanya
bersifat
redaksional sgja,
yaitu dihapusnya
sakit atau
meninggalnya
orang yang
tertanggung.

2. Penerimaan dalam
bentuk natura  dan
kenikmatan kecuali yang
diberikan oleh bukan
Waqjib Pgjak;

2. Penerimaan dalam

bentuk natura  dan
kenikmatan kecuali yang
diberikan oleh bukan
Wa4jib Pgjak;

Tidak ada
perubahan dalam
ayat ini, ketentuan
dalam Undang-
undang yang lama
masih dipakai
untuk Undang-
undang yang

baru. Penerimaan
dalam bentuk
naturadan
kenikmatan
kecuai yang
diatur dalam

Pasal 5 ayat (2)
atau bukan wajib
pajak.
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Perbandingan Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasa 21 menurut
UU No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(lanjutan)
Penghasilan Yang Tidak Penghasilan Yang Tidak Keterangan
Dipotong PPh Pasal 21 Dipotong PPh Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun menurut UU No 17 Tahun
1994 2000
3. luran pensun yang|3.luran  pesiun  yang | Adasedikit

dibayarkan kepada dana dibayarkan kepada dana | perubahan dalam

pensiun yang pendirianya pensiun yang | Undang-undang

telah disahkan Menteri pendirianya telah | yang baru untuk

Keuangan dan disahkan oleh Menteri | ketentuan ini

Penyelenggara  Taspen Keuangan dan iuran | yaitu digantinya

serta  iuran  Tabungan Jaminan Hari Tua | Penyelenggara

Hari Tua atau Tunjangan kepada badan | Taspen sertaiuran

Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek | Tabungan Hari

penyelenggara  Taspen yang dibayar  oleh | Tuaatau

dan Jamsostek  yang pemberi kerja; Tunjangan Hari

dibayar oleh pemberi Tuamenjadi iuran

kerja; Jaminan Hari
Tua, tetapi
perubahan ini
hanya bersifat
redaksiona sga

4. Penerimaan dalam | 4. Penerimaan dalam | Tidak ada

bentuk natura  dan bentuk  natura  dan | perubahan sama

kenikmatan lainnya kenikmatan lainnya | sekali dalam

dengan nama apapun dengan nama apapun | ketentuan ini,

yang diberikan oleh yang diberikan oleh | penerimaan dalam

Pemerintah, Pemerintah, bentuk natura dan

kenikmatan
lainnya dengan
namaapapun
yang diberikan
oleh pemerintah
masih tetap
dipakai sebagai
Penghasilan Y ang
Tidak Dipotong
PPh Pasal 21
menurut Undang-
undang yang lama
maupun Undang-
undang yang

baru.
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Perbandingan Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 menurut UU
No 10 Tahun 1994 dengan UU No 17 Tahun 2000.

(Lanjutan)

Penghasilan Yang Tidak
Dipotong PPh Pasal 21
menurut UU No 10 Tahun

Penghasilan Yang Tidak
Dipotong PPh Pasal 21
menurut UU No 17 Tahun

Keterangan

1994 2000
5. Kenikmatan berupa pajak | 5. Kenikmatan berupa | Ketentuan ini juga
yang ditanggung oleh paak yang ditanggung |tidak mengalami
pemberi kerja. oleh pemberi kerja; perubahan, baik
secararedaksional

maupun isi dari
ayat ini.

6. Zakat yang diterima atau
diperoleh orang pribadi
yang berhak dari badan
atau lembaga amil zakat
yang dibentuk  atau
disahkan oleh
Pemerintah.

Terjadi perubahan
dalam Undang-
undang yang baru
dengan
ditambahkannya
penghasilan yang
tidak dipotong PPh
Pasal 21 yaitu
diterimanya
penghasilan yang
berupa zakat yang
diterimaoleh orang
pribadi yang
berhak dari badan
atau lembaga emil
zakat yang
dibentuk atau
disahkan oleh
pemerintah artinya
jika zakat tersebut
diterimadari badan
atau lembaga yang
tidak disahkan oleh
pemerintah maka
zakat tersebut tetap
dikenakan atau
dipotong oleh PPh
pasal 21.

Sumber: Keputusan Dirjen Pgjak No.KEP-02/PJ./1995 Tgl 09-01-1995 dan
Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-545/PJ./2000 Tgl 29-12-2000.
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Secara garis besar dapat disimpulkan beberapa perubahan yang
terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21
No 17 Tahun 2000, antara lain:
1. Keadilan dalam pengenaan pajak.
Dengan adanya pembaharuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan
Pasal 21 No 17 Tahun 2000, terjadi perubahan dalam hal peningkatan
keadilan atau pemerataan dalam pengenaan pajak secara proporsional. Hal
itu dapat dilihat dengan dilakukannya perluasan dan penjelasan lebih rinci
mengenai subjek dan objek pajak dalam hal-ha tertentu dan pembatasan
pengecualian. Adapun perluasan subjek pajak yang dikecualikan yang
terdapat dalam Undang-undang Pgjak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun
2000, yaitu terhadap Pejabat perwakilan organisas internasional yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (Kep Men
No0.611/KMK.04/1994 Tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.
314/ KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni 1998), sepanjang bukan warga negara
Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan atau
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selain itu
terdapat peraturan baru yang menyatakan adanya Pengecualian dari
Kewagjiban pembayaran PPh orang pribadi yang bertolak ke luar negeri
sesual dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No SE-29/PJ.41/2000

tanggal 26 sept 2000, sebagai berikut;
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a. Anggota mis kesenian dan kebudayaan yang keberangkatannya ke
Luar Negeri mewakili pemerintah Rl untuk mengikuti kegiatan
kegiatan kesenian dan kebudayaan dengan persetujuan Menteri
K ebudayaan dan Pariwisata atau yang mewakilinya.

b. Anggota mis olah raga yang keberangkatannya ke Luar Negeri
mewakili Remerintah RI untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga
dengan persetujuan Menteri Pendidikan Nasiona atau yang
mewakilinya.

c. Anggota mis keagamaan yang keberangkatannya ke Luar Negeri
mewakili pemerintah RI untuk mengikuti kegiatankegiatan di bidang
keagamaan dengan persetujuan Menteri Agama atau yang
mewakilinya.

Sedangkan perluasan objek pgak daam Undang-undang Pgak

Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000, antara lain pada pasal 5 ayat 1

(e) yang dijelaskan lebih rinci dan ditambahkannya 1 ayat dalam pasal

tersebut, lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

Ayat 1 (e): honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan pembayaran lain
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri,
terdiri dari:

1. tenagaahli; pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan
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2. pemain musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang
film, sutradara, foto model, peragawan, crew film, penari,
pemahat, dan seniman lainnya;

3. olahragawan,

4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah;

5. pengarang, pendliti;

6. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem
aplikasinya;

7. kolportir iklan;

8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa
kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan
tenaga lepas lainya dalam segala bidang kegiatan;

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

10. peserta perlombaan;

11. petugas penjga barang dagangan;,

12. petugas dinas luar asurans;

13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;

14. digtributor perusahaan multilevel marketing atau direct

selling dan kegiatan sgjenis lainnya.
Ayat 1 (f): Gaji, ggi kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkait
dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS serta uang

pensiunan dan tunjangantunjangan lain yang sifatnya terkait
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dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk
janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Selain itu dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun

2000, terdapat perluasan dan penjelasan lebih rinci terhadap penghasilan

yang tidak dipotong paak penghasilan pasal 21 dan penghasilan yang

dipotong pajak penghasilan pasal 21 final, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat dibawah ini:

Penghasilan yang tidak Dipotong PPh pasal 21.

1. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi
kecelakaan, asurans jiwa, asuransi dwi guna, asuransi bea siswa;

2. pembayaran Tabungan Hari Tua PT. Taspen dan Tunjangan Hari Tua
PT. ASABRIdari PT. TASPEN dan PT. ASABRI kepada para
pensiunan yang berhak menerimanya;

3. uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tunjangan hari
tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, yang jumlah brutonya Rp
8.640.000,- (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau
kurang;

4. uang pesangon yang jumlah brutonya Rp 17.280.000,- (tujuh belas juta
dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau kurang;

5. peneriamaan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan oleh

wajib pgak;



6. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta
iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada
badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh
pemberi kerja;

7. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama
apapun yang diberikan oleh pemerintah;

8. kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;

9. penghasilan yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan
I1/d ke bawah dan anggota ABRI berpangkat Pembantu L etnan Satu ke
bawah yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan
Daerah berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur,
imbalan prestas kerja, dan imbalan lain selain penghasilan berupa gqji
kehormatan, gaji atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan
gaji kehormatan, ggji atau uang pensiun;

10. penghasilan yang tidak melebihi upah minimum regional (UMR).

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 final:

1. uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan tunjangan
hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan
penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja;

2. uang pesangon;

3. hadiah dan penghargaan pel ombaan;
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4. honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjgja barang dan
petugas dinas luar asuransi;
yang dimaksud dengan penjgja barang dagangan adalah barang
dagangan berupa kosmetik, sabun, odol, buku, dan barangbarang
keperluan rumah tangga sehari- hari lainya.

5. penghasilan yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri
Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI, dan pensiunan,
selain Pegawai Negeri Sipil golongan 11/d ke bawah dan anggota TNI
dan POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, yang
dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah berupa
honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestas
kerja, dan imbalan lain selain penghsilan berupa gaji kehormatan, gagji
atau uang pensiun, dan tunjangan yang terkait dengan gaji kehormatan,
gaji atau uang pensiun.

Yang tidak kalah penting adalah dalam Undang-undang No 17 Tahun

2000, struktur tarif pajak untuk wajib pajak pasal 17 orang pribadi. Untuk

lebih jelas, dapat dilihat dibawah ini:

untuk wajib pgjak orang pribadi:

Tabel IV.8

Tarif Pgjak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak

L apisan Penghasilan K ena Pajak Tarif Pgjak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh 5%
lima juta rupiah) (lima persen)

Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 10%
rupiah) s.d Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah) (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) s.d Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)

15%
(lima belas persen)
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Di atas Rp 100.000.000,00 (seraus utarupiat) | 23 Z/f] .
s.d Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) p%rsm)

. . 35%
Di atas Rp 200.000.000,00 (duaratus juta (tiga puluh lima
rupiah) o)

Sumber: Susunan Dalam Satu Naskah UU No 10 Tahun 1994 dan Susunan
Dalam Satu Naskah UU No 17 Tahun 2000.

2. Mendorong investas langsung di Indonesia baik penanaman moda asing
maupun penanaman modal dalam negeri.
Pembaharuan yang terjadi dalam Undang-undang Pagjak Penghasilan Pasal
21 No 17 Tahun 2000, menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka
meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing
maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha tertentu dan

daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Seiring dengan perkembangan zaman dan perputaran perekonomian

di negara kita, sistem perpajakan yang dilakukan sebelumnya perlu direvis
atau diubah. Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun 1994
sebenarnya sudah baik dan masih layak untuk digunakan, tetapi untuk
menciptakan sistem perpajakan yang sesua dengan situasi dan kondis yang
ada maka Undang-undang Pagjak Penghasilan Pasal 21 No 10 Tahun 1994
sebelumnya perlu direvisi. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah semata-
mata hanyalah untuk menciptakan perpgjakan yang adil, sederhana dan yang
tidak kalah pentingnya adalah memberikan kepastian hukum yang sesual
dengan kondisi masyarakat kita saat ini dan dapat mengamankan pendapatan
atau penerimaan negara.

1. Ada perubahan dalam rumusan pemungutan atau pemotongan, penyetoran
dan pelaporannya. Pemerintah menghapus dua ayat dalam pasal tersebut,
yaitu ayat 6 dan ayat 7 Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 No 17
Tahun 2000.

2. Tidak ada perubahan dalam proses penghitungan pajak penghasilan pasa
21, pemerintah hanya menaikkan tarif penghasilan tidak kena pajak
(PTKP) dan untuk Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena
Pajak bagi wajib pajaknya dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal

21 No 17 Tahun 2000.
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3. Perubahan yang terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Pajak
Penghasilan Pasal 21 No 17 Tahun 2000 adal ah keadilan dalam pengenaan
pajak, dan mendorong investas langsung di Indonesia baik penanaman

modal asing maupun penanaman modal dalam negeri.

B. Keterbatasan Pendlitian

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari sempurna,
hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan yang dihadapi dalam proses penyusunan
skripsi ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian kepustakaan ini adalah
keterbatasan dalam mendapatkan sumber informasi maupun literatur yang
menjadi bahan penelitian dan tolak ukur dalam menjelaskan permasalahan
yang digjukan, sehingga pembahasan yang dilakukan tidak cukup mendalam,

dan apa yang dibahas hanya berdasarkan sumber-sumber dari literatur.

C. Saran

Dalam usaha untuk memperoleh suatu pencapaian yang maksimal
yang ingin diwujudkan dalam perubahan Undang-undang maka saran yang
akan dipaparkan oleh penulis, mungkin lebih tepat diperuntukkan bagi
pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harus lebih memperhatikan situasi dan
kondis yang ada dalam masyarakat yaitu dengan cara menyeimbangkan
penerimaan pajak terhadap pendapatan masyarakat, memberantas bentuk-
bentuk kecurangan pajak yang mengakibatkan kerugian terhadap penerimaan

atau pendapatan negara, jika bentuk-bentuk kecurangan tersebut dapat
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diminimalkan, maka masyarakat tidak merasa memikul beban paak yang
terlalu tinggi, dengan memberantas praktek-praktek kecurangan tersebut
secara langsung atau tidak langsung dapat menambah penerimaan atau
pendapatan negara sehingga dapat memperlancar pembangunan nasional

menuju masyarakat damai dan sgjahtera.
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PENGECUALIAN DARI
KEWAJIBAN PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI YANG BERTOLAK KE
L UAR NEGERI

- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 29/PJ.41/2000, Tgl. 26-09-2000

DEPARTEMEN KEUANGAN
REPUBLI K | NDONESI A
DI REKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN DI REKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 29/ PJ. 41/ 2000

TENTANG

PENGECUALI AN DARI KEWAJI BAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASI LAN ORANG PRI BADI
YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

DI REKTUR JENDERAL PAJAK,

Dal am r angka nenberi kan kepasti an nengenai pel aksanaan
pengecual i an dari kewaji ban penbayaran Paj ak

Penghasi | an Pasal 25 bagi anggota misi kesenian, msi olah raga
dan m si keagamaan sebagai mana di at ur

dal am Pasal 3 angka (7) Peraturan Penerintah Nonor 42 Tahun 2000
tentang Penbayaran Paj ak Penghasil an

Orang Pribadi yang akan Bertol ak ke Luar Negeri dan Keputusan
Ment eri Keuangan Republik | ndonesi a Nonor

390/ KMK. 04/ 2000 tanggal 14 Septenber 2000 tentang Pel aksanaan
Penbayar an Paj ak Penghasil an Orang

Pri badi yang akan Bertol ak ke Luar Negeri, dengan ini diberikan
penegasan sebagai beri kut

1. Anggota misi kesenian, msi olah raga dan m si keaganmaan
yang di kecual i kan dari kewaji ban

penbayaran Paj ak Penghasil an pada saat bertol ak ke | uar
negeri terdiri dar

a. Anggota m si keseni an dan kebudayaan yang
keber angkat annya ke luar negeri nmewaki l

Penerintah Republik Indonesia untuk nengi kut

kegi at an- kegi at an keseni an dan kebudayaan



94

dengan persetujuan Menteri Kebudayaan dan
Pariw sata atau yang newakilinya;
b. Anggota m si ol ah raga yang keberangkat annya ke
| uar negeri newakili Penerintah Republik
I ndonesi a untuk nmengi kuti kegi at an-kegi atan ol ah
raga dengan persetujuan Menteri
Pendi di kan Nasi onal atau yang nmewakil i nya;
c. Anggota m si keaganman yang keberangkatannya ke
[ uar negeri mewakili Penerintah
Republ i k I ndonesi a untuk mengi kuti kegi at an-
kegi atan di bi dang keagamaan dengan
persetuj uan Menteri Agama atau yang newakilinya;

2. Agar terdapat kesamman persepsi dan penafsiran di | apangan
nmengenai pengertian "anggota msi"

dan "nmewakili Penerintah Republik |ndonesia", perlu
di t egaskan bahwa

a. Anggota misi terdiri dari anggota-anggota suatu

ronmbongan atau kel onpok m si keseni an

at au kebudayaan, m si ol ah raga dan m si keagamman
atau hanya seorang anggota saja

M sal nya seorang t okoh kebudayaan (seni man) yang
keber angkat annya ke | uar negeri dalam

rangka nenberi kan ceramah tentang keseni an dan
kebudayaan | ndonesi a;

b. Sepanj ang keberangkat an anggota dari suatu m si

keseni an atau kebudayaan, ol ah raga dan

keagamaan ke | uar negeri nendapat persetujuan dari
Menteri yang terkait, atau yang

mewaki | i nya, nmaka keberangkatan anggota m's
tersebut di anggap nmewakili Penerintah

Republ i k I ndonesi a, tanpa nenpersoal kan apakah
di utus ol eh instansi Penerintah |ndonesi a,

| embaga atau organi sasi non penerintah di dal am
negeri, Kedutaan Besar Republik I ndonesia

di luar negeri atau | enbaga atau organi sas
I ai nnya di |uar negeri

3. Pengecual i an dari kewaji ban menmbayar Paj ak Penghasil an
pada saat bertol ak ke |luar negeri (Fiska

Luar Negeri) sebagai mana tersebut di atas diberikan
nel al ui Surat Keterangan Bebas Fi skal Luar

Negeri (SKBFLN) yang diterbitkan oleh Unit Pel aksana
Fi skal Luar Negeri (UPFLN) Direktorat Jendera

Paj ak ditenpat atau pel abuhan keberangkatan ke |uar negeri
atau ditenpat lain yang ditunjuk ol eh

Di rektur Jenderal Pajak paling | anbat sehari setel ah
diterima Surat Pernphonan yang di nyat akan

| engkap.

4. Pada saat Surat Edaran ini nulai berlaku, Surat Edaran
Di rektur Jenderal Pajak Nonor

SE- 36/ PJ. 41/ 1999 tanggal 26 Agustus 1999 tentang
Pengecual i an dari Kewaji ban Penbayaran Paj ak

Penghasi | an bagi Orang Pribadi yang Bertol ak ke Luar
Negeri di nyatakan tidak berl aku
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Dem ki an agar dil aksanakan dengan sebai k- bai knya.

DI REKTUR JENDERAL,
ttd

MACHFUD SI DI K

Peraturan Terkait

Daftar peraturan terkait, yang terbaru di urutan teratas.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 390/KMK.04/2000, Tgl. 14-09-2000
PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG
PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

- Peraturan Pemerintah No. 42 TAHUN 2000, Tgl. 23-06-2000
PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG
AKAN BERTOLAK KELUAR NEGERI

- Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 36/PJ.41/1999, Tql. 26-08-1999
PENGECUALIAN DARI KEWAJBAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE
LUAR NE
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PERUBAHAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR
611/KMK.04/1994 TENTANG
PERLAKUAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI
PERWAKILAN ORGANISAS
INTERNASIONAL DAN PEJABAT
PERWAKILAN ORGANISAS
INTERNASIONAL SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN KEPUTUSAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR

229/K M K .04/1998

-1 Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998, Tgl. 15-06-1998

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K
| NDONESI A
NOVOR 314/ KMK. 04/ 1998

TENTANG

PERUBAHAN LAMPI RAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 611/ KMK. 04/ 1994
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASI LAN BAG PERWAKI LAN
ORGANI SASI | NTERNASI ONAL
DAN PEJABAT PERWAKI LAN ORGANI SASI | NTERNASI ONAL SEBAGAI MANA TELAH
DI UBAH TERAKHI R DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
229/ KMK. 04/ 1998

MENTERI KEUANGAN REPUBLI K
| NDONESI A,
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Meni nbang

a. bahwa pada tanggal 20 Mei 1997 ditandatangani "Menorandum
of Understandi ng" antara Badan

Penelitian dan Pengenbangan Dep. Kehutanan Rl dengan
Research Division Komatsu Ltd.;
b. bahwa Research Divi sion Komatsu adal ah badan yang
bertuj uan untuk mengadakan riset dan

pengenbangan tekni k reboi sasi hutan neranti di |ndonesi a;
C. bahwa ol eh karena itu di pandang perlu untuk nenetapkan
Research Division Komatsu Ltd. sebaga

Perwaki | an Organi sasi | nternasi onal dan Pejabat Perwakil an
Organi sasi I nternasional yang bukan

mer upakan Subj ek Paj ak Penghasil an sebagai mana di maksud
dal am Pasal 3 huruf c¢ dan huruf d

Undang- undang Nonmor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasil an
sebagai mana tel ah di ubah terakhir

dengan Undang-undang Nonmor 10 Tahun 1994, dengan Keputusan
Ment eri Keuangan

Mengi ngat

1. Undang- undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Unum dan
Tata Cara Perpaj akan (Lenbaran

Negara Tahun 1983 Nonor 49, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor
3262) sebagai mana tel ah di ubah

dengan Undang-undang Nonmor 9 Tahun 1994 (Lenbaran Negara
Tahun 1994 Nonor 59, Tanbahan

Lenbaran Negara Nonor 3566);
2. Undang- undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasil an
(Lenbaran Negara Tahun 1983

Nonor 50, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor 3263) sebagai nana
tel ah di ubah terakhir dengan

Undang- undang No. 10 Tahun 1994 (Lemnbaran Negara Tahun
1994 Nonmor 60, Tanbahan Lenbaran

Negara Nonor 3567);

3. Keputusan Presiden No. 122/ M Tahun 1998 tentang
Penbent ukan Kabi net Refornmasi Penbangunan;
4. Keput usan Menteri Keuangan No. 611/ KMK. 04/ 1994 tentang

Per | akuan Paj ak Penghasil an bag

Perwaki | an Organi sasi | nternasi onal dan Pejabat Perwakil an
Organi sasi | nternasi onal sebagai nana

tel ah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan
No. 229/ KMK. 04/ 1998;

VEMUTUSKAN :
Menet apkan

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI TENTANG PERUBAHAN LANMPI RAN KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN NO

611/ KMK. 04/ 1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASI LAN BAG

PERWAKI LAN ORGANI SAS

| NTERNASI ONAL DAN PEJABAT PERWAKI LAN ORGANI SASI | NTERNASI ONAL
SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH
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TERAKHI R DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 229/ KMK. 04/ 1998

Pasal |

Mengubah Lanpi ran Keputusan Menteri Keuangan No. 611/ KMK. 04/1994
tanggal 23 Desenber 1994

sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Keputusan Menteri
Keuangan No. 229/ KMK. 04/ 1998, dengan

menanbah nonmor urut baru setel ah angka V.53, yaitu angka :

"54, Research Division Komatsu Ltd.".

Pasal |1

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di t et apkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Juni 1998
MENTERI KEUANGAN

ttd.

BAMBANG SUBI ANTO

Peraturan Terkait

Daftar peraturan terkait, yang terbaru di urutan teratas.

- Keputusan Menteri Keuangan No. 229/KMK.04/1998, Tgl. 13-04-1998
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 611/KMK.04/1994 TENTANG PERLAKUAN PAJAK
PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL DAN PEJABAT ...

- Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994, Tgl. 23-12-1994
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL

- Undang-Undang No. 10 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994
PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

- Undang-Undang No. 9 TAHUN 1994, Tqgl. 09-11-1994
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

- Undang-Undang No. 6 TAHUN 1983, Tqgl. 31-12-1983
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN




- Undang-Undang No. 7 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983
PAJAK PENGHASILAN
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Dan Kegiatan Orang Pribadi

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000, Tgl. 29-12-2000
Lampiran : 06466.PDF

Dl REKTUR JENDERAL PAJAK,
Meni nbang

bahwa unt uk nel aksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang
Nonor 7 Tahun 1983 tentang

Paj ak Penghasi |l an sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Undang-
undang Nonor 17 Tahun 2000

perl u nmenet apkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang

Pet unj uk Pel aksanaan Penpt ongan,

Penyet oran, Dan Pel aporan Paj ak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26
Sehubungan Dengan Pekerj aan,

Jasa, Dan Kegi atan Orang Pri badi;
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Mengi ngat

1. Undang- undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urum
dan Tata Cara Perpaj akan

(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nonor 49,
Tanmbahan Lenbaran Negara

Nonor 3262) sebagai nana tel ah di ubah terakhir dengan
Undang- undang Nonor 16 Tahun 2000

(Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nonor 126,
Tambahan Lenbaran Negara

Nonor 3984);

2. Undang- undang Nonmor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasil an
(Lenbaran Negara Republ ik

I ndonesi a Tahun 1983 Nonor 50, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 3263) sebagai mana

tel ah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nonor 17 Tahun
2000 (Lenbaran Negara

Republ i k I ndonesi a Tahun 2000 Normor 127, Tambahan Lenbaran
Negara Nonor 3985);

3. Peraturan Penerintah Nonor 138 Tahun 2000 tentang
Penghi t ungan Penghasi | an Kena Paj ak

dan Pel unasan Paj ak Penghasil an Dal am Tahun Berj al an
(Lenbaran Negara Republik

I ndonesi a Tahun 2000 Nonor 253, Tambahan Lenbaran Negara
Nonor 4055) ;

4. Perat uran Pemerintah Nonor 149 Tahun 2000 tentang
Penot ongan Paj ak Penghasi | an

Pasal 21 Atas Penghasil an Berupa Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensi un, Dan Tunj angan

Hari Tua Atau Jam nan Hari Tua (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2000 Nonor 266,

Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4067);

5. Perat uran Pererintah Nonor 45 Tahun 1994 tentang Paj ak
Penghasi | an Bagi Pejabat Negar a,

Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensi unan
atas Penghasil an yang Di bebankan

Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lenbaran
Negara Republik I ndonesia

Tahun 1994 Nonor 74, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3577);

6. Perat uran Penerintah Nonor 14 Tahun 1993 tentang
Penyel enggar aan Program Jam nan

Sosi al Tenaga Kerja (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nonor 20, Tanbahan

Lenbaran Negara Nonmor 3520);

7. Keput usan Menteri Keuangan Nonor 541/ KMK. 04/ 2000 tangga
22 Desenber 2000 tentang

Penent uan Tanggal Jatuh Tenpo Penbayaran Dan Penyetoran
Paj ak, Tenpat Penbayaran

Paj ak, Tata Cara Penbayaran, Penyetoran, dan Pel aporan
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Paj ak, Serta Tata Cara Penberi an
Angsur an atau Penundaan Pemnbayaran Paj ak;

8. Keput usan Menteri Keuangan Nonor 611/ KMK. 04/ 1994 tangga
23 Desenber 1994 tentang

Per | akuan Paj ak Penghasil an Bagi Perwakilan Organi sasi
I nt er nasi onal dan Pej abat Perwakil an

Organi sasi | nternasional, sebagai mana tel ah di ubah
terakhir dengan Keputusan Menter

Keuangan Normor 314/ KMK. 04/1998 tanggal 15 Juni 1998;

9. Keput usan Menteri Keuangan Nonor 520/ KMK. 04/ 1998 tangga
18 Desenber 1998 tentang

Bagi an Penghasi | an Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari
Pegawai Harian dan M ngguan Serta

Pegawai Tidak tetap Lainnya yang Tidak Di kenakan
Penpt ongan Paj ak Penghasil an;

10. Keput usan Menteri Keuangan Nonor 521/ KMK. 04/ 1998 tangga
18 Desenber 1998 tentang

Besarnya Bi aya jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat
Di kurangkan dari Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap atau Pensiunan

MEMUTUSKAN :
Menet apkan

KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN,

PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASI LAN PASAL 21 DAN PASAL 26
SEHUBUNGAN

DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEG ATAN ORANG PRI BADI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal am Keputusan ini, yang di maksud dengan
1. Paj ak Penghasi |l an sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegi at an yang di |l akukan ol eh

Waji b Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau
PPh Pasal 26 adal ah paj ak atas

penghasi |l an berupa gaji, upah, honorarium tunjangan, dan
penmbayaran | ai n dengan nama dan

dal am bent uk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau
j abatan, jasa, dan kegi atan

sebagai mana di maksud dal am Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-
undang Nonor 7 Tahun 1983

tentang Paj ak Penghasil an sebagai nana tel ah di ubah
terakhir dengan Undang-undang Nonor

17 Tahun 2000.

2. Pej abat Negar a adal ah
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a) Presi den dan Waki| Presiden

b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR/ MPR, DPRD
Propi nsi, dan DPRD
Kabupat en/ Kot a

c) Ketua dan Wakil Ketua Badan Peneri ksa Keuangan;
d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Mida, dan Haki m Mahkamah
Agung;
e) Ket ua dan Wakil Ketua Dewan Perti mbangan Agung;
f) Menteri, Menteri Negara, dan Menteri Muida;
g) Jaksa Agung;
h) Guber nur dan Wakil Gubernur Kepal a Daer ah
Pr opi nsi ;
i) Bupati dan Wakil Bupati Kepal a Daerah Kabupaten
i) Wal i kota dan Wakil Wali kot a.
3. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adal ah PNS-Pusat, PNS-Daerah

dan PNS | ai nnya yang ditetapkan
dengan Peraturan Penerintah sebagai mana di atur dal am
Undang- undang Nonmor 8 Tahun 1974.

4. Pegawai adal ah setiap orang pribadi, yang nel akukan
pekerj aan berdasarkan perjanjian atau

kesepakat an kerja baik tertulis maupun tidak tertulis,
termasuk yang nel akukan pekerj aan

dal am j abat an negeri atau badan usaha mlik negara atau
badan usaha mlik daerah

5. Pegawai Tetap adal ah orang pribadi yang bekerja pada
penmberi kerja yang menerinma atau

menperol eh gaji dalamjum ah tertentu secara berkal a,
termasuk anggota dewan kom saris

dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus
nenerus i kut nengel ol a kegi at an

perusahaan secara | angsung.

6. Pegawai dengan status Wajib Pajak |uar negeri adal ah orang
pri badi yang tidak bertenpat

tinggal di |ndonesia atau berada di |ndonesia tidak |ebih
dari 183 hari dal am jangka waktu

12 bul an yang nenerinma atau nmenperol eh gaji, honorarium
dan/ atau i nbal an | ai n sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, dan kegi atan

7. Tenaga Lepas adal ah orang pribadi yang bekerja pada
penberi kerja yang hanya neneri ma
i mbal an apabila orang pribadi yang bersangkut an bekerj a.
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8. Peneri ma Pensiun adal ah orang pribadi atau ahli warisnya
yang nenerim atau nenperol eh

i mbal an untuk pekerjaan yang dil akukan di masa | al u,
termasuk orang pribadi atau ahl

wari snya yang nenerima Tabungan Hari Tua atau Jam nan Hari
Tua

9. Peneri ma Honorarium adal ah orang pribadi yang nenerina
at au nenperol eh inbal an

sehubungan dengan j asa, jabatan, atau kegiatan yang
di | akukannya.

10. Peneri ma Upah adal ah orang pribadi yang nenerina upah
hari an, upah m ngguan, upah
borongan, atau upah satuan.

11. Upah Harian adal ah upah yang terutang atau di bayarkan atas
dasar juml ah hari kerja
12. Upah M ngguan adal ah upah yang terutang atau di bayarkan
secara m ngguan
13. Upah Borongan adal ah upah yang terutang atau di bayarkan
at as dasar penyel esai an pekerjaan
tertentu.
14. Upah satuan adal ah upah yang yang terutang atau di bayarkan

atas dasar banyaknya sat uan
Produk yang di hasi |l kan.

15. Honor ari um adal ah i nbal an atas jasa, jabatan, atau
kegi at an yang di | akukan

16. Hadi ah at au penghar gaan perl onbaan adal ah hadi ah atau
penghar gaan yang di beri kan nel al u
suat u perl onmbaan atau adu ket angkasan

17. Magang adal ah aktivitas untuk menperol eh pengal anan dan
atau keteranpilan dan atau
keahl i an sehubungan dengan pekerjaan yang akan dil akukan

18. Bea Si swa adal ah penbayaran kepada pegawai tetap, tidak
tetap, dan cal on pegawai, yang

di tugaskan ol eh penberi kerja untuk nmengi kuti program
pendi di kan yang ditetapkan ol eh

penberi kerja yang terikat dengan kontrak atau perjanjian
kerja atau penbayaran yang

di | akukan ol eh suatu institusi kepada orang pribadi yang
ti dak nmenpunyai ikatan kontrak

atau perjanjian kerja untuk nmengi kuti suatu program
pendi di kan.

19. Kegi at an adal ah kei kut sertaan dal am suatu rangkai an
ti ndakan, termasuk nengi kuti rapat,
si dang, sem nar, |okakarya (workshop), pendidi kan
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pertunjukan, dan ol ahraga.

20. Kegiatan multil evel marketing atau direct selling adal ah
suat u si stem penj ual an secara

| angsung kepada konsumen yang dil akukan secara berant ai
ol eh orang- perorang sebaga

di stributor perusahaan multilevel marketing atau direct
sel l'ing.

21. Zakat adal ah harta yang wajib disisihkan ol eh seorang
nmusl i m atau badan yang diniliki ol eh

orang nuslim sesuai dengan ketentuan agama unt uk di berikan
kepada yang ber hak

meneri manya.

BAB ||
PEMOTONG PAJAK DAN PENERI MA PENGHASI LAN
YANG DI POTONG PAJAK

Pasal 2
(1) Penpt ong Paj ak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang
sel anj ut nya di si ngkat Penpt ong
Paj ak adal ah :
a. penberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan

badan, bai k nmerupakan pusat

maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha
tetap, yang nenbayar gaji,

upah, honorarium tunjangan, dan pembayaran | ain
dengan nana apapun, sebaga

i mbal an sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
di | akukan ol eh pegawai atau

bukan pegawai ;

b. bendahar awan penerintah termasuk bendaharawan pada

Penerint ah Pusat,

Pemeri ntah Daerah, instansi atau |enmbaga
pemnerintah, | enbaga-| enbaga negara

| ai nnya dan Kedut aan Besar Republik Indonesia d
| uar negeri yang nenbayar kan

gaj i, upah, honorarium tunjangan, dan penbayaran
| ai n dengan nanmm apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa,
dan kegi at an;

cC. dana pensi un, badan penyel enggara Jami nan Sosi a
Tenaga Kerja, dan badan-badan
| ai n yang nmenbayar uang pensi un dan Tabungan Har
Tua atau Jam nan Hari Tua

d. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang
menbayar honorarium at au
penbayaran | ai n sebagai i nbal an sehubungan dengan
kegi atan, jasa, ternmasuk jasa
tenaga ahli dengan status Waji b Paj ak dal am neger
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yang nel akukan pekerjaan bebas

dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri,
bukan untuk dan atas nanma

per sekut uannya;

e. perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang
nmenbayar honorarium atau
penbayaran | ai n sebagai i nbal an sehubungan dengan
kegi atan dan jasa yang
di | akukan ol eh orang pribadi dengan status Wajib
Paj ak | uar negeri;

f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesej aht eraan

rumah sakit, pendidikan

keseni an, ol ahraga, kebudayaan), |enbaga,
kepani ti aan, asosiasi, perkunpul an,

organi sasi massa, organi sasi sosial politik, dan
organi sasi | ai nnya dal am bent uk

apapun dal am segal a bi dang kegi at an sebaga
penmbayar gaji, upah, honorarium atau

i mbal an dengan nana apapun sehubungan dengan
pekerj aan, jasa, kegiatan yang

di | akukan ol eh orang pri badi

g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang
menbayar kan honorari um at au
i mbal an | ai n kepada peserta pendi di kan, pel ati han,
dan pemmgangan;

h. penyel enggara kegi atan (termasuk badan pemrerint ah
organi sasi termasuk organi sas
i nternasi onal, perkunmpul an, orang pribadi serta
| embaga | ai nnya yang nenyel enggar akan
kegi at an) yang nenbayar honorari um hadi ah atau
penghar gaan dal am bent uk apapun
kepada Waji b Pajak orang pribadi dal am negeri
ber kenaan dengan suatu kegi at an

(2) Dal am pengertian penberi kerja sebagai mana di maksud dal am
Ayat (1) huruf a termasuk juga

badan atau organi sasi internasional yang tidak
di kecual i kan sebagai Penptong Paj ak

ber dasar kan Keputusan Menteri Keuangan sesuai dengan
ket entuan Pasal 21 ayat (2)

Undang- undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasil an
sebagai mana tel ah di ubah

terakhi r dengan Undang-undang Nonor 17 Tahun 2000.

(3) Perusahaan dan badan sebagai mana di maksud dal am Ayat (1)
huruf d, e, dan g termasuk

Badan Usaha M Ilik Negara dan Badan Usaha M li k Daerah
perusahaan swasta dengan nama

dan dal am bentuk apapun, dan badan atau organi sasi
i nt ernasi onal dal am bentuk apapun

yang tidak di kecualikan sebagai Penptong Paj ak berdasarkan
Keput usan Menteri Keuangan
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sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-undang
Nonor 7 Tahun 1983 tentang

Paj ak Penghasil an sebagai nana tel ah di ubah terakhir dengan
Undang- undang Nonor

17 Tahun 2000.

Pasal 3

Peneri ma penghasil an yang di potong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasa
26 berdasarkan Keputusan

i ni adal ah orang pribadi sebagai mana di meksud dal am Pasal 1 angka
2 sanpai dengan angka 10

serta orang pribadi |ainnya yang nenerina atau nenperol eh
penghasi | an sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegi atan dari Penptong Paj ak
sebagai mana di maksud dal am

Pasal 2.

Pasal 4

Ti dak termasuk dal am pengerti an peneri ma penghasil an sebagai mana
di meksud dal am Pasal 3
adal ah

a. pej abat perwakil an di pl omati k dan konsul at atau pej abat
| ain dari negara asing, dan orang-orang

yang di per bant ukan kepada nereka yang bekerja pada dan
bertenpat tinggal bersana nereka,

dengan syarat bukan warga negara |ndonesia dan d
I ndonesi a tidak nmenerima atau menperol eh

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya
tersebut serta negara yang bersangkut an

menberi kan perl akuan tinbal balik;

b. pej abat perwakil an organi sasi internasional sebagai mana
di maksud dal am Keput usan Ment er

Keuangan Nomor 611/ KMK. 04/ 1994 tanggal 23 Desenber 1994
sebagai mana tel ah di ubah

terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nonor
314/ KMK. 04/ 1998 tanggal 15 Juni 1998,

dengan syarat bukan warga negara |ndonesia dan tidak
nenj al ankan usaha atau kegi atan atau

pekerjaan lain untuk menperol eh penghasilan dari
| ndonesi a

PENGHASI LAN YANgAS éé+ONG PAJAK

Pasal 5

(1) Penghasi | an yang di potong PPh Pasal 21 adal ah
a. penghasi |l an yang diterima atau di perol eh secara

teratur berupa gaji, uang pensiun
bul anan, upah, honorarium (termsuk honorarium
anggot a dewan kom saris atau
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anggot a dewan pengawas), preni bul anan, uang
| enbur, uang sokongan, uang tunggu,

uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak
tunj angan kemahal an, tunjangan

j abat an, tunjangan khusus, tunjangan transpot,
tunj angan paj ak, tunjangan iuran

pensi un, tunjangan pendi di kan anak, bea siswa,
prem asuransi yang di bayar penberi

kerja, dan penghasilan teratur |ainnya dengan nama
apapun;

b. penghasil an yang diterinma atau di perol eh secara
tidak teratur berupa jasa produksi,
tantiem gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan
hari raya, tunjangan tahun baru, bonus,
prem tahunan, dan penghasilan sejenis |ainnya
yang sifatnya tidak tetap;

c. upah harian, upah m ngguan, upah satuan, dan upah
bor ongan;
d. uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan

Hari Tua atau Jam nan Har
Tua, dan penbayaran | ain sejenis;

e. honorari um uang saku, hadi ah atau penghargaan
dengan nanma dan dal am bent uk
apapun, kom si, bea siswa, dan penmbayaran lain
sebagai i mnbal an sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, dan kegi atan yang
di  akukan ol eh Waji b Pajak dal am negeri,
terdiri dari

1. tenaga ahli sebagai mana di naksud dal am
Pasal 9 ayat (7);

2. pemai n nusi k, penbawa acara, penyanyi,
pel awak, bintang film bintang
sinetron, bintang iklan, sutradara, crew
film foto nodel, peragawan/peragawati,
pemai n drama, penari, pemahat, pelukis, dan
seni man | ai nnya;

3. ol ahr agawan;

4, penasi hat, pengaj ar, pelatih, penceranmah,
penyul uh, dan noderator;

5. pengarang, peneliti, dan penerjennh;
6. penberi jasa dal am segal a bi dang ter masuk
tekni k, konputer dan sistem
apl i kasi nya, tel ekorunikasi, el ektronika,
fotografi, ekonom dan sosial

7. agen ikl an;
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8. pengawas, pengel ol a proyek, anggota dan
penmberi jasa kepada suatu
kepani ti aan, peserta sidang atau rapat, dan
tenaga | epas | ai nnya dal am
segal a bi dang kegi at an

9. penbawa pesanan atau yang nenenukan
| angganan;

10. peserta perl onbaan;

11. petugas penjaja barang dagangan

12. petugas di nas |uar asuransi;

13. peserta pendi di kan, pel ati han, dan
pemagangan;

14. di stributor perusahaan rmultilevel marketing

atau direct selling dan kegi atan
sejenis |ainnya.

f. Gaji, gaji kehormatan, dan tunjangan-tunjangan

| ain yang terkait dengan gaji yang

diterima ol eh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipi
serta uang pensi un dan

tunj angan-tunj angan |l ain yang sifatnya terkait
dengan uang pensiun yang diterim

ol eh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau
anak- anaknya.

(2) Penghasi | an yang di potong PPh Pasal 21 sebagai nana
di meksud dal am ayat (1) ternmasuk
pul a peneri naan dal am bentuk natura dan keni kmatan | ai nnya
dengan namae apapun yang
di beri kan ol eh bukan Wajib Pajak atau Waji b Paj ak yang
di kenakan Paj ak Penghasi | an yang
bersifat final dan yang di kenakan Paj ak Penghasil an
ber dasar kan nornma penghi tungan khusus
(deemed profit).

(3) Penghasi | an yang di potong PPh Pasal 26 adal ah i nbal an
sebagai mana di maksud dal am

ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dal am bent uk apapun
yang diterim atau di perol eh

orang pribadi dengan status Wajib Pajak |uar negeri
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegi at an.

Pasal 6

Unt uk keperl uan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26,
penghasi |l an yang diterima atau

di perol eh dal am mata uang asi ng di hitung berdasarkan nil ai tukar
(kurs) yang ditetapkan ol eh Menteri
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Keuangan yang berl aku pada saat penbayaran penghasil an tersebut
atau pada saat di bebankan
sebagai biaya

Pasal 7

Ti dak termasuk dal am pengertian penghasil an yang di potong PPh
Pasal 21 adal ah

a. penbayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehat an,
asur ansi kecel akaan, asuransi
jiwa, asuransi dw guna, dan asuransi bea siswa;

b. peneri maan dal am bent uk natura dan keni kmat an kecual i yang
di atur dal am Pasal 5 ayat (2);

C. i uran pensiun yang di bayarkan kepada dana pensi un yang
pendi ri annya tel ah di sahkan ol eh

Menteri Keuangan dan iuran Jam nan Hari Tua kepada badan
penyel enggara Jansost ek yang

di bayar ol eh penberi kerj a;

d. peneri maan dal am bentuk natura dan keni kmatan | ai nnya
dengan nanma apapun yang di beri kan
ol eh Peneri nt ah;

e. keni kmat an berupa paj ak yang di tanggung ol eh penberi
kerj a;
f. zakat yang diterima ol eh orang pribadi yang berhak dari

badan atau | enbaga ami| zakat yang
di bent uk at au di sahkan ol eh Peneri ntah

BAB |V
PENGURANGAN YANG DI PERBOLEHKAN
Pasal 8
(1) Besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan
ber dasar penghasilan bruto di kurang
dengan :
a bi aya jabatan, yaitu biaya untuk nendapat kan

nmenagi h, dan neneli hara penghasil an

sebesar 5% (|l ima persen) dari penghasilan bruto
sebagai mana di naksud dal am

Pasal 5, dengan jum ah maksi mum yang di per kenankan
sejum ah Rp 1.296.000, 00

(satu juta dua ratus senbilan puluh enamribu
rupi ah) setahun atau Rp 108. 000, 00

(seratus del apan ribu rupiah) sebul an;

b. iuran yang terkait dengan gaji yang di bayar ol eh
pegawai kepada dana pensiun yang
pendi ri annya tel ah di sahkan ol eh Menteri Keuangan
at au badan penyel enggar a
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Tabungan Hari Tua atau Jam nan Hari Tua yang
di persanakan dengan dana pensi un

yang pendiriannya tel ah di sahkan ol eh Menteri
Keuangan

(2) Besarnya penghasilan neto penerim pensiun ditentukan
ber dasar penghasilan bruto yang

berupa uang pensiun di kurangi dengan biaya pensiun, yaitu
bi aya untuk nendapat kan

menagi h, dan neneli hara uang pensiun sebesar 5% (lim
persen) dari penghasilan bruto

berupa uang pensiun dengan jum ah maksi mum yang
di per kenankan sejum ah Rp 432. 000, 00

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp
36. 000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)

sebul an.

(3) Besarnya Penghasil an Kena Paj ak dari seorang pegawai
di hi tung berdasar penghasil an

net onya di kurangi dengan Penghasil an Ti dak Kena Paj ak
(PTKP) yang jum ahnya adal ah

sebagai beri kut

Set ahun
a. untuk diri pegawai Rp
2.880. 000, 00 Rp 240. 000, 00
b. t ambahan unt uk pegawai Rp 1.440. 000, 00
yang kawi n
C. t ambahan untuk setiap anggota Rp
1. 440. 000, 00 Rp 120. 000, 00
kel uarga sedarah dan senenda
dal am gari s keturunan lurus, serta
anak angkat yang nenj ad
t anggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang
(4) Dal am hal karyawati kaw n, PTKP yang di kurangkan adal ah

hanya untuk dirinya sendiri, dan

dal am hal tidak kawi n pengurangan PTKP sel ai n unt uk
dirinya sendiri ditanbah dengan PTKP

untuk keluarga yang nmenjadi tanggungan sepenuhnya
sebagai mana di maksud dal am Ayat (3)

huruf c.

(5) Bagi karyawati yang menunj ukkan keterangan tertulis dari
Penmeri nt ah Daerah setenpat

(serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suam nya tidak
nmeneri ma atau nenperol eh

penghasi | an, di beri kan tanbahan PTKP sejum ah Rp
1. 440. 000,00 (satu juta enpat ratus

enpat pul uh ribu rupiah) setahun atau Rp 120. 000, 00
(seratus dua puluh ribu rupiah) sebul an

dan di tambah PTKP untuk kel uarganya sebagai mana di maksud
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dal am Ayat (3) huruf c

(6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal
tahun takwi m Adapun bag

pegawai yang baru datang dan nmenetap di I ndonesia dal am
bagi an tahun takwi m besarnya

PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bul an
dari bagi an tahun takw m yang

ber sangkut an.

(7) Pengur angan sebagai mana di maksud dal am Ayat (1) tidak
berl aku t erhadap

penghasi | an- penghasi | an sebagai mana di maksud dal am Pasal 5
ayat (1) huruf c, huruf d, dan

huruf e.

(8) Pengur angan sebagai nana di maksud dal am Ayat (1) dan Ayat
(3) tidak berlaku terhadap

penghasi l an Waji b Pajak |uar negeri. Penghasilan yang
di kenakan penotongan PPh Pasal 26

terhadap Waji b Pajak |luar negeri adal ah penghasil an bruto.

Pasal 9

(1) Penghasil an bruto yang diteri na pegawai harian, pegawai
n ngguan, penmgang, dan pegawa

tidak tetap | ainnya berupa upah harian, upah ni ngguan,
upah satuan, upah borongan, dan uang

saku harian yang jum ahnya tidak |ebih dari Rp 24.000, 00
(dua pul uh enpat ribu rupiah) sehari,

ti dak di potong PPh Pasal 21 sepanjang jum ah penghasil an
bruto tersebut dal am satu bul an

takwi m ti dak nel ebi hi Rp 240. 000, 00 (dua ratus enpat pul uh
ri bu rupiah) dan tidak di bayarkan

secara bul anan.

(2) pegawai harian, pegawai m ngguan, penmgang, serta pegawai
tidak tetap | ainnya yang

meneri ma upah harian, upah m ngguan, upah satuan, upah
bor ongan, dan uang saku hari an

yang besarnya nel ebi hi Rp 24.000, 00 (dua pul uh enpat ribu
rupi ah) sehari tetapi dalam satu

bul an takwi m junm ahnya tidak nel ebi hi Rp 240. 000, 00 (dua
ratus enpat pul uh ribu rupiah),

maka PPh Pasal 21 yang terutang dal am sehari adal ah dengan
nmener apkan tarif 5% dari

penghasil an bruto setel ah di kurangi Rp 24.000, 00 tersebut.

(3) Dal am hal penghasil an sebagai mana di maksud dal am Ayat (1)
dal am satu bul an takwi m

jum ahnya nel ebi hi Rp 240. 000, 00 (dua ratus enpat pul uh
ri bu rupiah), nmaka besarnya PTKP

yang dapat di kurangkan untuk satu hari adal ah sesua
dengan junml ah PTKP yang sebenarnya

dari penerima penghasilan yang bersangkutan di bagi dengan
360.
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(4) Dal am hal penghasil an sebagai mana di maksud dal am Ayat (1)
di bayar kan secara bul anan

meka PTKP yang dapat di kurangkan adal ah PTKP sebenarnya
dari penerima penghasil an

yang ber sangkut an.

(5) At as penghasil an yang di bayarkan kepada pegawai tetap yang
di hi tung berdasarkan upah

hari an, dil akukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesua
dengan ket entuan Pasal 8

ayat (3).

(6) At as penghasil an berupa bea siswa, dilakukan pengurangan
PTKP yang sebenarnya sesua
dengan ket entuan Pasal 8 ayat (3).

(7) At as penghasil an yang di bayarkan atau terutang kepada
tenaga ahli yang nel akukan pekerjaan

bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek
dokt er, konsultan, notaris, penilai, dan

aktuaris di kenakan penotongan PPh Pasal 21 berdasarkan
per ki raan penghasil an neto.

(8) Per ki raan penghasil an neto sebagai mana di naksud dal am Ayat
(7) adal ah sebesar 50%

(l'ima puluh persen) dari penghasilan bruto berupa
honorarium atau i nbal an | ai n dengan nana

dan dal am bent uk apapun.

BAB V
TARI F DAN PENERAPANNYA
Pasal 10
(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nonor 7 Tahun

1983 tentang Paj ak Penghasil an

sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Undang-undang
Nonor 17 Tahun 2000, diterapkan

atas Penghasil an Kena Paj ak dari

a. pegawai tetap, termasuk Pejabat Negara, Pegawa
Negeri Sipil, anggota TN/ POLRI
pej abat negara | ai nnya, pegawai Badan Usaha M ik
Negara dan Badan Usaha M ik
Daer ah, dan anggota dewan kom sari s atau dewan
pengawas yang ner angkap
sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sana

b. peneri ma pensiun yang di bayarkan secara bul anan;
c. pegawai tidak tetap, pemmgang, dan cal on pegawai ;
d di stributor Perusahaan multilevel marketing atau

direct selling dan kegiatan sejenis
| ai nnya.
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(2) Besarnya Penghasi | an Kena Paj ak sebagai mana di naksud dal am
Ayat (1)

a. bagi pegawai tetap adal ah penghasilan bruto
di kurangi dengan bi aya jabatan, iuran
pensiun termasuk iuran Tabungan Hari Tua atau
Jam nan Hari Tua yang di per samakan
dengan dana pensi un dan PTKP

b. bagi penerima pensiun yang di bayarkan secara
bul anan adal ah penghasil an bruto
di kurangi dengan bi aya pensiun dan PTKP

cC. bagi pegawai tidak tetap, pemagang, cal on pegawa
adal ah penghasilan bruto
di kurangi dengan PTKP

d. bagi distributor perusahaan multilevel marketing
atau direct selling dan kegi atan
sej eni s | ai nnya adal ah penghasilan bruto setiap
bul an di kurangi dengan PTKP
per bul an.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nonor 7 Tahun 1983
tentang Paj ak Penghasil an

sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000 diterapkan atas

penghasi |l an bruto berupa

a. honorari um uang saku, hadi ah atau penghargaan dengan nama
dan dal am bent uk apapun,

kom si, beasi swa, dan penbayaran |ain dengan nama apapun
sebagai inbal an atas jasa

atau kegi atan yang juml ahnya di hitung tidak atas dasar
banyaknya hari yang di perl ukan

unt uk menyel esai kan jasa atau kegi atan yang di beri kan
termasuk yang diterima atau

di perol eh Waji b Paj ak sebagai mana di maksud dal am Pasal 5
ayat (1) huruf e angka 2

sanpai dengan angka 12

b. honorarium yang diterim atau di perol eh anggota dewan
kom saris atau dewan pengawas yang

ti dak nerangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang
sanm;

C. jasa produksi, tantiem gratifikasi, bonus yang diterim
atau di perol eh mantan pegawai ;

d. penari kan dana pada dana pensiun yang pendiriannya tel ah
di sahkan ol eh Menteri Keuangan
ol eh peserta program pensiun.
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Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima bel as persen) diterapkan atas perkiraan
penghasi |l an neto yang di bayar kan

atau terutang kepada tenaga ahli sebagai mana di maksud dal am Pasa
9 ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

(D Tarif sebesar 5% (linma persen) diterapkan atas upah
hari an, upah m ngguan, upah satuan,

upah borongan, dan uang saku harian yang jum ahnya
nmel ebi hi Rp 24. 000, 00

(dua pul uh enpat ribu rupiah) sehari, tetapi tidak
nmel ebi hi Rp 240. 000, 00

(dua ratus enpat puluh ribu rupiah) dalam satu bul an
takwi m dan atau tidak di bayarkan

secara bul anan sebagai nana di maksud dal am Pasal 9 ayat
(2).

(2) Unt uk mendapat kan juml ah upah harian atau uang saku harian
sebagai mana di maksud dal am
Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut

a. dal am hal berupa upah m ngguan atau uang saku
nm ngguan, adal ah junl ah tersebut
di bagi 6;
b. dal am hal berupa upah satuan, adal ah upah atas

banyaknya satuan produk yang
di hasi | kan dal am satu hari;

C. dal am hal berupa upah borongan, adal ah jum ah upah
borongan di bagi dengan
banyaknya hari yang di pakai untuk nenyel esai kan
pekerj aan di maksud.

(3) Apabi | a peneri ma penghasil an berupa upah, uang saku, dan
kom si sebagai mana di naksud

dal am Ayat (1) adal ah pegawai tetap, maka atas sel uruh
penghasil an yang diterim atau

di perol eh dari penberi kerja yang bersangkutan termasuk
upah, uang saku, kom si di kenakan

PPh Pasal 21 dengan nenerapkan tarif Pasal 17 Undang-
undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang

Paj ak Penghasil an sebagai nana tel ah di ubah terakhir dengan
Undang- undang Nonor

17 Tahun 2000, atas Penghasil an Kena Paj ak sebagai nana
di maksud dal am Pasal 10 ayat (1).

Pasal 14

(1) At as penghasil an berupa uang pesangon, uang tebusan
pensi un yang di bayar ol eh dana

pensi un yang pendiriannya tel ah di sahkan ol eh Menteri
Keuangan, dan Tunj angan Hari Tua
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atau Jam nan Hari Tua, yang di bayarkan sekal i gus ol eh
Badan Penyel enggara Pensiun atau

Badan Penyel enggara Jami nan Sosi al Tenaga Kerja, dipotong
Paj ak Penghasi |l an yang

bersi fat final dengan ketentuan sebagai berikut

a. penghasil an bruto di atas Rp 25.000. 000, 00 (dua
pul uh I'ima juta rupiah) sanpai
dengan Rp 50.000. 000,00 (lima puluh juta rupiah)
sebesar 5% (lim persen);

b. penghasilan bruto di atas Rp 50.000. 000,00 (lina
pul uh juta rupiah) sanpai dengan
Rp 100. 000. 000, 00 (seratus juta rupi ah) sebesar
10% (sepul uh persen);

c. penghasil an bruto di atas Rp 100.000. 000, 00
(seratus juta rupiah) sanpai dengan
Rp 200. 000. 000,00 (dua ratus juta rupiah) sebesar
15% (li ma bel as persen);

d. penghasilan bruto di atas Rp 200. 000. 000, 00 (dua
ratus juta rupi ah) sebesar 25%
(dua puluh lim persen).

(2) Di kecual i kan dari penptongan paj ak sebagai mana di maksud
dal am Ayat (1) atas jum ah

penghasil an bruto sebesar Rp 25.000. 000,00 (dua puluh linm
juta rupiah) atau kurang

Pasal 15

Tarif sebesar 15% (lima bel as persen) dan bersifat fina

di terapkan atas penghasilan bruto berupa

honorari um dan i nbal an | ai n dengan nanmm apapun yang diterinma ol eh
Pej abat Negara, Pegawa

Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI yang sunber dananya berasal dari
Keuangan Negara atau Keuangan

Daer ah, kecuali yang di bayarkan kepada Pegawai Negeri Si pi
golongan Il d ke bawah dan anggota

TN/ POLRI ber pangkat Penmbantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun

| nspektur Tingkat Satu ke bawah

Pasal 16

(D Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua pul uh persen) dan
bersifat final diterapkan atas

penghasil an bruto yang diterim atau di perol eh sebaga
i bal an at as pekerjaan, jasa, dan

kegi at an yang dil akukan ol eh orang pribadi dengan status
Waji b Pajak |uar neger

sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (3) dengan
menper hati kan ket entuan Persetujuan

Penghi ndaran Paj ak Berganda yang berl aku antara Republik
I ndonesi a dengan negara domi si |

Waji b Pajak |uar negeri tersebut.
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(2) PPh Pasal 26 sebagai mana di maksud dal am Ayat (1) tidak
bersifat final dalam hal orang

pribadi sebagai Wajib Pajak |uar negeri tersebut berubah
status menjadi Wajib Pajak dal am

negeri .

Pasal 17
Unt uk keperluan penerapan tarif sebagai mana di naksud dal am Pasa

10, Penghasil an Kena Paj ak
di bul at kan ke bawah hi ngga ri buan penuh

Pasal 18
PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bul an dil akukannya
penbayaran atau pada akhir bul an
t erut angnya penghasil an yang ber sangkut an
Pasal 19
Cara dan contoh penghi tungan penotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26

adal ah sebagai mana tercantum
dal am | anmpi ran Keputusan ini

BAB VI
HAK DAN KEWAJI BAN PEMOTONG PAJAK
Pasal 20
(1) Seti ap Penptong Paj ak sebagai mana di maksud dal am Pasal 2

waj i b nmendaftarkan diri ke
Kant or Pel ayanan Paj ak atau Kantor Penyul uhan Paj ak
set enpat .

(2) Kewaj i ban sebagai Penptong Paj ak sebagai mana di maksud
dal am Ayat (1) berlaku juga

terhadap organi sasi internasional yang tidak di kecualikan
ber dasar kan Keputusan Menteri

Keuangan, sesuai Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Paj ak

Penghasi | an sebagai nana tel ah di ubah terakhir dengan
Undang- undang Nonor 17 Tahun 2000.

(3) Penpt ong Paj ak nenganbil sendiri formulir-formulir yang
di perl ukan dal am rangka penenuhan

kewaj i ban perpaj akannya pada Kantor Pel ayanan Paj ak atau
Kant or Penyul uhan Paj ak

set enpat .

Pasal 21
(1) Penpt ong Paj ak waj i b nenghi tung, nmenotong, dan nenyet or kan

PPh Pasal 21 dan Pasal 26
yang terutang untuk setiap bulan takwi m
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(2) Penyet oran paj ak di | akukan dengan nenggunakan Sur at
Setoran Paj ak (SSP) ke Kantor Pos

at au Bank Badan Usaha M Iik Negara atau Bank Badan Usaha
M |i k Daerah, atau bank-bank

| ai n yang ditunjuk ol eh Direktur Jenderal Anggaran
sel anbat - | ambat nya tanggal 10 bul an

t akwi m beri kut nya.

(3) Penpt ong Paj ak waji b nel aporkan penyetoran tersebut dal am
ayat (2) sekalipun nihil dengan

menggunakan Surat Penberitahuan (SPT) Masa ke Kantor
Pel ayanan Paj ak atau Kantor

Penyul uhan Paj ak setenpat, sel anbat-| anbatnya pada tangga
20 bul an takwi m sebagai mana

di maksud dal am Ayat (2).

(4) Apabi | a dal am satu bul an takwi mterjadi kel ebi han
penyet oran PPh Pasal 21 atau

PPh Pasal 26, meka kel ebi han t ersebut dapat di perhitungkan
dengan PPh Pasal 21 dan

PPh Pasal 26 yang terutang pada bul an beri kut nya dal am
tahun takwi m yang ber sangkut an

(5) Penpt ong Paj ak waj i b nenberi kan Bukti Penotongan PPh Pasa
21 atau PPh Pasal 26 baik

di m nta maupun tidak pada saat dil akukannya penptongan
paj ak kepada orang pribadi bukan

sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun,
penerima Jani nan Hari Tua, penerinma

uang pesangon, dan penerima dana pensiun

(6) Penpt ong Paj ak waj i b nenberi kan Bukti Penotongan PPh Pasa
21 Tahunan kepada

pegawai tetap, termasuk penerinma pensiun bul anan, dengan
menggunakan fornmulir yang

di tentukan ol eh Direktur Jenderal Pajak dal am waktu 2
(dua) bul an setelah tahun takw m

ber akhir.

(7) Apabi | a pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada
bagi an tahun takwi m maka Bukti

Penpt ongan sebagai mana di naksud dal am Ayat (6) diberikan
ol eh penberi kerja

sel ambat -l anbatnya 1 (satu) bul an setel ah pegawai yang
ber sangkut an berhenti bekerja atau

pensi un.

Pasal 22

(1) Dal am waktu 2 (dua) bul an setel ah tahun takw m berakhir,
Penpt ong Paj ak ber kewaj i ban

menghi tung kenbali jum ah PPh Pasal 21 yang terutang ol eh
pegawai tetap dan penerinma

pensi un bul anan menurut tarif sebagai mana di maksud dal am
Pasal 17 Undang-undang Nonor

7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasil an sebagai mana tel ah
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di ubah terakhir dengan
Undang- undang Nonmor 17 Tahun 2000.

(2) Jum ah penghasil an yang nmenj adi dasar penghi tungan PPh
Pasal 21 sebagai mana di naksud

dal am Ayat (1) didasarkan pada kewaji ban paj ak subjektif
yang nel ekat pada pegawai tetap

yang bersangkut an dan untuk pegawai tetap yang kewaji ban
paj ak subj ektifnya berawal atau

berakhir dal amtahun paj ak sebagai nana di maksud dal am
Pasal 17 ayat (5) Undang-undang

Nonor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasil an sebagai nana
tel ah di ubah terakhir dengan

Undang- undang Nonor 17 Tahun 2000 penghitungannya sebaga
beri kut

a. dal am hal pegawai tetap adal ah Wajib Pajak dal am
negeri dan nul ai atau berhenti
bekerja dal am tahun berjal an, penghitungan PPh
Pasal 21 di dasarkan pada juml ah
penghasi |l an yang sebenarnya diterim atau
di perol ehnya dal am t ahun paj ak yang
ber sangkut an dan tidak di setahunkan

b. dal am hal pegawai tetap adal ah Wajib Pajak dal am

negeri yang nerupakan pendat ang

dari luar negeri, yang mulai bekerja di |ndonesia
dal am t ahun berj al an, penghitungan

PPh Pasal 21 di dasarkan pada juml ah penghasil an
yang sebenarnya di perol eh dal am

bagi an tahun paj ak yang bersangkutan yang
di set ahunkan;

c. dal am hal pegawai tetap berhenti bekerja sebel um

tahun takwi m berakhir karena

meni nggal duni a atau neni nggal kan | ndonesi a unt uk
sel ama- | amanya, naka pada

akhir bul an berhentinya pegawai tersebut
penghi tungan PPh Pasal 21 di dasarkan

pada jum ah penghasil an yang sebenarnya diterina
atau di perol eh dal am bagi an

tahun paj ak yang bersangkut an yang di set ahunkan.

(3) Apabi l a junml ah paj ak yang terutang sebagai mana di naksud
dal am Ayat (1) |ebih besar dar

jum ah pajak yang tel ah di potong, kekurangannya
di pot ongkan dari penbayaran gaji pegawa

yang bersangkut an untuk bul an pada waktu dil akukannya
penghi t ungan kenbal i .

(4) Apabil a jum ah paj ak terutang sebagai nana di maksud dal am
Ayat (1) lebih rendah dari juniah

paj ak yang tel ah di potong, kel ebi hannya di perhitungkan
dengan paj ak yang terutang atas gaj

untuk bul an pada waktu dil akukan penghi tungan kenbali .
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Pasal 23

(1) Setiap Penptong Pajak wajib nengisi, menandatangani, dan
menyanpai kan SPT Tahunan

PPh Pasal 21 ke Kantor Pel ayanan Paj ak tenpat Penptong
Paj ak terdaftar atau Kantor

Penyul uhan Paj ak set enpat.

(2) Surat Penberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus di sanpai kan
sel anbat - | anbat nya tangga
31 Maret tahun takwi m berikutnya.

(3) Ket ent uan sebagai mana di maksud dal am Ayat (2) berl aku juga
bagi Penotong Paj ak yang

tahun paj ak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun
t akwi m

(4) Penpt ong Paj ak dapat nengaj ukan per nohonan unt uk
menper panj ang j angka waktu
sebagai mana di maksud dal am Ayat (2).

(5) Per mohonan sebagai mana di naksud dal am Ayat (4) diaj ukan
secara tertulis

sel anbat - | anmbat nya tanggal 31 Maret tahun takw m
beri kut nya dengan nenggunakan formulir

yang ditentukan ol eh Direktur Jenderal Pajak diserta
surat pernyataan nengenai penghitungan

senment ara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pel unasan
kekurangan penbayar an

PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwi m yang
ber sangkut an.

(6) Surat Penberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dil anpiri
dengan | anpi ran-1 anpi ran yang

di t ent ukan dal am Pet unj uk Pengi si an SPT Tahunan PPh Pasa
21 untuk tahun pajak yang

ber sangkut an.

(7) Apabi | a terdapat pegawai berkebangsaan asi ng, maka SPT
Tahunan PPh Pasal 21 yang

ber sangkut an harus dilampiri fotokopi surat ijin bekerja
yang di kel uarkan ol eh Departenen

Tenaga Kerja dan Transnigrasi atau instansi yang
ber wenang.

(8) Dal am hal jum ah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang
terutang dal am satu tahun takw m

| ebi h besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang tel ah
di setor, kekurangannya harus

di setor sebel um penyanpai an SPT Tahunan PPh Pasal 21
sel anbat - | anbat nya tangga

25 Maret tahun takw m beri kutnya.

(9) Dal am hal jum ah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang
terutang dal am satu tahun takw m
| ebi h kecil dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang tel ah
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di setor, kel ebi han tersebut

di per hi tungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk
bul an pada waktu dil akukannya

penghi tungan tahunan, dan jika masih ada sisa kel ebi han
maka di perhitungkan unt uk

bul an- bul an | ai nnya dal am t ahun beri kut nya.

(10) Dal am hal Penptong Paj ak adal ah badan, SPT Tahunan PPh
Pasal 21 harus ditandatangan
ol eh pengurus atau direksi.

(11) Dal am hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan
diisi oleh orang lain selain yang

di maksud dal am Ayat (1), harus dilanpiri dengan Surat
Kuasa Khusus.

BAB VI |
HAK DAN KEWAJI BAN PENERI MA PENGHASI LAN
YANG DI POTONG PAJAK

Pasal 24

(1) Pada saat seseorang mul ai bekerja atau mul ai pensiun,
unt uk nendapat kan pengurangan

PTKP, peneri ma penghasilan harus nenyerahkan surat
pernyat aan kepada Penptong Paj ak

sebagai mana di maksud dal am Pasal 2 yang nenyat akan juni ah
t anggungan kel uarga pada

per mul aan tahun takw m atau pada pernul aan nmenj adi Subj ek
Paj ak dal am negeri

(2) Kewaj i ban sebagai mana di maksud dal am Ayat (1) juga harus
di | aksanakan dal am hal ada

perubahan jum ah tanggungan kel uarga menurut keadaan pada
permul aan tahun takw m

Pasal 25
Jum ah PPh Pasal 21 yang di potong merupakan kredit pajak bag
peneri ma penghasilan yang di kenakan
penot ongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasa
21 yang bersifat final

Pasal 26

Peneri ma penghasi | an ber kewaji ban untuk nenyerahkan bukti
penot ongan PPh Pasal 21 kepada

a. Penpt ong paj ak kantor cabang baru dal am hal yang
ber sangkut an di pi ndaht ugaskan

b. Penpt ong paj ak tenpat kerja yang baru dal am hal yang
ber sangkut an pi ndah kerj a;

C. Penpt ong paj ak dana pensi un dal am hal yang bersangkut an
nmul ai neneri ma pensi un dal am
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tahun berj al an.

BAB VI I |
KEBERATAN DAN BANDI NG

Pasal 27

Penpt ong Paj ak dan peneri ma penghasil an dapat nengaj ukan keber at an
kepada Di rektur Jendera

paj ak dan pernohonan bandi ng kepada badan peradil an paj ak sesua
dengan ket entuan Pasal 25,

Pasal 26, dan Pasal 27 Undang-undang Nonmor 6 Tahun 1983 tentang
Ket entuan Unum dan Tata Cara

Per paj akan sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Undang-undang
Nonmor 16 Tahun 2000.

BAB | X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak
i ni, maka Keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nonmor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 28
Desenber 1998 tentang Petunjuk

Pel aksanaan Penptongan, Penyetoran, dan Pel aporan Paj ak
Penghasi | an Pasal 21 dan

Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegi atan
Orang Pribadi sebagai mana

tel ah di ubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nonor : KEP-235/PJ. /1999 tangga

17 Septenber 1999 dan ketentuan-ketentuan | ai nnya yang
bertent angan dengan Keputusan

i ni dinyatakan tidak berlaku | agi

(2) Keput usan i ni dapat disebut "Petunjuk Penbtongan PPh Pasa
21 dan PPh Pasal 26"

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001
Di t et apkan di : Jakarta

pada t anggal : 29 Desenber 2000

DI REKTUR JENDERAL
ttd
MACHFUD SI DI K

LAVPI RAN

KEPUTUSAN DI REKTUR
JENDERAL PAJAK

NOVOR KEP-
545/ PJ. /2000
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TANGGAL 29 Desenber
2000

CARA DAN CONTOH PENGHI TUNGAN
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

UuMuM

A Penghi tungan PPh Pasal 21 Bul anan atas Penghasil an
Teratur Pegawai Tetap dan
Peneri ma Pensi un

1. Unt uk menghi tung PPh Pasal 21 atas

penghasi | an pegawai tetap, terlebih

dahul u dicari penghasilan neto sebul an yang
di perol eh dengan cara

nmengur angi penghasil an bruto dengan bi aya
j abatan, iuran pensiun, iuran

Jam nan Hari Tua yang di bayar ol eh pegawai,
kenmudi an di set ahunkan

2. a. Unt uk menperol eh penghasil an neto
set ahun, penghasilan neto
sebul an di kal i kan 12.

b. Dal am hal seorang pegawai tetap

dengan kewaji ban paj ak subjektifnya

sebagai Waji b Paj ak dal am negeri
sudah ada sej ak awal tahun, tetap

mul ai bekerja setelah bul an Januari
atau berhenti bekerja dal am tahun

berjal an, maka penghasil an neto
set ahun di hi tung dengan nengal i kan

penghasi |l an neto sebul an dengan
banyaknya bul an sej ak pegawai

yang bersangkutan nul ai bekerja
sanpai dengan bul an Desenber

C. Penghasi | an neto setahun pada huruf
a atau b di atas, selanjutnya
di kurangi dengan PTKP unt uk
nmenper ol eh Penghasi | an Kena Paj ak
At as dasar Penghasil an Kena Paj ak
tersebut kerudi an di hitung
PPh Pasal 21 setahun.

d. Unt uk menperol eh jun ah PPh Pasal
21 sebul an, jum ah PPh Pasal 21
set ahun at as penghasil an
sebagai mana di maksud pada huruf a dibag
dengan 12.

e. Unt uk nmenperol eh junl ah PPh Pasal
21 sebul an atas penghasil an
sebagai mana di maksud dal am huruf b
jum ah PPh Pasal 21 setahun
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di bagi dengan banyaknya bul an
pegawai yang bersangkutan bekerja

3. a. Apabi | a paj ak yang terutang ol eh

penberi kerja tidak didasarkan atas

masa gaji sebul an, maka untuk
penghi tungan PPh Pasal 21 jum ah

penghasi |l an tersebut terlebih
dahul u dij adi kan penghasil an bul anan

dengan nenper gunakan fakt or
perkal i an sebagai beri kut

1. Gaji untuk nasa sem nggu
di kal i kan dengan 4;
2. Gaj i untuk masa sehar
di kal i kan dengan 26
b Sel anj ut nya di | akukan penghit ungan

PPh Pasal 21 sebul an dengan
cara seperti dal am angka 2 di atas.

cC. PPh Pasal 21 atas penghasil an

sem nggu di hi tung berdasarkan

PPh Pasal 21 sebul an dal am huruf b
di bagi 4, sedangkan

PPh Pasal 21 atas penghasil an
sehari dihitung berdasarkan

PPh Pasal 21 sebul an dal am huruf b
di bagi 26

4. Ji ka kepada pegawai di sanping di bayar gaji
bul anan juga di bayar kenai kan
gaji yang berlaku surut (rapel), msalnya
untuk 5 (lim) bul an, nmaka
penghi tungan PPh Pasal 21 atas rape
tersebut adal ah sebagai beri kut

a. rapel di bagi dengan banyaknya bul an
per ol ehan rapel tersebut (dalam
hal ini 5 bulan);

b. hasi | penbagi an rapel tersebut
di t anbahkan pada gaji setiap bul an
sebel um adanya kenai kan gaji, yang

sudah di kenakan penpbt ongan
PPh Pasal 21;

cC. PPh Pasal 21 atas gaji untuk bul an-
bul an set el ah ada kenai kan
di hitung kenbali atas dasar gaji
baru setel ah ada kenai kan;

d. PPh Pasal 21 terutang atas tanbahan
gaj i untuk bul an-bul an
di maksud adal ah selisih antara
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jum ah paj ak yang di hitung berdasarkan
huruf c¢ di kurangi jum ah paj ak yang
tel ah di potong berdasarkan huruf b

5. Apabi | a kepada pegawai di sanpi ng di bayar

gaji yang di dasarkan nmasa gaji

kurang dari satu bul an juga di bayar gaji
| ai n nengenai nmmsa yang | ebih | ama

dari satu bulan (rapel) seperti tersebut
dal am angka 4, mmka cara penghitungan

PPh Pasal 21-nya adal ah sesuai dengan yang
tel ah ditetapkan dal am angka 4

dengan menper hati kan ket entuan dal am angka
3.

6. Penpt ongan PPh Pasal 21 atas uang | enbur
dan penghasilan |l ain yang
sejenis yang diterinma atau di perol eh
pegawai bersamaan dengan gaji
bul anannya, yaitu dengan nmenggabungkan
dengan gaji bul anannya.

7. Penghi tungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun
bul anan yang diterim atau
di perol eh penerima pensiun pada tahun
pertama pensi un adal ah sebagai
beri kut

a. terl ebi h dahul u di hitung

penghasi |l an neto sebul an yang di perol eh

dengan cara nengurangi penghasil an
brut o dengan bi aya pensi un

kemudi an di kal i kan banyaknya bul an
sej ak pegawai yang

ber sangkut an neneri na pensi un
sanpai dengan bul an Desenber;

b. penghasi |l an neto yang di set ahunkan
tersebut ditanmbah dengan

penghasi |l an neto dal am tahun yang
ber sangkut an yang diterim

atau di perol eh dari penberi kerja
sebel um pegawai yang ber sangkut an

pensi un sesuai dengan yang
tercant um dal am bukti penpt ongan
PPh Pasal 21 sebel um pensi un;

C. unt uk menghi tung Penghasil an Kena
Paj ak, jum ah penghasil an pada
huruf b tersebut di kurangi dengan
PTKP, dan sel anj ut nya di hitung
PPh Pasal 21 atas Penghasil an Kena
Paj ak tersebut;

d. PPh Pasal 21 atas uang pensiun
dal am t ahun yang ber sangkut an
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di hi tung dengan cara nengurangi PPh
Pasal 21 dal am huruf c dengan

PPh Pasal 21 yang terutang dari
penberi kerja sebel um pegawai yang

ber sangkut an pensi un sesuai dengan
yang tercantum dal am bukt

penot ongan PPh Pasal 21 sebel um
pensi un;

e. PPh Pasal 21 atas uang pensiun
bul anan adal ah sebesar PPh Pasal 21
seperti tersebut dalam huruf d
di bagi dengan banyaknya bul an
sebagai mana di maksud dal am hur uf a.

8. Penghi tungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun
bul anan untuk tahun kedua
dan sel anj ut nya adal ah sebagai beri kut

a. terl ebi h dahul u di hitung
penghasi |l an neto sebul an yang di perol eh
dengan cara nengurangi penghasil an
brut o dengan bi aya pensi un

b. sel anjutnya PPh Pasal 21 dihitung
dengan cara seperti tersebut
dal am angka 2 huruf a, c, dan d.

B. Penghi tungan PPh Pasal 21 atas Penghasil an Ti dak
Ter at ur

1. Apabi | a kepada pegawai tetap diberikan jasa

produksi, tantiem gratifikasi,

bonus, prem , tunjangan hari raya, dan
penghasilan |lain senmacamitu yang

sifatnya tidak tetap dan bi asanya
di bayarkan sekali setahun, naka

PPh Pasal 21 di hitung dan di potong dengan
cara sebagai beri kut

a. di hitung PPh Pasal 21 atas
penghasi |l an teratur yang di setahunkan
di tamrbah dengan penghasil an tidak
teratur berupa tantiem jasa
produksi, dan sebagai nya.

b. di hitung PPh Pasal 21 atas
penghasil an teratur yang di setahunkan
tanpa tantiem jasa produksi, dan
sebagai nya

C. selisih antara PPh Pasal 21 nenurut
penghi tungan huruf a dan huruf b
adal ah PPh Pasal 21 atas
penghasil an tidak teratur berupa tantiem
jasa produksi, dan sebagai nya.
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2. Dal am hal penerinma penghasil an tersebut

dal am angka 1 adal ah mant an

pegawai , maka PPh Pasal 21 dihitung dengan
cara nmenerapkan tarif

Pasal 17 Undang-undang Nonor 7 Tahun 1983
tentang Paj ak Penghasil an

sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan
Undang- undang Nonor

17 Tahun 2000 atas junl ah penghasil an
brut o.

3. Unt uk perusahaan yang masuk program

Janmsost ek, prem Jam nan

Kecel akaan Kerja, prem Jam nan Kemati an
dan prem Jam nan Penel i haraan

Kecel akaan yang di bayar ol eh penberi kerja
nmer upakan penghasil an bag

pegawai . Ketentuan yang sana di berl akukan
juga bagi prem asurans

kesehat an, kecel akaan kerja, jiwa, dw guna,
dan asuransi bea siswa yang

di bayarkan ol eh penberi kerja untuk pegawa
kepada perusahaan asurans

| ai nnya.

Dal am nmenghi tung PPh Pasal 21, prem
tersebut di gabungkan dengan

penghasil an bruto yang di bayarkan ol eh
penmberi kerja kepada pegawai

4, At as penari kan dana dari dana pensiun

| enbaga keuangan ol eh peserta

program pensi un di potong PPh Pasal 21 ol eh
dana pensi un | enbaga keuangan

yang bersangkutan dari jum ah bruto yang
di bayar kan tanpa nmenper hati kan

penghasil an | ai nnya dari peserta yang
ber sangkut an.

. PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASI LAN
PEGAVA
TETAP

1. DENGAN GAJI BULANAN
Cont oh penghi tungan :

1.1 Sudi ro bekerja pada perusahaan PT Maju
Ber sama dengan nenperol eh gaj i
sebul an Rp 650. 000, 00 dan nenbayar iuran
pensi un sebesar Rp 25. 000, 00.
Sudi ro neni kah tetapi bel um nenpunyai anak

Penghi t ungan PPh Pasal 21-nya adal ah
sebagai beri kut



32. 500, 00

25. 000, 00

2. 880. 000, 00

1. 440. 000, 00

139. 500, 00

11. 625, 00
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Gaj i sebul an

Pengur angan :

1. Bi aya Jabat an :
5% X Rp 650. 000, 00 Rp
2. I uran pensiun Rp

Penghasi | an neto sebul an
Penghasi | an neto setahun adal ah
12 x Rp 592.500, 00

3. PTKP set ahun

- untuk WP sendiri Rp

- tambahan WP kawi n Rp

Penghasi | an Kena Paj ak set ahun

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 2.790. 000, 00 = Rp
PPh Pasal 21 sebul an
Rp 139.500,00 : 12 = Rp

Cat at an :

Bi aya Jabat an adal ah bi aya untuk

nmendapat kan, nenagi h dan neneli hara

penghasi | an yang dapat di kurangkan dari

penghasi | an setiap orang yang

menmandang nmenpunya

bekerja sebagai pegawai tetap tanpa

j abat an at aupun
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ti dak.

1.2 Abr ar pegawai pada perusahaan PT Mhardi ka,

nmeni kah tanpa anak,

menperol eh gaji sebulan Rp 1.000. 000, 00. PT
Mahar di ka nmengi kuti program

Jansost ek, prem Jam nan Kecel akaan Kerj a
dan premi Jam nan Kemati an

di bayar ol eh penberi kerja dengan juml ah
masi ng- masi ng 0, 50% dan 0, 30%

dari gaji.

PT Mahar di ka nenanggung iuran Jam nan Hari
Tua setiap bul an sebesar

3,70% dari gaji sedangkan Abrar menbayar
iuran Janmi nan Hari Tua sebesar

2,00% dari gaji setiap bulan. Disanping itu
PT Mahardi ka juga nengi kuti

program pensi un untuk pegawai nya. PT
Mahar di ka memnbayar iuran pensiun

untuk Abrar ke dana pensiun, yang
pendi ri annya tel ah di sahkan ol eh Menter

keuangan, setiap bul an sebesar Rp
40. 000, 00, sedangkan Abrar nenbayar

i uran pensiun sebesar Rp 25.000, 00

Penghi t ungan PPh Pasal 21

Gaj i sebul an

Prem Jam nan Kecel akaan Kerj a
Prem Jam nan Kemati an
Penghasi | an bruto

Pengur angan

1. Biaya jabatan

5% x Rp 1.008. 000, 00 Rp
50. 400, 00
2. luran Pensiun Rp
3. luran Jami nan Hari Tua Rp
20. 000. 00

Penghasi | an neto sebul an

Penghasi | an neto setahun
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12 x Rp 912. 600, 00

4. PTKP

Untuk Wajib Pajak sendiri Rp
2.880. 000, 00

Tanmbahan WP kawi n Rp

1. 440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak set ahun
Pembul at an

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 6.631.000,00 = Rp
331. 550, 00
PPh Pasal 21 sebul an
Rp 331.550,00 : 12 = Rp
27.629, 00
1.3 Penghi t ungan PPh Pasal 21 atas Penghasil an

pegawai yang kewaji ban paj ak

subj ekti fnya sebagai Subjek Paj ak dal am
negeri sudah ada sejak awal tahun

takwi mtetapi baru bekerja pada pertengahan
t ahun.

Cont oh Penghi t ungan

Ngur ah bekerja pada PT Bi ntang Abadi
sebagai pegawai tetap sejak

1 Septenber 2001. Ngurah neni kah tetap
bel um punya anak. Gaji sebul an

adal ah sebesar Rp 1.500.000,00 dan iuran
pensi un yang di bayar tiap bul an

sebesar Rp 25. 000, 00.

Penghi t ungan PPh Pasal 21 tahun 2001 adal ah
sebagai beri kut

Gaj i sebul an
Pengur angan :
1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 1.500. 000,00 = Rp 75.000, 00
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2. luran Pensiun Rp
25. 000, 00
Penghasi | an neto sebul an
Penghasi | an neto setahun
4 x Rp 1.400.000, 00
3. PTKP
untuk Wajib Pajak Rp
2.880. 000, 00
t anbahan WP kawi n Rp
1. 440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak set ahun

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 1.280. 000, 00 Rp 64. 000, 00

PPh Pasal 21 sebul an
Rp 64.000,00 : 4 = Rp 16. 000, 00

1.4 Penghi tungan PPh Pasal 21 atas penghasil an
pegawai yang kewaji ban paj ak
subj ekti fnya sebagai Subjek Pajak dal am
negeri dinul ai setel ah pernul aan
tahun paj ak atau berakhir dal am tahun
paj ak.

1.4.1 Contoh penghitungan PPh Pasal 21
at as penghasil an pegawai yang
kewaj i ban paj ak subjektifnya
sebagai Subj ek Paj ak dal am negeri baru
di mul ai setel ah permul aan tahun
paj ak.

CGeorge S Jr. (K/3) mulai bekerja 1
Sept enber 2001. la bekerja d

I ndonesia s.d. Agustus 2002. Sel anm
Tahun 2001 nenerinmm gaji

per bulan Rp 6.000. 000, 00

Penghi t ungan PPh Pasal 21 tahun
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2001 adal ah sebagai beri kut
Gaji 4 bulan = 4 x Rp 6.000. 000, 00
Pengur angan
1. Biaya Jabatan

5% X Rp 24.000.000, 00 = Rp
1. 200. 000, 00

Maksi mum di per kenankan (4 x Rp
108. 000, 00) Rp 432. 000, 00

Penghasil an neto atas gaji 4
bul an Rp 23.568.000, 00

Penghasi | an neto setahun
12/ 4 x Rp 23.568.000, 00
2. PTKP (K/3) setahun

untuk Wajib Paj ak Rp
2.880. 000, 00

t ambahan WP kawi n Rp
1. 440. 000, 00

t anmbahan 3 orang anak

(3 x Rp 1.440.000, 00)

Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 setahun

- 5% x Rp 25.000.000,00 Rp
1. 250. 000, 00

- 10% x Rp 25.000. 000, 00 Rp
2.500. 000, 00

- 15% x Rp 12.064.000,00  Rp
1. 809. 600, 00

PPh Pasal 21 terutang

4/ 12 x Rp 5.559. 600,00 = Rp
1. 853. 200, 00



133

1.4.2 Contoh penghitungan PPh Pasal 21
at as penghasil an pegawai yang
kewaj i ban paj ak subjektifnya
sebagai Subj ek Paj ak dal am neger
ber akhir dal am t ahun paj ak.

Davi d Backham (K/3) mulai bekerja
Mei 1999 dan berhenti bekerja

sejak 1 Mei 2001. Sel anm tahun 2001
menerima gaji perbul an

sebesar Rp 6.000.000, 00 dan pada
bul an April 2001 nenerinma bonus

sebesar Rp 10. 000. 000, 00

Penghi t ungan PPh Pasal 21 tahun
2001 adal ah

Gji 4 bulan = 4 x Rp 6.000.000,00 = Rp
24.000. 000, 00

Gaji setahun = 12/4 x Rp 24.000. 000, 00

Bonus

Penghasi | an bruto
Pengur angan :
1. Bi aya jabatan : 5% x Rp
82. 000. 000, 00 = Rp 4.1000. 000, 00
Maksi mum di per kenankan
12 x Rp 108. 000, 00

Penghasilan Neto atas gaji setahun

dan bonus
2. PTKP (K/3) setahun
untuk W4jib Paj ak Rp
2.880. 000, 00
t ambahan WP kawi n Rp

1. 440. 000, 00

t ambahan 3 orang anak

(3 x Rp 1.440.000,00) Rp
4. 320. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 atas gaji setahun dan
bonus Rp 7.059. 600, 00

PPh Pasal 21 atas gaji setahun

PPh Pasal 21 atas bonus

PPh Pasal 21 terutang atas gaji

4/ 12 x Rp 5.559.600, 00 Rp
1. 853. 200, 00
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Cat at an

Cara penghitungan di atas berl aku
juga bagi pegawai yang neni ngga

duni a dal am tahun berjal an, yakn
unt uk nmenghi tung PPh Pasal 21

yang terutang atas bagi an tahun
paj ak.

2. DENGAN GAJI M NGGUAN
Cont oh penghi tungan :
2.1 Andi, neni kah dengan satu anak, bekerja

pada Perusahaan PT | ndonesia
Berjaya nenerinmm gaji mngguan sebesar Rp

200. 000, 00
Penghi t ungan PPh Pasal 21 :
Gaji sebulan adalah = 4 x Rp 200. 000, 00
Pengur angan :
1. Biaya Jabatan = 5% x Rp 800. 000, 00
Penghasi | an neto sebul an
Penghasi | an neto setahun adal ah :
12 x Rp 760. 000, 00
2. PTKP
untuk WP sendiri Rp
2.880. 000, 00
t anbahan karena neni kah Rp
1. 440. 000, 00
tanmbahan untuk 1 anak Rp

1. 440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak setahun adal ah
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 3.360.000, 00
PPh Pasal 21 sebul an

Rp 168. 000,00 : 12
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PPh Pasal 21 atas gaji/upah m ngguan
Rp 14.000,00 : 4 = Rp 3.500, 00

2.2 Asep pegawai pada perusahaan PT Sukabumi

Jaya dengan nenperol eh gaji

m ngguan sebesar Rp 250. 000, 00. Asep kawi n
dan nenpunyai seorang anak

PT Sukabum Jaya nasuk program Jansost ek
prem Jani nan Kecel akaan

Kerja dan prem Jam nan Kemati an di bayar
ol eh penberi kerja dengan jun ah

mesi ng- masi ng setiap bul an sebesar 1, 00%
dan 0,30% dari gaji.

PT Sukabum Jaya nenbayar iuran Jam nan
Hari Tua setiap bul an sebesar

3,70% dari gaji dan Asep nenbayar iuran
pensiun Rp 1.000,00 dan Jam nan

Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji.

Penghasi |l an sebulan = 4 x Rp 250. 000, 00

Prem Jam nan Kecel akaan Kerja

Prenmi Jam nan Kenmati an

Penghasi | an bruto

Pengur angan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp 1.013.000, 00 Rp 50. 650, 00
2. luran pensiun Rp
1. 000, 00
3. luran Jami nan Hari Tua Rp 20. 000, 00

Penghasi | an neto sebul an adal ah
Penghasi |l an neto setahun

12 x Rp 941. 350, 00

4. PTKP :

untuk wajib pajak Rp
2.880. 000, 00
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t anbahan karena neni kah Rp
1. 440. 000, 00

t anbahan seorang anak Rp
1. 440. 000. 00

Penghasi | an Kena Paj ak set ahun

Penbul at an

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 5.536.000, 00
PPh Pasal 21 sebul an

Rp 553.600,00 : 12

PPh Pasal 21 m ngguan

Rp 23.066,00 : 4 = Rp 5.766, 00
Catatan :

Dal am hal Asep nenerina gaji harian, untuk
menghi tung PPh Pasal 21-nya,

harus terlebih dahulu dicari gaji sebul an
yakni gaji sehari dikalikan dengan 26

3. PENGHI TUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG
RAPEL

Sudi ro sebagai mana tersebut dalamcontoh 1.1 d
atas pada bul an Juni 2001 nenerina

kenai kan gaji, nenjadi Rp 750.000, 00 sebul an dan
berl aku surut sejak 1 Januari 2001

Dengan adanya kenai kan gaji yang berl aku surut
tersebut maka Sudiro nenerima rape

sejum ah Rp 500. 000, 00 (kekurangan gaji untuk masa
Januari s.d. Mei 2001). Untuk

menghi tung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut,
terl ebi h dahulu di hitung kenbali

PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2001 atas
dasar penghasil an setel ah ada

kenai kan gaji. Dengan dem ki an penghi tungan PPh
Pasal 21 terutangnya adal ah

sebagai beri kut

Gaj i
Pengur angan

1. Biaya jabatan
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5% x Rp 750.000, 00 Rp 37.500, 00

2. luran Pensiun Rp
25. 000, 00

Penghasi | an neto sebul an
Penghasi | an neto setahun
12 x Rp 687.500, 00

3. PTKP (K/-)

untuk wajib pajak Rp
2.880. 000, 00

t ambahan karena meni kah Rp
1. 440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 3.930.000,00 =
PPh Pasal 21 sebul an

Rp 196.500,00 : 12

PPh Pasal 21 Jan. s.d Mei 2001

seharusnya adal ah :

5 x Rp 16. 375, 00 Rp
81. 875, 00

PPh Pasal 21 yang sudah di potong

Jan. s.d. Mei 2001 =5 x Rp 11.625 = Rp
58. 125, 00

PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp
23. 750, 00

I PENGHI TUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSI UN YANG
BAYARKAN SECARA
BERKALA ( BULANAN)

Il
D
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1. Penghi tungan PPh Pasal 21 pada tahun pertana
di bayar kannya uang pensi un secara
bul anan

Asep Surasep berstatus kawi n dengan 2 orang anak
yang nasi h nmenj ad

t anggungannya, pegawai pada PT Slipi Jaya, pada
tanggal 1 Juli 2001 berhenti bekerja

kar ena pensi un. Penghasilan Asep Surasep dari PT
Slipi Jaya berupa gaji setiap bul an

adal ah Rp 5.000. 000, 00. Dia juga mermbayar iuran
pensi un ke Dana Pensi un Bakti

Nusa yang pendiriannya tel ah di sahkan Menteri
Keuangan setiap bulan Rp 250. 000, 00

Penghi tungan kenbal i penghasil an tahunan dan PPh
Pasal 21 yang terutang ol eh

PT Slipi Jaya pada saat Asep Surasep berhent
bekerja yang dituangkan dal am bukt

Penpt ongan untuk masa Januari s.d. Juni 2001
adal ah sebagai beri kut

Gaji (Jan s.d. Juni 2001)

Pengur angan

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 30.000. 000,00 = Rp 1.500. 000, 00

Maksi mum di per kenankan

6 x Rp 108.000,00 = Rp
648. 000, 00
2. luran pensiun :
6 x Rp 250.000,00 = Rp
1. 500. 000, 00
Penghasi | an neto adal ah
3. PTKP
untuk WP sendiri Rp
2.880. 000, 00
t anmbahan karena neni kah Rp
1. 440. 000, 00
t ambahan untuk 2 orang anak Rp

2. 880. 000, 00
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Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 setahun adal ah 5% x Rp 20.652. 000, 00
Rp 1. 032. 600, 00

PPh Pasal 21 yang tel ah di potong (Jan.- Jun. 2001)
PPh Pasal 21 |ebih dipotong
(kel ebi han penot ongan tersebut di kenbal i kan ol eh

PT Slipi Jaya kepada Asep Surasep bersanmman dengan

saat penberian bukti

penot ongan PPh Pasal 21)

Pada bul an Juli 2001, Asep Surasep mnulai nenerim

pensi un yang di bayar kan secara

Bakti Nusa.

bul anan sebesar Rp 3.000.000,00 dari Dana Pensi un

Penghi tungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun

bul anan tersebut ol eh Dana Pensi un

bukt i

Bakti Nusa adal ah
Pensi un sebul an adal ah
Pengur angan
Bi aya pensi un
5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150. 000, 00

Maksi mum di per kenankan

Penghasi | an neto sebul an

Penghasi |l an neto Juli s.d. Des 2001

6 x Rp 2.964.000, 00

Penghasi |l an neto dari PT Slipi Jaya sesuai dgn
penot ongan PPh Pasal 21 adal ah

Jum ah penghasilan neto tahun 2001

PTKP :

untuk WP sendiri Rp 2.880. 000, 00
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t ambahan karena neni kah Rp 1.440. 000, 00

t ambahan untuk 2 orang anak Rp 2.880. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang adal ah
5% x Rp 25.000. 000,00 = Rp 1.250. 000, 00

10% x Rp 13.436. 000, 00 = Rp 1.343.600, 00

Rp 2.593. 600, 00

PPh Pasal 21 terutang sesua
dengan bukti penotongan Rp 1.800. 200, 00

PPh Pasal 21 terutang pada Dana
Pensi un Bakti Nusa, sel amm
6 bul an adal ah Rp 793. 400, 00

Pensi un yang harus di potong
dari pensiun bul anan adal ah

Rp 793.400,00 : 6 = Rp 132. 233, 00
2. Penghi tungan PPh Pasal 21 atas penbayaran uang

pensi un secara bul anan pada

tahun kedua dan seterusnya.

Penghi tungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun
bul anan kepada Asep Surasep

seperti contoh II1l1.1 di atas, mulai Januari 2002
di | akukan sebagai beri kut

Pensi un sebul an adal ah

Pengur angan

Bi aya pensi un

5% x Rp 3.000.000,00 = Rp 150. 000, 00

Maksi mum di per kenankan

Penghasi | an neto sebul an
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Penghasi | an neto di set ahunkan

12 x Rp 2.964. 000, 00

PTKP :
untuk WP sendiri Rp
2.880. 000, 00
t anbahan karena neni kah Rp
1. 440. 000, 00
tanmbahan untuk 2 orang anak Rp
2.880. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 setahun

5% x Rp 25.000. 000, 00 = Rp
1. 250. 000, 00
10% x Rp 3. 368. 000, 00 = Rp
336. 800, 00
Rp
1. 586. 800, 00
PPh Pasal 21 sebul an
Rp 1.586.800,00 : 12 = Rp
132. 233, 00
I V. PENGHI TUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASI LAN YANG DI TERI MA
OLEH

Dl STRI BUTOR PERUSAHAAN MULTI LEVEL MARKETI NG DI RECT SELLI NG

ATAU
KEG ATAN SEJENI' S LAI NNYA

Cont oh penghi t ungan

1. Ana Hernawanti adal ah seorang i bu rumah tangga
yang nmenpunyai 2 orang anak
Sebagai distributor Perusahaan Miultil eve
Mar keti ng ABC Co., pada bulan Maret 2001
menper ol eh penghasil an sebesar Rp 26. 000. 000, 00.
Suam Ana Hernawanti bekerja
pada PT. G at Untung.

Penghi tungan PPh Pasal 21 bul an Maret 2001 sebaga



142

beri kut
Penghasil an bruto Maret 2001
PTKP (bul an Maret 2001)

- Untuk Wajib Pajak (karena
suam bekerj a)

Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 adal ah
5% x Rp 25.000.000, 00 = Rp 1.250.000, 00

10% x Rp 760. 000, 00 = Rp 76. 000, 00

Rp 1.326. 000, 00

V. PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARI UM YANG
JUMLAHNYA

TI DAK DI Hl TUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DI PERLUKAN
UNTUK

MENYELESAI KAN JASA YANG DI BERI KAN, TERVASUK YANG DI TERI MA
OLEH WAJI B

PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAI MANA DI MAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT
(1) HURUF e

ANGKA 2 S.D. 13, KOM SI AGEN WAJI B PAJAK ORANG PRI BADI ,
JASA PRODUKSI YANG

DI TERI MA MANTAN PEGAWAI , HONORARI UM KOM SARI S YANG BUKAN
PEGAWAI

TETAP DAN PENARI KAN DANA PADA DANA PENSI UN

1. Cont oh penghi tungan PPh Pasal 21 atas honorarium
pencer amah

Satriyono, MBA adal ah seorang penceramah yang
menberi kan ceramah pada suatu

| okakarya sehari yang di sel enggarakan ol eh suatu
yayasan, honorarium yang

di bayar kan adal ah sebesar Rp 2.500, 000, 00

PPh Pasal 21 yang terutang : 5% x Rp 2.500.000, 00
= Rp 125. 000, 00

2. Cont oh penghi tungan PPh Pasal 21 atas kom si yang
di bayar kan kepada penjaj a
bar ang dagangan dan petugas di nas |uar asurans

Budi adal ah seorang petugas di nas |uar asuransi
yang bukan pegawai tetap dari

PT Asuransi Raya. Dal am bul an Januari 2001
meneri ma kom si sebesar

Rp 1.500. 000, 00
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Penghi tungan PPh Pasal 21 : 5% x Rp 1.500.000,00 =
Rp 75.000, 00

3. Cont oh penghi tungan PPh Pasal 21 atas hadiah atau
penghar gaan sehubungan
dengan perl onbaan

Reni adal ah seorang petenis professional yang
bertenpat tinggal di Indonesia. la

menj uarai turnanen tenis Indonesia terbuka dan
nmenper ol eh hadi ah sebesar

Rp 30. 000. 000, 00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadi ah turnanen
I ndonesi a terbuka tersebut adal ah

5% x Rp 25.000. 000, 00 = Rp
1. 250. 000, 00
10% x Rp 5. 000. 000, 00 = Rp
500. 000, 00
Rp
1. 750. 000, 00
4 Cont oh penghi tungan PPh Pasal 21 atas kom si yang

dibayarkén kepada agen Wajib
Paj ak Orang Pri badi

Nugraha, pem|ik Toko Sumber Rasa, merupakan agen
tunggal dari hasil produks

PT Sel al u Jaya. Dal am bul an Januari 2001 nenerim
kom si sebesar Rp 40.000. 000, 00

Penghi tungan PPh Pasal 21

5% x Rp 25.000. 000, 00 = Rp
1. 250. 000, 00
10% x Rp 15.000. 000, 00 = Rp
1. 500. 000, 00
Rp
3. 750. 000, 00
5. Cont oh penghi tungan PPh Pasal 21 atas pemnbayaran

kepada mant an pegawa

Endi yanto bekerja pada PT Cepat Untung. Pada
tanggal 1 Januari 2002 tel ah berhenti

bekerja pada PT Cepat Untung karena pensiun. Pada
bul an Maret 2002 Endi yanto

menerima jasa produksi tahun 2001 dari PT Cepat
Unt ung sebesar Rp 30.000. 000, 00.
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Penghi t ungan PPh Pasal 21

5% x Rp 25.000. 000, 00 = Rp
1. 250. 000, 00
10% x Rp 5. 000. 000, 00 = Rp
500. 000, 00
Rp
1. 750. 000, 00
6. Cont oh penghi tungan PPh Pasal 21 atas honorarium
kom sari s yang bukan pegawa
tetap

Made Budi adal ah seorang komi saris di PT Abadi
yang bukan sebagai pegawai tetap

Dal am bul an Desenber 2001 nenerima honorari um
sebesar Rp 60.000. 000, 00.

PPh Pasal 21 yang terutang adal ah

5% x Rp 25.000. 000, 00 = Rp

1. 250. 000, 00
10% X Rp 25.000. 000, 00 = Rp

2.500. 000, 00
15% x Rp 10. 000. 000, 00 = Rp

1. 500. 000, 00
PPh Pasal 21 yang harus di potong Rp

5. 250. 000, 00

7 Cont oh penghi tungan Penot ongan PPh Pasal 21 atas

penganbi | an dana pensi un ol eh
peserta pensiun yang di bayarkan ol eh penyel enggara
program pensi un

Per | akuan per paj akan atas penari kan dana pensiun
i ni adal ah dengan nenerapkan

tarif Pasal 17 Undang-undang Nonor 7 Tahun 1983
tentang Paj ak Penghasil an

sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Undang-
undang Nonor 17 Tahun 2000.

Apabi | a penari kan dana pensiun dil akukan beberapa
kali dal am satu tahun takw m

maka penot ongan PPh Pasal 21 dil akukan dengan
ket ent uan sebagai beri kut

a. Tarif 5% diterapkan atas jum ah penari kan
kunul ati f sanpai dengan
Rp 25.000. 000, 00;
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b. Tarif 10% di terapkan atas junl ah penari kan
kunul atif di atas

Rp 25.000. 000, 00 sanpai dengan Rp
50. 000. 000, 00;

c. Tarif 15% diterapkan atas jum ah kunul ati f
penari kan di atas

Rp 50. 000. 000, 00 sanpai dengan Rp
100. 000. 000, 00;

d. Tarif 25% diterapkan atas jum ah kunul ati f
penari kan di atas

Rp 100. 000. 000, 00 sanpai dengan Rp
200. 000. 000, 00;

e. Tarif 35% diterapkan atas jum ah kunul ati f
penari kan di atas
Rp 200. 000. 000, 00.

Cont oh penghi tungan :

Munar wan adal ah pegawai PT Abadi nmenerima gaji Rp
2.000. 000, 00 sebul an

PT Abadi nengi kuti program pensiun untuk para
pegawai nya. PT Abadi nenbayar

i uran dana pensiun untuk Munarwan sebesar Rp
100. 000, 00 sebul an ke Dana Pensi un

Bahagi a, yang pendiriannya tel ah di sahkan ol eh
Ment eri Keuangan. Minarwan

menbayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama
sebesar Rp 50. 000, 00 sebul an

Bul an April 2001 Munarwan nenerl| ukan biaya untuk
per bai kan rumahnya naka ia

menganbi | i uran dana .pensiun yang tel ah di bayar
sendiri sebesar Rp 20.000. 000, 00.

Kemudi an bul an Juni 2001 untuk biaya sekol ah
anaknya, ia nenarik |agi dana sebesar

Rp 15. 000. 000, 00. Kerudi an bul an Okt ober 2001
unt uk keperluan lainnya ia nmenarik

| agi dana sebesar Rp 25.000. 000, 00.

PPh Pasal 21 yang terutang adal ah

a. at as penari kan dana sebesar Rp
20. 000. 000, 00

5% x Rp 20. 000. 000, 00

b. at as penari kan dana sebesar Rp
15. 000. 000, 00

5% x Rp 5. 000. 000, 00

10% x Rp 10. 000. 000, 00
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c. at as penari kan dana sebesar Rp
25. 000. 000, 00

10% x Rp 15. 000. 000, 00
15% x Rp 10. 000. 000, 00

Jum ah PPh Pasal 21 atas sel uruh penari kan dana

A\ PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARI UM YANG
DI TERI VA
TENAGA AHLI

Cont oh penghi t ungan

Ir Mikhlis adal ah seorang arsitek, pada bulan Maret 2001
meneri ma honorari um sebesar

Rp 100. 000. 000, 00 dari PT ESA Construction sebagai inbal an
penberi an jasa teknik yang

di | akukannya.

Penghi t ungan PPh Pasal 21
15% x (50% x Rp 100. 000. 000, 00) = Rp 7.500. 000, 00

VI, PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASI LAN
PEGAWA

HARI AN, TENAGA HARI AN LEPAS, PENERI MA UPAH SATUAN, DAN
PENERI MA UPAH

BORONGAN

1. DENGAN UPAH HARI AN
Cont oh penghi tungan

Rasyi d (tidak neni kah) pada bul an Maret 2001
bekerja pada perusahaan PT Amanabh,
meneri ma upah sebesar Rp 30. 000, 00 per hari.

Penghi t ungan PPh Pasal 21 Upah sehari
Upah sehari di atas Rp 24.000,00 =
Rp 30.000, 00 - Rp 24.000, 00

PPh Pasal 21 = 5% x Rp 6.000,00 = Rp 300, 00
(‘hari an)

Pada hari kesenbil an dal am bul an takw m yang
ber sangkut an, Rasyid tel ah nenerim

penghasi | an sebesar Rp 270. 000, 00, sehingga tel ah
nmel ebi hi Rp 240. 000, 00. Dengan

dem ki an PPh Pasal 21 atas penghasil an Rasyid pada
bul an Maret 2001 di hitung

sebagai beri kut
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Upah 9 hari kerja

PTKP :
9 x (Rp 2.880.000, 00/ 360)

Upah harian terutang paj ak
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 198. 000, 00 Rp 9.900, 00
PPh Pasal 21 yang tel ah di potong

8 x Rp 300, 00 Rp
2. 400, 00

PPh Pasal 21 kurang di potong Rp 7.5000, 00

Jum ah sebesar Rp 7.500,00 ini dipotongkan dar
upah harian sebesar Rp 30.000, 00

sehi ngga upah yang diterima Rasyid pada hari kerja
ke 9 adal ah

Rp 30.000,00 - Rp 7.500,00 = Rp 22.500, 00

Pada hari kerja ke 10 dan seterusnya dal am bul an
takwi m yang ber sangkutan, jumnl ah

PPh Pasal 21 per hari yang di potong adal ah

Upah sehari

PTKP Rp 2.880.000,00 : 360

Upah harian terutang paj ak adal ah

PPh Pasal 21 terutang adalah = 5% x Rp 22.000,00 =

2. UPAH SATUAN

Cont oh penghi tungan :

Robert adal ah seorang karyawan yang bekerja
sebagai perakit TV pada suatu

perusahaan el ektroni ka, dia tidak neni kah. Upah
yang di bayar berdasarkan atas

jum ah unit/satuan yang di sel esai kan yaitu Rp
25. 000, 00 per buah TV dan di bayar kan

tiap minggu. Dalamwaktu 1 m nggu (6 hari kerja)
di hasi | kan sebanyak 12 buah TV

dengan upah Rp 300. 000, 00.

Penghi tungan PPh Pasal 21

Upah sehari adalah : Rp 300.000,00 : 6

Upah di atas Rp 24.000 sehari
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Rp 50.000,00 - Rp 24.000, 00
Upah sem nggu terutang pajak
6 x Rp 26.000, 00
PPh Pasal 21
= 5% x Rp 156. 000,00 = Rp 7.800,00 (M ngguan)
3. UPAH BORONGAN
Cont oh Penghi t ungan
a. Mul yawan nengerj akan dekorasi sebuah rumah
dengan upah borongan
sebesar Rp 250. 000, 00, pekerjaan
di sel esai kan dal am 2 hari
Upah borongan sehari : Rp 250.000,00 : 2
Upah sehari diatas Rp 24.000, 00
Rp 125. 000,00 - Rp 24.000, 00
Upah borongan terutang pajak
2 x Rp 101. 000, 00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp 202. 000, 00

b. PT Mentari nenberi kan pekerjaan dekoras

gedung secara borongan

kepada Asep dengan upah Rp 3. 000. 000, 00.
Asep menpergunakan tenaga

5 orang pekerja dengan nenbayar kan upah
hari an masi ng- nasi ng sebesar

Rp 30. 000, 00. Upah harian yang di bayarkan
untuk 5 orang sel ama nel akukan

pekerjaan sebesar Rp 1.500.000, 00

Penghi t ungan PPh Pasal 21

l. At as bagi an upah yang diterim ol eh
Asep wajib di potong PPh Pasal 21
ol eh PT Mentari sebesar

5% x (Rp 3.000.000,00 - Rp
1.500. 000, 00) = Rp 75.000, 00

1. Unt uk penbayaran upah harian kepada
masi ng- masi ng pekerja wajib
di potong PPh Pasal 21 ol eh Asep
sebagai beri kut

a. at as penbayaran upah hari an
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sanpai dengan Rp 240. 000, 00
dal am satu bul an takw m

Upah sehari Rp 30. 000, 00,
jum ah ini diatas Rp 24.000, 00.

PPh Pasal 21 yang terutang
adal ah

5% x (Rp 30.000,00 - Rp
24.000,00) = Rp 300, 00

b. apabi | a penbayaran upah

hari an kepada masi ng- masi ng

pekerja telah mel ebihi Rp
240. 000, 00, maka penghitungan

PPh Pasal 21 untuk masing-
masi ng pekerja adal ah sama

seperti dalamcontoh VII.1
di atas.

c. Apabila dalamnila

borongan termasuk biaya untuk penbelian

bahan baku atau bahan
penol ong, maka untuk menghitung

PPh Pasal 21 terutang
terl ebi h dahul u harus di kurangkan

dengan bi aya penbeli an
bahan baku atau bahan penol ong

tersebut.

Cat at an :

Penghi t ungan PPh Pasal 21 atas honorarium
at au penbayaran | ain yang

jum ahnya di hitung atas dasar banyaknya
hari yang di pakai untuk

nmenyel esai kan jasa yang di beri kan, m sal nya
uang saku harian bagi penagang

sama dengan cont oh penghi tungan pada angka
1 di atas.

4. UPAH HARI AN/ SATUAN/ BORONGAN HONORARI UM YANG
DI TERI MA TENAGA
HARI AN LEPAS TAPI DI BAYARKAN SECARA BULANAN

Cont oh penghi tungan :

Abdul | ah bekerja pada perusahaan el ektroni k dengan
dasar upah harian yang

di bayar kan bul anan. Dal am bul an Januari 2001
Abdul I ah hanya bekerja 20 hari kerja

dan upah sehari adal ah Rp 25.000, 00. Abdul | ah
nmeni kah tetapi belumneniliki anak

Penghi tungan PPh Pasal 21
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Upah Januari 2001

20 x Rp 25.000, 00

Rp 500. 000, 00

Penghasi |l an neto setahun = 12 x Rp 500. 000, 00

PTKP (K/-) adal ah sebesar

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 setahun adal ah sebesar

5% x Rp 1.680. 000, 00 =
PPh Pasal 21 sebul an adal ah sebesar

Rp 84.000,00 : 12 =

VI, PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASI LAN
KARYAWAT]
KAW N

Cont oh penghi t ungan

1. Dewi adal ah seorang karyawati dengan status

meni kah tanpa anak, bekerja pada

PT SCTV dengan gaji sebul an sebesar Rp
1. 200. 000, 00. Dewi nenbayar iuran

pensi un ke dana pensiun yang pendiriannya tel ah
di sahkan ol eh Menteri Keuangan

sebesar Rp50. 000, 00 sebul an. Berdasarkan surat
ket erangan dari Penda tenpat

Dewi berdom sili yang di serahkan kepada penberi
kerja, diketahui bahwa suam nya

ti dak nenpunyai penghasil an apapun

Penghi t ungan PPh Pasal 21
Gaj i sebul an
Pengur angan

1. Biaya Jabatan = 5% x Rpl.200. 000, 00 = Rp
60. 000, 00

2. luran pensiun

Penghasi | an neto sebul an

Penghasi | an neto setahun
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12 x Rp 1.090. 000, 00 =

PTKP

untuk wajib pajak Rp
2.880. 000, 00

t anbahan karena neni kah Rp

1. 440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak set ahun
PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 8. 760. 000, 00
PPh Pasal 21 sebul an adal ah

Rp 438.000,00 : 12 = Rp
36. 500, 00

2. Fati mah karyawati dengan status meni kah tetap

bel um punya anak bekerja pada

PT Terang Terus. Fatinmah nmenerinma gaji Rp
1. 500. 000, 00 sebul an. PT Terang Terus

mengi kuti program pensi un dan j ansost ek.
Per usahaan nenbayar iuran pensiun

kepada dana pensi un yang pendiriannya tel ah
di sahkan ol eh Menteri Keuangan

sebesar Rp 40. 000, 00 sebul an

Fati mah juga nenbayar iuran pensiun sebesar Rp
30. 000, 00 sebulan. Disanping itu

perusahaan nenbayarkan iuran Jam nan Hari Tua
karyawannya setiap bul an sebesar

3,70% dari gaji, sedangkan Fatimah menmbayar i uran
Jam nan Hari Tua setiap bul an
sebesar 2,00% dari gaji. Berdasarkan surat

ket erangan Penda tenpat Fatinmah

bertenpat tinggal diketahui bahwa suam Fati mah
ti dak nenpunyai penghasilan

apapun. Prem Jam nan Kecel akaan Kerja dan Jam nan
Kemat i an masi ng- nasi ng

sebesar 1,00% dan 0, 30% dari gaji.

Penghi t ungan PPh Pasal 21

Gaj i sebul an

Prem Jam nan Kecel akaan Kerja

Premi Jam nan Kemati an

Penghasi | an bruto sebul an



30. 000, 00

Pengur angan
1. Biaya jabatan

5% x Rp 1.519. 500, 00

2. luran Pensiun =

3. luran Jam nan Hari Tua

Rp
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Rp 75.975, 00

I
X

5
w
o
o
o
o
o
o

Penghasi | an neto sebul an
Penghasi | an neto setahun
12 x Rp 1.383.525,00

4. PTKP
untuk WP sendiri Rp 2.880. 000, 00

t ambahan karena neni kah Rp 1.440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak adal ah

Penbul at an

PPh Pasal 21 setahun = 5% x Rp 12.282.000, 00
PPh Pasal 21 sebul an :

Rp 614.100,00 : 12 = Rp 51.175, 00
Cat at an

Apabi l a suam Fati mah bekerja, besarnya PTKP

Fati mah adal ah PTKP untuk diri sendiri

I X. PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASI LAN

BERUPA

JASA PRCDUKSI

ATAU TAHUN BARU

BONUS, PREM, DAN PENGHASI LAN SEJENI S LAI NNYA YANG
SI FATNYA TI DAK TETAP

DAN PADA UMUMNYA DI BERI KAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN

Cont oh Penghi t ungan

TANTI EM GRATI FI KASI, TUNJANGAN HARI RAYA
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1. Saptono (tidak kawi n) bekerja pada PT Tri Jaya
dengan nenperol eh gaji sebesar
Rp2. 000. 000, 00 sebul an. Dal am t ahun yang
ber sangkut an Saptono neneri ma bonus
sebesar Rp5.000. 000, 00. Setiap bul annya Saptono
nmenbayar iuran pensiun ke dana
Pensi un yang pendiriannya tel ah di sahkan ol eh
Ment eri Keuangan sebesar
Rp60. 000, 00
Cara nenghitung PPh Pasal 21 atas bonus adal ah :
A PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus
Gji setahun (12 x Rp 2.000. 000, 00)
Bonus
Penghasi | an bruto setahun
Pengur angan :

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 29.000. 000,00 = Rp 1.450. 000, 00

Maksi mum di per kenankan = Rp
1. 296. 000, 00
2. luran pensiun setahun
12 x Rp 60. 000, 00 = Rp
720. 000, 00

Penghasi | an neto setahun
3. PTKP setahun : untuk WP
Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 24.104. 000, 00
B. PPh Pasal 21 atas Ggji
Gji setahun (12 x Rp2.000. 000, 00)

Pengur angan :
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1. Biaya Jabatan

5% x Rp 24.000. 000, 00

Rp
1.200. 000, 00

2. luran pensiun setahun

12 x Rp 60. 000, 00 = Rp
720. 000, 00

Penghasi | an neto setahun
3. PTKP setahun : untuk WP
Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 19.200. 000, 00
C PPh Pasal 21 atas Bonus
PPh Pasal 21 atas Bonus adal ah

Rp 1.205.200,00 - Rp 960.000,00 = Rp
245. 200, 00

2. Karyawati Sholi hah (tidak kaw n) bekerja pada PT

Amanah dengan menperol eh gaj

sebesar Rp 1.000.000, 00 sebul an. Perusahaan i kut
dal am program j anmsost ek. Prem

Jam nan Kecel akaan Kerja dan prem Jam nan
Kemati an di bayar ol eh penberi kerja

dan Jam nan Hari Tua setiap bul an masi ng- masi ng
sebesar 1,00% O, 30% dan 3, 70%

dari gaji.

Shol i hah nenbayar iuran Pensiun Rp 30.000, 00 dan
iuran Janmi nan Hari Tua sebesar

2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dal am tahun
berjalan dia juga nenerinma bonus

sebesar Rp 2.000. 000, 00.

Cara nenghitung PPh Pasal 21 atas bonus adal ah
sebagai beri kut

A. PPh Pasal 21 atas Gji dan Bonus
Gji setahun (12 x Rpl.000. 000, 00)

Bonus



707. 800, 00

360. 000, 00

240. 000, 00

Prem Jaminan Kec. Kerja = 12 x Rp 10. 000, 00
Prem Jam nan Kematian = 12 x Rp 3.000, 00
Penghasi |l an bruto setahun

Pengur angan

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 14.156. 000, 00 = Rp
2. luran pensiun setahun
12 x Rp 30.000, 00 = Rp
3. luran Jam nan Hari Tua
12 x Rp 20.000, 00 = Rp

Penghasi | an neto setahun
Pembul at an
4. PTKP setahun : untuk WP
Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 9.968. 000, 00
B. PPh Pasal 21 atas Ggji
Gji setahun (12 x Rpl.000. 000, 00)
Prem Jam nan Kecel akaan Kerja
(12 x Rp 10.000, 00)
Prem Jam nan Kemati an
(12 x Rp 3.000, 00)
Jum ah
Pengur angan

1. Biaya Jabatan

155



156

5% x Rp 12.156. 000, 00 = Rp
607. 800, 00

2. luran pensiun setahun

12 x Rp 30.000, 00 = Rp
360. 000, 00

3. luran Jam nan Hari Tua

12 x Rp 20. 000, 00 = Rp
240. 000, 00

Jum ah
Penghasi | an neto setahun
4. PTKP setahun : untuk WP
Penghasi | an Kena Paj ak
Penbul at an
PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 8.068. 000, 00
C. PPh Pasal 21 atas Bonus
PPh Pasal 21 atas Bonus adal ah

Rp 498. 400,00 - Rp 403. 400,00 = Rp
95. 000, 00

X. PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASI LAN
BERUPA UANG

PESANGON, UANG TEBUSAN PENSI UN dan TUNJANGAN HARI TUA ATAU
JAM NAN

HARI TUA YANG DI TERI MA SEKALI| GUS

Cont oh penghi tungan PPh Pasal 21 atas penghasil an berupa
uang pesangon

Joko tel ah bekerja pada perusahaan kayu lapis PT
Aman Sentosa selama 10 tahun

Pada bul an Maret 2001, ia berhenti bekerja dan
meneri ma uang pesangon sebesar

Rp 80. 000. 000, 00.

Penghasi | an bruto

Di kecual i kan dari penotongan
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Penghasi | an di kenakan paj ak

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp 25.000. 000, 00 = Rp

1. 250. 000, 00
10% x Rp 30.000. 000, 00 = Rp

3. 000. 000, 00
= Rp

4. 250. 000, 00

Penmpot ongan PPh Pasal 21 tersebut bersifat final
Cat at an

Cara penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas penghasil an
berupa uang tebusan pensiun dan

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang diterim
sekal i gus adal ah sana dengan contoh

di atas.
Xl . PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASI LAN YANG
SEBAG AN

ATAU SELURUHNYA DI PEROLEH DALAM MATA UANG ASI NG
John Edward adal ah seorang karyawan menperol eh gaji pada
bul an Maret 2001 dal am mat a
uang asing sebesar US$ 2,000 sebul an. Kurs yang berl aku
unt uk bul an Maret 2001
ber dasar kan Keputusan Menteri Keuangan adal ah Rp 10. 000, 00
per US$ 1.00. John Edward
berstatus neni kah dengan 1 anak
Penghi t ungan PPh Pasal 21 adal ah
Gaj i sebul an adal ah :
US$ 2,000 x Rp 10. 000, 00
Pengur angan
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 20.000. 000,00 = Rp 1.000. 000, 00
Maksi mum di per kenankan
Penghasi | an neto sebul an

Penghasi | an neto setahun

12 x Rp 19.892. 000, 00
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2. PTKP
untuk WP sendiri Rp 2.880. 000, 00
t ambahan karena neni kah Rp 1.440. 000, 00

tambahan untuk 1 anak Rp 1.440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 25. 000. 000, 00 Rp 1. 250. 000, 00
10% x Rp 25. 000. 000, 00 Rp 2.500. 000, 00
15% x Rp 50. 000. 000, 00 Rp 7.500. 000, 00
25% x Rp 100. 000. 000, 00 Rp 25.000. 000, 00
35% x Rp 32.944. 000, 00 Rp 11.530. 400, 00

PPh Pasal 21 sebul an :
Rp 47.780.400,00 : 12 = Rp 3.981. 700, 00

X, PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASI LAN
PEGAVA

DENGAN STATUS WAJI B PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI
SEBAG AN

ATAU SELURUHNYA DALAM MATA UANG ASI NG

a. Dal am hal pegawai dengan status Waji b Pajak |uar
negeri nenperol eh gaji sebagi an
atau sel uruhnya dal am mata uang asi ng sebel um PPh
di hitung terlebih dahulu harus
di konversi dal am mata uang rupi ah.

b. Unt uk keperl uan penghi tungan PPh-nya, tidak dapat
di per hi t ungkan pengurangan
sebagai mana di maksud dal am Pasal 8 ayat (1) dan
ayat (3).

Cont oh

Ri chard Mark adal ah pegawai asing yang berada di | ndonesia
kurang dari 183 hari. Dia
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berstatus neni kah dan menpunyai 2 orang anak. la
nmenperol eh gaji pada bulan Maret 2001

sebesar US$ 2,500 sebul an. Kurs yang berlaku adal ah Rp
10. 000, 00 untuk US$ 1.00

Penghi tungan PPh Pasal 26

Penghasil an bruto berupa gaji sebul an adal ah

US$ 2,500 x Rp 10. 000, 00 = Rp 25.000. 000, 00
PPh Pasal 26 terutang adal ah

20% x Rp 25.000. 000,00 = Rp 5.000. 000, 00

X, PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAG AN DI TANGGUNG OLEH PEMBERI
KERJA

Dal am hal PPh Pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung ol eh
penberi kerja, pajak yang

di tanggung penberi kerja tersebut termasuk dal am
pengerti an keni kmat an sebagai mana

di maksud dal am Pasal 7 huruf e dan tidak nerupakan
penghasi | an pegawai yang

ber sangkut an.

Cont oh penghi t ungan

Budi man Napi t upul u adal ah seorang pegawai dari PT Tapi an
Naul i dengan status neni kah dan

menmpunyai 3 orang anak. Dia nenerima gaji Rpl.200.000, 00
sebul an dan PPh ditanggung

ol eh penberi kerja. Tiap bulan ia nmenbayar iuran pensiun
ke dana pensi un yang pendiriannya

tel ah di sahkan ol eh Menteri Keuangan sebesar Rp 50. 000, 00

Gaj i sebul an
Pengur angan
1. Biaya Jabatan

5% x Rp 1.200.000. 00 = Rp
60. 000, 00

2. luran pensiun Rp
50. 000, 00

Penghasi | an neto sebul an

Penghasi | an neto setahun
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12 x Rp 1.090. 000, 00

3. PTKP
untuk WP sendiri Rp
2.880. 000, 00
t anbahan karena neni kah Rp
1. 440. 000, 00
t ambahan untuk 3 orang anak Rp

4. 320. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 setahun adalah = 5% x Rp

4. 440. 000, 00 Rp 222. 000, 00

PPh Pasal 21 sebul an :

Rp 222.000,00 : 12 = Rp
18. 500, 00

PPh Pasal 21 sebesar Rp 18.500,00 ini ditanggung
dan di bayar ol eh penberi kerja

Jum ah sebesar Rp 18.500, 00 tidak bol eh nengurang
Penghasi | an Kena Paj ak dari

pemberi kerja dan tidak di kenakan paj ak kepada
Budi man Napi t upul u sebagai Wajib

Paj ak PPh Pasal 21.

Namun apabi |l a penberi kerja bukan Waji b Pajak atau
bukan Penerintah seperti

hal nya organi sasi internasi onal yang ditentukan
ol eh Menteri Keuangan, naka

keni kmat an berupa paj ak ditanmbahkan ke dal am
penghasi | an dari pegawai yang

ber sangkut an, penghi tungan paj aknya di | akukan
sesuai contoh angka Xl V.

XIV. PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI
TETAP YANG
MENERI MA TUNJANGAN PAJAK

Dal am hal kepada pegawai di berikan tunjangan paj ak, naka
tunj angan paj ak tersebut

mer upakan penghasil an pegawai yang ber sangkutan dan
di t anbahkan pada penghasil an yang

di teri manya.

Cont oh penghi t ungan
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Suyudi (status kawi n dengan 3 orang anak) bekerja pada PT
Aman Sent osa dengan

menperol eh gaji sebesar Rp 1.525.000,00 sebul an. Kepada
Suyudi di berikan tunjangan paj ak

sebesar Rp 25.000,00. luran pensiun yang di bayar ol eh
Suyudi adal ah sebesar Rp 25.000, 00

sebul an.

Penghi t ungan PPh Pasal 21 adal ah

Gaj i sebul an

Tunj angan paj ak

Penghasil an bruto sebul an

Pengur angan

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 1.550.000. 00 = Rp
77.500, 00
2. luran pensiun Rp
25. 000, 00
Penghasi |l an neto sebul an
Penghasi | an neto setahun
12 x Rp 1.447.500, 00
3. PTKP

untuk WP sendiri Rp
2.880. 000, 00

t anbahan karena neni kah Rp
1. 440. 000, 00

t anbahan untuk 3 orang anak Rp
4. 320. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 setahun adalah = 5% x Rp 8.730. 000, 00 =
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PPh Pasal 21 sebul an

Rp 436.500,00 : 12 = Rp
36. 375, 00

Selisih pajak terutang dengan tunjangan paj ak adal ah Rp
36. 375,00 - Rp 25.000.00 =

Rpll. 375, 00 dapat ditanggung ol eh pegawai tersebut yaitu
dengan di pot ongkan dari

penghasi | an bul an yang bersangkutan atau ditanggung ol eh
penberi kerj al/ penotong paj ak

Apabil a selisih sebesar Rp 11.375,00 tersebut ditanggung
ol eh penberi kerjal/penotong paj ak

meka jum ah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat
di kur angkan dal am nmenghi t ung

Penghasi | an Kena Paj ak penberi kerjal/penptong paj ak.

XV. PENGHI TUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENERI MAAN DALAM BENTUK
NATURA DAN
KENI KMATAN LAI NNYA YANG DI KENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
MENURUT
KETENTUAN PASAL 5 AYAT (2)
Cont oh Penghi t ungan
Agung adal ah warga negara Rl yang bekerja pada suatu
perwaki | an dagang asi ng yang bukan
Waj i b Paj ak, menperol eh gaji sebesar Rp 1.500.000, 00
sebul an beserta beras 30 kg dan gul a
10 kg. Agung berstatus neni kah dengan 1 orang anak. Nil ai
uang dari beras dan gul a dihitung
berdasar kan harga pasar yaitu :
Har ga beras : Rp 2.500, 00 per kg.
Harga gul a : Rp 4.000, 00 per kg.
Penghi t ungan PPh Pasal 21
Gaj i sebul an
Beras : 30 x Rp 2.500, 00
Gula : 10 x Rp 4.000, 00
Penghasi | an bruto sebul an
Pengur angan
1. Biaya Jabatan
5% x Rp 1.615. 000. 00

Penghasi | an neto sebul an

Penghasi | an neto setahun
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12 x Rp 1.534. 250, 00

2. PTKP
untuk WP sendiri Rp
2.880. 000, 00
t ambahan karena neni kah Rp
1. 440. 000, 00
t ambahan untuk 1 orang anak Rp

1. 440. 000, 00

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 setahun adalah = 5% x Rp
12.651. 000,00 =Rp 632. 550, 00

PPh Pasal 21 sebul an

Rp 632.550,00 : 12 = Rp
52.712, 00
XVI . PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP
PENGHASI LAN

PEGAVWAI YANG DI Pl NDAHTUGASKAN DALAM TAHUN BERJALAN
Cont oh
Ngur ah Saka yang berstatus bel um neni kah adal ah pegawai
pada PT | ndonesia |ndah d
Jakarta. Sejak 1 Juni 2001 dipi ndahtugaskan ke kantor
cabang di Denpasar. Gaji Ngurah Saka
sebesar Rp 1.200.000,00 dan penbayaran iuran pensiun
sebul an sejum ah Rp 25. 000, 00.
A Penghi tungan PPh Pasal 21 :
1. Kant or Pusat di Jakarta
Gaji (Januari s.d. Mei 2001)
5 x Rp 1.200. 000, 00
Pengur angan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 6.000. 000, 00 Rp
300. 000, 00



125. 000, 00

525. 000, 00

43. 750, 00

420. 000, 00
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2. luran pensiun

5 x Rp 25.000, 00 Rp

Penghasil an neto 5 bul an adal ah

Penghasi |l an neto setahun :
12/5 x Rp 5.575.000, 00

3. PTKP (untuk WP sendiri)
Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang setahun

5% x Rp 10.500. 000, 00 Rp

PPh Pasal 21 terutang sebul an

Rp 525.000,00 : 12 Rp

PPh Pasal 21 terutang dan harus

di potong untuk masa Januari s.d.

Mei 2001 adal ah

5/12 x Rp 525. 000, 00

PPh Pasal 21 yang sudah di potong

masa Jan. s.d. Mei 2001 adal ah

5 x Rp 43.750,00

Kur ang di pot ong

Kant or Cabang Denpasar

a. Penghasilan neto di Denpasar
gaji Juni s.d. Desenber 2001
7 x Rp 1.200.000, 00
Pengur angan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 8.400.000,00 = Rp
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2. luran pensiun

7 x Rp 25.000, 00 = Rp
175. 000, 00

Penghasi | an neto adal ah
b. Penghasilan neto di Jakarta
Jum ah penghasil an neto setahun
3. PTKP (untuk WP sendiri)
Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang th. 2001
5% x Rp 10. 500. 000, 00 = Rp 525. 000, 00
PPh Pasal 21 terutang th. 2001
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta
sesuai dengan Form 1721 - Al Rp
218. 750, 00
PPh Pasal 21 yang di potong untuk
masa Juni s.d. Desenber 2001 di
Denpasar adal ah

7 x Rp 43.750, 00 Rp
306. 250, 00

PPh Pasal 21 yang sudah di potong
sel uruhnya untuk tahun 2001

Kur ang/ Lebi h di pot ong

B. Pengi si an bukti pemotongan (Fornmulir 1721 - Al)
Denpasar

Penghasi |l an Juni s.d. Des. 2001
7 x Rp 1.200.000, 00

Pengur angan

1. Biaya Jabatan

5% x Rp 8.400.000, 00 = Rp
420. 000, 00



2. luran pensiun
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7 x Rp 25.000, 00 Rp
175. 000, 00
Penghasi | an neto di Denpasar
Penghasi |l an neto di Jakarta dan Denpasar
adal ah Rp 13.380. 000, 00
3. PTKP (untuk WP sendiri)
Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang di Kantor Pusat di Jakarta
dan
Kant or Cabang di Denpasar adal ah
5% x Rp 10.500. 000, 00
PPh Pasal 21 yang tel ah di potong
a) di Jakarta (Jan. s.d. Mei 2001)
5 x Rp 43.750, 00 Rp
218. 750, 00
b) di Denpasar (Juni s.d. Des. 2001)
7 x Rp 43.750, 00 Rp
306. 500, 00
PPh Pasal 21 yang nmsi h harus di bayar
XVI . PENGHI TUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN TERHADAP
PENGHASI LAN

PEGAWAI YANG Pl NDAH KERJA DALAM TAHUN BERJALAN
Cont oh :

Ade yang berstatus bel um neni kah adal ah pegawai pada PT
Kuni ngan | ndah d

Kuni ngan - Jawa Barat. Sejak 1 Juni 2001 pindah kerja pada

PT. Kl ender I ndah di Jakarta.

Gaji Ade pada waktu bekerja pada PT Kuni ngan | ndah adal ah

sebesar Rp 1.200.000, 00 dan
nai kK nmenj adi Rp2. 000. 000, 00 setel ah bekerja pada PT
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Kl ender | ndah. Pada kedua perusahaan
tersebut Ade nmenbayar iuran pensiun sebulan sejum ah Rp
25. 000, 00.
A. Penghi tungan PPh Pasal 21 :
1. PT Kuni ngan | ndah di Kuningan - Jawa Bar at
Gji (Januari s.d. Mei 2001)
5 x Rp 1.200.000, 00

Pengur angan

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 6.000. 000, 00 = Rp
300. 000, 00
2. luran pensiun
5 X Rp 25.000, 00 = Rp
125. 000, 00

Penghasi |l an neto 5 bul an adal ah
3. PTKP (untuk WP sendiri)
Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 terutang
5% x Rp 2.695. 000,00 =
Rp 134. 750, 00

PPh Pasal 21 terutang dan harus
di potong untuk masa Januari s.d. Me
2001 adal ah :

PPh Pasal 21 yang sudah di potong
masa Jan. s.d. Mei 2001 adal ah
5 x Rp 43. 750, 00

Lebi h di potong
Cat atan :

Kel ebi han penptongan PPh Pasal 21 sebesar Rp
84. 000, 00 di kermbal i kan ol eh

PT Kuni ngan | ndah kepada yang ber sangkutan pada
saat penberian bukti penptongan

PPh Pasal 21.
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700. 000, 00

175. 000, 00

dan

791. 000, 0O

134. 750, 00

PT Kl ender Indah di Jakarta

a. Penghasilan neto di Jakarta
gaji Juni s.d. Desember 2001
7 x Rp 2.000. 000, 00
Pengur angan

1. Biaya Jabatan

5% x Rpl4.000. 000,00 = Rp
2. luran pensiun
7 x Rp 25.000, 00 = Rp

Penghasi |l an neto 7 bulan di Jakarta

b. Penghasilan neto di Kuni ngan, Jawa Bar at

Jum ah penghasilan neto setahun (di Kuningan
Rp 18. 700. 000, 00

Jakart a)

PTKP (untuk WP sendiri)

Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang tahun 2001
5% x Rp 15.820. 000, 00 Rp
PPh Pasal 21 terutang tahun 2001
PPh Pasal 21 terutang di Kuni ngan

Jawa Barat sesuai dengan Form
1721 - Al Rp

PPh Pasal 21 yang di potong untuk
masa Juni s.d. Desenber 2001 d
Jakarta adal ah
Penghasi |l an gaji setahun : 12 x Rp 2.000. 000,

Pengur ang

1. Biaya Jabatan

168

00



1. 200. 000, 00

300. 000, 00

981. 000, 00

t ahun

B
ol eh PT Kl ender

700. 000, 00

169

5% x Rp 24.000. 000, 00 Rp

2. luran Pensiun

12 x Rp 25.000. 000, 00 Rp

Penghasil an Neto
3. PTKP untuk WP sendir

Penghasi | an Kena Paj ak

PPh Pasal 21 di Jakarta setahun

5% x Rp 19.620. 000, 00 Rp

PPh Pasal 21 Jun. s.d. Des. 2001
7/12 x Rp 981. 000, 00
PPh Pasal 21 yang sudah di potong sel uruhnya untuk
2001 :
(Rp 134.750,00 + Rp 572. 250, 00)
PPh Pasal 21 terutang th 2001
PPh Pasal 21 Kurang di potong
Pengi si an bukti penotongan (Fornmulir 1721 - Al)
I ndah Jakarta
Penghasi |l an Juni s.d. Des. 2001
7 x Rp 2.000. 000, 00
Pengur angan
1. Biaya Jabatan :

5% x Rp 14.000. 000, 00 Rp

2. luran pensiun
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7 x Rp 25.000, 00 Rp
175. 000, 00
Penghasi |l an neto di Jakarta
Penghasi | an neto di Kuni ngan dan Jakarta
adal ah Rp 18. 700. 000, 00
3. PTKP (untuk WP sendiri)
Penghasi | an Kena Paj ak
PPh Pasal 21 terutang di Kuni ngan dan
di Jakarta adal ah
5% x Rp 15.820. 000, 00 =
PPh Pasal 21 yang tel ah di potong
a) di Kuningan (Jan. s.d. Mei 2001) Rp
134. 750, 00
b) di Jakarta (Juni s.d. Des. 2001) Rp
572. 250, 00

PPh Pasal 21 yang nmsi h harus di bayar

Cat at an

Kekurangan penot ongan PPh Pasal 21 sebesar Rp
84. 000, 00 di perhi tungkan dengan

gaji pada bul an dil akukannya penghi t ungan PPh
Pasal 21 Tahunan saat penberian

bukti penmptongan PPh Pasal 21 (Form 1721 - Al)
ol eh PT Kl ender | ndah

DI REKTUR
JENDERAL
ttd
MACHFUD
SI DI K
NI P.
060043114
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PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 DAN
PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, DAN
KEGIATAN ORANG PRIBADI

-1 Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 02/PJ./1995, Tgl. 09-01-1995
Lampiran: 95PJ KEPOQ2.htm

KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL
PAJAK
NOVOR KEP - 02/ PJ. /1995

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASI LAN PASAL 21
DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN
KEG ATAN ORANG PRI BADI

DI REKTUR JENDERAL PAJAK,
Meni nbang

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-
undang Nonor 7 Tahun 1983 sebagai nana

tel ah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nonmor 10 Tahun
1994, petunjuk nengenai pel aksanaan

penpt ongan, penyetoran, dan pel aporan pajak atas
penghasi | an sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

dan kegi atan, ditetapkan ol eh Direktur Jenderal Pajak;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan agar penptongan
penyet oran dan pel aporan paj ak atas

penghasi | an di maksud di | aksanakan dengan sebai k- bai knya,
di pandang perlu untuk nenetapkan

ket ent uan- ket ent uan nmengenai petunjuk pel aksanaan
penot ongan, penyetoran, dan pel aporan Paj ak

Penghasi | an Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegi atan orang pri badi

dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak;

Mengi ngat :
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1. Undang- undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Urum
dan Tata Cara Perpaj akan (Lenbaran

Negara Tahun 1983 Nonor 49, Tanmbahan Lenbaran Negara Nonor
3262), sebagai mana tel ah di ubah

dengan Undang-undang Nonor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan
at as Undang-undang Nonor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Urmum dan Tata Cara Perpaj akan
(Lenbaran Negara Tahun 1994 Nonor 59,

Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3566);
2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasil an
(Lenbaran Negara Tahun 1983

Nonor 50, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3263),
sebagai mana tel ah di ubah dengan

Undang- undang Nonor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas
Undang- undang Nonor 7 Tahun 1983

tentang Paj ak Penghasil an (Lenbaran Negara Tahun 1991
Nonor 93, Tambahan Lenbaran Negara

Nonor 3459), dan dengan Undang-undang Nonor 10 Tahun 1994
tentang Perubahan atas

Undang- undang Nonor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak
Penghasi | an, sebagai mana tel ah di ubah dengan

Undang- undang Nonor 7 Tahun 1991 (Lenbaran Negara Tahun
1994 Nomor 60, Tanmbahan Lenbaran

Negara Nonor 3567);
3. Perat uran Pererintah Republik |Indonesia Nonor 47 Tahun
1994 tentang Penghitungan Penghasil an

Kena Paj ak dan Pel unasan Paj ak Penghasil an dal am Tahun
Berj al an (Lembaran Negara Tahun 1994

Nonor 76, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3579);
4. Keput usan Menteri Keuangan Republik | ndonesia Nonor
598/ KMK. 04/ 1994 tanggal 21 Desenber

1994 tentang Penotongan Paj ak Penghasil an yang Bersifat
Fi nal atas Penghasil an Sehubungan dengan

Pekerjaan, Jasa, dan Kegi atan Tertentu;
5. Keput usan Menteri Keuangan Republik | ndonesia Nonor
600/ KMK. 04/ 1994 tanggal 21 Desenber 1994

tentang Besarnya Bi aya Jabatan atau Biaya Pensiun yang
Dapat Di kurangkan dari Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap atau Pensi unan;
6. Keput usan Menteri Keuangan Republik | ndonesia Nonor
601/ KMK. 04/ 1994 tanggal 21 Desenber 1994

tentang Bagi an Penghasi | an Sehubungan dengan Pekerj aan
dari Pegawai Harian dan M ngguan Serta

Pegawai Ti dak Tetap Lai nnya yang Ti dak Di kenakan
Penot ongan Paj ak Penghasil an;
7. Keput usan Menteri Keuangan Republik I ndonesia Nonor
606/ KWMK. 04/ 1994 tanggal 21 Desenber 1994

tentang Penentuan tanggal jatuh tenpo Penmbayaran dal am
Penyet oran Paj ak, Tenpat Penbayaran

Paj ak, Tata Cara Penbayaran, Penyetoran, dan Pel aporan
Paj ak, serta Tata Cara Pengangsuran dan

Penundaan Penbayaran Paj ak;
8. Keput usan Menteri Keuangan Republik | ndonesia Nonor
611/ KMK. 04/ 1994 tanggal 23 Desenber
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1994 tentang Perl akuan Paj ak Penghasil an Bagi Perwakil an
Organi sasi | nternasional dan Pejabat
Perwaki | an Organi sasi | nternasional

MEMUTUSKAN :
Menet apkan

KEPUTUSAN DI REKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN

DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASI LAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAAN, JASA,

DAN KEG ATAN ORANG PRI BADI .

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dal am Keput usan ini yang di maksud dengan
a. Paj ak Penghasi |l an sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan

kegi at an yang dil akukan ol eh Waji b Paj ak

orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasa
26 adal ah paj ak atas penghasil an berupa

gaj i, upah, honorarium tunjangan, dan penbayaran lain
dengan nana apapun sehubungan dengan

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegi atan sebagai mana
di mksud dal am Pasal 21 dan Pasal 26

Undang- undang Nonmor 7 Tahun 1983 sebagai mana tel ah di ubah
terakhir dengan Undang- undang

Normor 10 Tahun 1994,

b. Pegawai adal ah setiap orang pribadi, yang nel akukan
pekerj aan berdasarkan suatu perjanjian atau

kesepakat an kerja baik tertulis maupun tidak tertulis,
termasuk yang nel akukan pekerj aan dal am

j abatan negeri atau badan usaha nilik negara dan badan
usaha mlik daerah;

C. Pegawai tetap adal ah orang pribadi yang bekerja pada
penberi kerja yang nenerina atau nenperol eh

gaji dalam jum ah tertentu secara berkal a, termasuk
anggot a dewan komi sari s dan anggota dewan

pengawas yang secara teratur terus nmenerus ikut nmengel ol a
kegi at an perusahaan secara | angsung;

d. Pegawai | epas adal ah orang pribadi yang bekerja pada
penberi kerja yang hanya nenerima i nbal an
apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerj a;

e. Pegawai dengan status Wajib Pajak |uar negeri adal ah orang
pri badi yang tidak bertenpat tingga

di I ndonesia atau berada di Indonesia tidak |ebih dari 183
hari dal am jangka waktu 12 bul an yang
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meneri ma atau nenperol eh gaji, honorarium dan/atau i nbal an
| ai n sehubungan dengan pekerj aan
jasa, dan kegi at an;

f. peneri ma pensiun adal ah orang pribadi atau ahli warisnya
yang nenerima atau nenperol eh inbal an

unt uk pekerjaan yang dil akukan di nasa |alu, termasuk
orang pribadi atau ahli warisnya yang

meneri ma Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua;

g. Peneri ma honorarium adal ah orang pribadi yang nenerima
at au nenperol eh i nbal an sehubungan
dengan jasa, jabatan, atau kegi atan yang dil akukannya,;

h. Peneri ma upah adal ah orang pribadi yang nenerina upah
hari an, upah m ngguan, upah borongan,
at au upah satuan;

i Upah harian adal ah upah yang terutang atau di bayarkan atas
dasar juml ah hari kerj a;

j. Upah m ngguan adal ah upah yang terutang atau di bayarkan
secara m ngguan;

K. Upah borongan adal ah upah yang terutang atau di bayarkan
atas dasar penyel esai an pekerjaan tertentu;

l. Upah satuan adal ah upah yang terutang atau di bayarkan atas
dasar banyaknya sat uan yang di hasil kan

m Honor ari um adal ah i nbal an atas jasa, jabatan, atau
kegi at an yang di |l akukan

n. Magang adal ah kegi at an unt uk nenperol eh pengal aman
dan/ at au ketranpil an dan/atau keahlian
sehubungan dengan pekerjaan yang akan dil akukan

0. Bea si swa adal ah penbayaran kepada pegawai tetap dan
tidak tetap termasuk cal on pegawai yang

di tugaskan ol eh penberi kerja untuk nengi kuti program
pendi di kan yang ditetapkan ol eh penberi kerja

yang teri kat dengan kontrak atau perjanjian kerja;

p. Kegi at an adal ah kei kut sertaan dal am suat u rangkai an
ti ndakan, termasuk nengi kuti rapat, sidang,
sem nar, wor kshop, pendidi kan, pertunjukan, dan ol ahraga.

BAB ||
PEMOTONG PAJAK DAN PENERI MA PENGHASI LAN YANG
DI POTONG PAJAK

Pasal 2

(1) Permot ong Paj ak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, yang
sel anj ut nya di si ngkat Penpt ong Paj ak
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adal ah :
a. penberi kerja terdiri dari orang pribadi dan
badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik
mer upakan i nduk maupun cabang, perwakilan atau
unit, yang nenbayar gaji, upah
honorari um tunjangan, dan penbayaran | ain dengan
nama apapun, sebagai i nbal an
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
di | akukan ol eh pegawai atau bukan pegawai ;
b. bendahar awan penerintah termasuk bendaharawan pada
Pemerintah Pusat, Penerintah
Daer ah, instansi atau | enmbaga penerintah, |enbaga-
| enbaga negara | ai nnya dan Kedut aan
Besar Republi k I ndonesia di Luar Negeri yang
menbayar kan gaj i, upah, honorarium
t unj angan, dan penbayaran | ain dengan nana papun
sehubungan dengan pekerjaan atau
j abatan, jasa, dan kegi atan
cC. dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan
penyel enggara Jam nan Sosi al Tenaga Kerja
(Jansost ek) | ainnya, serta badan-badan lain yang
nmenbayar uang pensi un, Tabungan Har
Tua atau Tunj angan Hari Tua (THT);
d. perusahaan, badan ternmasuk bentuk usaha tetap
yang nenbayar honorarium at au
penbayaran | ai n sebagai inbal an sehubungan dengan
kegi atan dan jasa, termasuk jasa
tenaga ahli dengan status Wajib Paj ak dal am neger
yang nel akukan pekerjaan bebas;
e. perusahaan badan termasuk bentuk usaha tetap, yang
menbayar honorarium at au
penbayaran | ai n sebagai i nbal an sehubungan dengan
kegi atan dan jasa yang dil akukan ol eh
orang pribadi dengan status Wajib Pajak |uar
negeri ;
f. yayasan (termasuk yayasan di bidang kesej aht eraan
rumah sakit, pendidikan, keseni an, ol ah
raga, kebudayaan), |enbaga, kepanitiaan, asosiasi,
per kunpul an, dan organi sasi dal am
bent uk apapun dal am segal a bi dang kegi at an sebaga
penbayar gaji, upah, honorarium atau
i mbal an dengan nana apapun sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegi atan yang
di | akukan orang pri badi
g. perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap
yang nenbayar kan honorari um at au
i mbal an | ai n kepada peserta pendi di kan, pel ati han,
dan penmgangan.

(2) Dal am pengerti an penberi kerja sebagai mana di neksud pada
ayat (1) huruf a termmsuk juga badan

atau organi sasi internasional yang tidak di kecualikan
sebagai Penotong Paj ak berdasar kan Keputusan

Ment eri Keuangan.
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(3) Perusahaan dan badan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
huruf d, e, dan g termasuk badan usaha

m ik negara dan badan usaha mlik daerah, perusahaan
swast a dengan nama dan dal am bent uk

apapun, dan badan atau organi sasi internasional dalam
bent uk apapun yang tidak di kecual i kan sebaga

Penpt ong Paj ak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Peneri ma penghasil an yang di potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasa
26 berdasarkan Keputusan ini adal ah

orang pribadi sebagai mana di maksud dal am Pasal 1 huruf b sanpali
dengan huruf h serta orang pribadi |ainnya

yang nenerima atau nenperol eh penghasil an sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegi atan dari

Penpt ong Paj ak sebagai mana di meksud dal am Pasal 2

Pasal 4

Ti dak termasuk dal am pengerti an peneri nma penghasil an sebagai nana
di maksud dal am Pasal 3 adal ah
a. pej abat perwakil an di pl omati k dan konsul at atau pej abat
lain dari negara asing, dan orang-orang yang

di per bant ukan kepada nereka yang bekerja pada dan
bertenpat tinggal bersama nereka, dengan

syarat bukan warga negara I ndonesia dan di |ndonesia tidak
nmeneri ma atau nenperol eh penghasil an

lain di luar jabatannya di |ndonesi a;
b. pej abat perwakil an organi sasi internasional sebagai mana
di meksud dal am Keput usan Ment er

Keuangan Normor: 611/ KMK. 04/ 1994 tanggal 23 Desenber 1994
sepanj ang bukan warga negara

I ndonesi a dan tidak nenjal ankan usaha atau mel akukan
kegi atan atau pekerjaan |ain untuk

menper ol eh penghasil an di | ndonesi a.

BAB 111
PENGHASI LAN YANG DI POTONG PAJAK

Pasal 5

(1) Penghasi | an yang di potong PPh Pasal 21 adal ah
a. Penghasil an yang diterinma atau di perol eh secara

teratur berupa gaji, uang pensiun bul anan,

upah, honorarium (termasuk honorarium anggota
dewan kom saris atau anggota dewan

pengawas), prem bul anan, uang | enbur, uang
sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi

tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan
kemahal an, tunjangan jabatan, tunjangan khusus,

tunj angan transport, tunjangan pajak, tunjangan
i uran pensiun, tunjangan pendi di kan anak,
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bea siswa, hadiah, prem asuransi yang di bayar
penberi kerja, dan penghasilan teratur

| ai nnya dengan nanma apapun;

b. penghasi |l an yang diterima atau di perol eh secara

tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem

gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya,
tunj angan tahun baru, bonus, prem tahunan,

dan penghasil an sejenis |ainnya yang sifatnya
tidak tetap dan yang bi asanya di bayarkan sekal

dal am set ahun;

cC. upah harian, upah m ngguan, upah satuan, dan upah
bor ongan;
d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau

Tunj angan Hari Tua (THT), uang
pesangon, dan penbayaran lain jenis;
e. honorarium uang saku, hadi ah atau penghargaan
dengan nana dan dal am bent uk apapun,
kom si, beasi swa, dan penbayaran |ain sebaga
i bal an sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegi atan yang di | akukan ol eh Waji b Paj ak dal am
negeri, terdiri dari

1. tenaga ahli sebagai mana di neksud dal am
Pasal 9 ayat (7);
2. penmai n nusi k, penbawa acara, penyanyi,

pel awak, bintang film sutradara, crew film

foto nodel, peragawan/peragawati, pemain
drama, penari, penmmhat, pel ukis, dan

seni man | ai nnya,;

3. ol ahr agawan;
4, penasehat, pengajar, pelatih, penceranah,
dan noder at or;
5. pengarang, peneliti, dan penterjemh;
6. penberi jasa dal am bi dang tekni k, konputer dan

si stem apl i kasi nya, tel ekonmuni kasi,
el ektroni ka, fotografi, dan penmasaran;
7. kol portir iklan;
8. pengawas, pengel ol a proyek, anggota dan
penberi jasa kepada suatu kepanitian, peserta
si dang atau rapat, dan tenaga |epas |ainnya dal am
segal a bi dang kegi at an;

9. penbawa pesanan atau yang nenenukan | angganan;
10. peserta perl onbaan;
11. petugas penjaja barang dagangan
12. petugas di nas |uar asuransi;
13. peserta pendi di kan, pel ati han, dan
pemagangan;
(2) Penghasi | an yang di potong PPh Pasal 21 sebagai nana

di meksud pada ayat (1) termasuk pul a

peneri maan dal am bentuk natura dan keni knatan | ai nnya
dengan nana apapun yang di beri kan ol eh

bukan Waji b Paj ak.

(3) Penghasi | an yang di potong PPh Pasal 26 adal ah i nbal an
sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan



179

ayat (2) dengan nana dan dal am bentuk apapun yang diterim
atau di perol eh orang pribadi dengan

status Waji b Pajak luar negeri sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, dan kegi atan

Pasal 6
Unt uk keperl uan penghitungan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26,
penghasi |l an yang diterima atau di perol eh
dal am nmat a uang asi ng di hitung berdasarkan nilai kurs yang
di t et apkan ol eh Menteri Keuangan secara berkal a

Pasal 7

Ti dak termasuk dal am pengerti an penghasil an yang di potong PPh
Pasal 21 adal ah

a. pembayar an asuransi dari perusahaan asuransi kesehat an,
asuransi kecel akaan, asuransi jiwa,

asuransi dw guna, dan asuransi bea siswa;
b. peneri nmaan dal am bentuk natura dan keni kmatan kecual i yang
di atur dal am Pasal 5 ayat (2);
C. i uran pensiun yang di bayarkan kepada dana pensi un yang

pendi ri annya tel ah di sahkan Menter

Keuangan dan penyel enggara Taspen serta iuran Tabungan
hari Tua atau Tunj angan Hari Tua (THT)

kepada badan penyel enggara Taspen dan Jansost ek yang
di bayar ol eh pemberi kerj a;
d. peneri maan dal am bentuk natura dan keni knat an | ai nnya
dengan nanm apapun yang di beri kan ol eh

Pereri nt ah;

e. keni kmat an berupa paj ak yang di tanggung ol eh penberi
kerja
BAB |V
PENGURANGAN YANG DI PERBOLEHKAN
Pasal 8
(D Unt uk nenentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap
maka penghasi |l an bruto di kurang
dengan :
a. bi aya jabatan yaitu biaya untuk nendapat kan

menagi h, dan nenelihara penghasil an yang

besarnya 5% (I i ma persen) dari penghasilan bruto
sebagai mana di maksud dal am Pasal 5,

setinggi-tingginya Rp 648. 000,00 (enamratus enpat
pul uh del apan ribu rupiah) setahun atau

Rp 54.000,00 (lima puluh enpat ribu rupiah)
sebul an;

b. iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun

yang pendiriannya tel ah di sahkan Menteri

Keuangan dan penyel enggara Taspen serta iuran
Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua
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(THT) kepada badan penyel enggara Taspen dan
Janmsost ek yang di bayar ol eh pegawai

(2) Unt uk nenent ukan besarnya penghasil an neto penerinmm
pensi un, penghasilan bruto berupa uang

pensi un di kurangi biaya pensiun yaitu biaya untuk
nmendapat kan, nenagi h, dan nmeneli hara uang

pensi un yang besarnya 5% (lim persen) dari penghasilan
brut o berupa uang pensiun setinggi-tingginya

Rp. 216.000,00 (dua ratus enam bel as ribu rupiah) setahun
atau Rp. 18.000,00 (del apan belas ribu

rupi ah) sebul an.

(3) Unt uk nmenent ukan besarnya Penghasil an Kena Paj ak dari
seorang pegawai , penghasilan netonya

di kurangi dengan Penghasil an Ti dak Kena Paj ak (PTKP) yang
besarnya adal ah sebagai beri kut

set ahun sebul an

a. Untuk diri pegawai Rp
1.728. 000, 00 Rp. 144.000, 00

b. Tambahan untuk pegawai yang kaw n Rp.
864. 000, 00 Rp. 72.000, 00

cC. Tambahan untuk setiap anggota Rp.
864. 000, 00 Rp. 72.000, 00

kel uarga sedarah dan kel uarga senmenda
dal am gari s keturunan |urus, serta anak
angkat yang nenjadi tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang

(4) Dal am hal karyawati kaw n, PTKP yang di kurangkan adal ah
hanya untuk dirinya sendiri, dan dal am hal

ti dak kawi n pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri
di t anbah dengan PTKP unt uk kel uarga yang

menj adi tanggungan sepenuhnya sebagai mana di maksud pada
ayat (3) huruf c.

(5) Bagi karyawati yang nenunj ukkan keterangan tertulis dari
penerintah daerah setenpat (serendah-

rendahnya kecamatan) bahwa suam nya tidak nenerinma atau
nmenper ol eh penghasil an, diberikan

t anbahan PTKP sebesar Rp. 864.000, 00 (del apan ratus enam
pul uh enpat ribu rupiah) setahun atau

Rp. 72.000,00 (tujuh puluh dua ribu rupiah) sebulan dan
di tanbah PTKP untuk kel uarganya

sebagai mana di maksud pada ayat (3) huruf c.

(6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal
tahun takwi m Adapun bagi pegawai yang

baru datang dan nmenetap di | ndonesia dal am bagi an tahun
takwi m besarnya PTKP tersebut

berdasar kan keadaan pada awal bul an dari bagian tahun
takwi m yang ber sangkut an.
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(7) Pengur angan sebagai mana di maksud pada ayat (1) tidak
ber| aku terhadap penghasil an- penghasil an

sebagai mana di maksud dal am Pasal 5 ayat (1) huruf c¢, huruf
d, dan huruf e

(8) Pengur angan sebagai nana di maksud pada ayat (1) dan ayat
(3) tidak berlaku terhadap penghasilan

Waj i b Paj ak luar negeri. Penghasilan yang di kenakan
penot ongan PPh Pasal 26 bagi Wajib Pajak |uar

negeri adal ah penghasil an bruto.

Pasal 9

(D Penghasil an bruto yang diteri ma pegawai harian, pegawai
nm ngguan, penmgang, dan pegawai ti dak
tetap | ai nnya berupa upah harian, upah mingguan, upah
sat uan, upah borongan, dan upah saku harian
yang besarnya tidak |ebih dari Rp. 14.400.000 (enpat bel as
ri bu enpat ratus rupiah) sehari, tidak
di potong PPh Pasal 21.

(2) Ket ent uan sebagai mana di maksud pada ayat (1) diterapkan
atas penghasilan bruto dal am satu bul an

takwi m yang junm ahnya tidak nel ebihi Rp. 144.000, 00
(seratus enpat puluh enpat ribu rupiah) dan

ti dak di bayarkan secara bul anan.

(3) Dal am hal penghasil an sebagai mana di maksud pada ayat (1)
dal am satu bul an takwi m junl ahnya

mel ebi hi Rp. 144.000,00 (seratus enpat puluh enpat ribu
rupi ah), maka besarnya PTKP yang dapat

di kurangkan untuk satu hari adal ah sesuai dengan juni ah
PTKP sebenarnya dari penerima penghasil an

yang ber sangkut an di bagi dengan 360.

(4) Dal am hal penghasil an sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di bayar kan secara bul anan, nmaka PTKP

yang dapat di kurangkan adal ah PTKP sebenarnya dari
peneri ma penghasil an yang bersangkut an

(5) At as penghasil an yang di bayarkan kepada pegawai tetap yang
di hi tung berdasarkan upah hari an,

di | akukan pengurangan PTKP yang sebenarnya sesuai dengan
ket entuan Pasal 8 ayat (3).

(6) At as penghasil an berupa beasi swa, dil akukan pengurangan
PTKP yang sebenarnya sesuai dengan
ket entuan Pasal 8 ayat (3).

(7 At as Penghasil an yang di bayarkan atau terutang kepada
tenaga ahli yang nel akukan pekerjaan bebas,

yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter
konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
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di kenakan penotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan
penghasi | an net o.

(8) Per ki raan penghasilan neto sebagai mana di naksud pada ayat
(7) adal ah sebesar 40% (enpat pul uh

persen) dari penghasilan bruto berupa honorarium atau
i mbal an | ai n dengan nama apapun

BAB V
TARI F DAN PENERAPANNYA
Pasal 10
(1) Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nonor 7 Tahun

1983 sebagai nena tel ah di ubah terakhir
dengan Undang-undang Normor 10 Tahun 1994 diterapkan atas
Penghasi | an Kena Paj ak dari
a. pegawai tetap, termasuk pejabat negara, Pegawa
negeri Sipil, anggota ABRI, pejabat negara
| ai nnya, pegawai badan usaha mlik negara dan
badan usaha nilik daerah, dan anggota dewan
kom saris atau dewan pengawas yang merangkap
sebagai pegawai tetap pada perusahaan

yang sang;
b. peneri ma pensiun yang di bayarkan secara bul anan;
cC. pegawai tidak tetap, penegang, dan cal on pegawai .
(2) Besarnya Penghasil an Kena Paj ak sebagai mana di maksud pada
ayat (1)
a. bagi pegawai tetap adal ah penghasilan bruto

di kurangi dengan bi aya jabatan, iuran pensiun
termasuk iuran Tunjangan Hari Tua/ Tabungan Hari
Tua, dan PTKP;
b. bagi penerima pensiun yang di bayarkan secara
bul anan adal ah penghasil an bruto di kurangi
dengan bi aya pensiun dan PTKP;
C. bagi pegawai tidak tetap, pemagang, dan cal on
pegawai adal ah penghasilan bruto di kurangi
dengan PTKP.

Pasal 11

Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nonor 7 Tahun 1983
sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan
Undang- undang Nonor 10 Tahun 1994 diterapkan atas penghasil an
bruto berupa
a. honorari um uang saku, hadi ah atau penghargaan dengan nanm
dan dal am bent uk apapun, koni si

beasi swa, dan penbayaran | ain dengan nama apapun sebaga
i mhal an atas jasa atau kegi atan yang

jum ahnya di hitung tidak atas dasar banyaknya hari yang
di perl ukan untuk nenyel esai kan jasa atau

kegi at an yang di beri kan, termasuk yang diterinma atau
di perol eh Waji b Pajak sebagai mana di maksud
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dal am Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 sanpai dengan angka
10;
b. honorarium yang diterim atau di perol eh anggota dewan
kom saris atau dewan pengawas yang ti dak

mer angkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sanma

C. jasa produksi, tantiem gratifikasi, dan bonus yang
diterima atau di perol eh mantan pegawai;
d. penari kan dana pada dana pensiun | embaga keuangan ol eh

peserta program pensiun iuran pasti.

Pasal 12

Tarif sebesar 15% (lima bel as persen) diterapkan atas perkiraan
penghasi | an neto yang di bayarkan atau

terut ang kepada tenaga ahli sebagai mnana di maksud dal am Pasal 9
ayat (7) dan ayat (8).

Pasal 13

(1) Tarif sebesar 10% (sepul uh persen) diterapkan atas upah
hari an, upah m ngguan, upah satuan, upah

borongan, dan uang saku harian yang junl ahnya nel ebi hi Rp.
14. 400, 00 (enpat belas ribu enpat

ratus rupiah) sehari, tetapi tidak nelebihi Rp. 144.000, 00
(seratus enpat pul uh enpat ribu rupiah)

dal am satu bul an takwi m dan atau tidak di bayarkan secara
bul anan sebagai mana di naksud dal am

Pasal 9 ayat (2).

(2) Unt uk nendapat kan juml ah upah harian atau uang saku hari an
sebagai mana di naksud pada ayat (1)
ber| aku ket entuan sebagai beri kut

a. dal am hal berupa upah m ngguan atau uang saku
m ngguan di bagi 6;
b. dal am hal berupa upah satuan, adal ah upah atas
banyaknya satuan yang di hasil kan dal am
satu hari;
c dal am hal berupa upah borongan, adal ah jum ah upah

borongan.dibagi dengan banyaknya
hari yang di pakai untuk nenyel esai kan pekerj aan
di maksud.

(3) Dal am hal penerima penghasil an berupa upah, uang saku, dan
kom si sebagai mana di naksud pada

ayat (1) adal ah pegawai tetap, maka atas sel uruh
penghasi |l an yang diterina atau di perol eh dari

penberi kerja yang bersangkutan termasuk upah, uang saku,
dan kom si di kenakan PPh Pasal 21

dengan nenerapkan Tarif Pasal 17 Undang-undang Nonor 7
Tahun 1983 sebagai nana tel ah di ubah

terakhi r dengan Undang-undang Nonor 10 Tahun 1994 atas
Penghasi | an Kena Paj ak sebagai mana

di maksud dal am pasal 10 ayat (1).
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Pasal 14

(1) Tarif sebesar 15% (lim bel as persen) dan bersifat fina
di terapkan atas penghasilan bruto berupa uang

pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau
tabungan hari tua yang di bayarkan sekal i gus,

dan hadi ah atau penghargaan dengan nama dan dal am bent uk
apapun

(2) Tarif sebesar 10% (sepul uh persen) dan bersifat fina
di terapkan atas kom si yang diterim atau

di perol eh petugas dinas |uar asuransi dan petugas penjaja
bar ang dagangan, sepanj ang petugas

tersebut bukan pegawai tetap

Pasal 15

(1) Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua pul uh persen) dan
bersifat final diterapkan terhadap penghasil an

bruto yang diterina atau di perol eh sebagai inbalan atas
pekerjaan, jasa, dan kegi atan yang dil akukan

ol eh orang pribadi dengan status Wajib Pajak | uar negeri
sebagai mana di naksud dal am Pasal 5 ayat

(3).

(2) PPh Pasal 26 sebagai mana di naksud pada ayat (1) tidak
bersifat final dalam hal orang pribadi sebaga

Waji b Pajak |uar negeri tersebut berubah status menjadi
Waj i b Paj ak dal am negeri

Pasal 16
Unt uk keperl uan penerapan tarif sebagai mana di maksud dal am Pasa

10, Penghasil an Kena Paj ak di bul at kan
ke bawah hingga ribuan rupiah penuh

Pasal 17
PPh Pasal 21 dan Pasal 26, terutang pada akhir bulan dil akukannya

penbayaran atau pada akhir bul an
t erut angnya penghasil an yang ber sangkut an

Pasal 18
Cara penghi tungan penotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dinuat

dal am | anpi ran keputusan ini

BAB VI
HAK DAN KEWAJI BAN PEMOTONG PAJAK
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Pasal 19

(1) Seti ap Penotong Paj ak sebagai mana di naksud dal am Pasal 2
waj i b nendaftarkan diri ke Kantor
Pel ayanan Paj ak atau Kantor Penyul uhan Paj ak setenpat.

(2) Kewaj i ban sebagai Penptong Paj ak sebagai mana di mneksud pada
ayat (1) berlaku juga bagi organisas

i nternasi onal yang tidak di kecualikan berdasarkan
Keput usan Menteri Keuangan Nonor:

649/ KMK. 04/ 1994 tanggal 29 Desenber 1994.

(3) Penot ong Paj ak nenganbil sendiri formulir-formulir yang
di perl ukan dal am rangka penenuhan

kewaj i ban perpaj akannya pada Kantor Pel ayanan Paj ak atau
Kant or Penyul uhan Paj ak setenpat.

Pasal 20
(1) Penpt ong Paj ak waj i b nenghi tung, nmenotong dan nenyetor PPh
Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang
untuk setiap bulan takwi m
(2) Penyet oran paj ak di |l akukan dengan nenggunakan Sur at

Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau
Kantor Pos dan G ro, selanbat-I|anbatnya pada tanggal 10
bul an takwi m beri kut nya.

(3) Penpt ong Paj ak waji b nel aporkan penyetoran tersebut pada
ayat (2) sekalipun nihil dengan

menggunakan Surat Penberitahuan (SPT) Masa ke Kantor
Pel ayanan Paj ak atau Kantor Penyul uhan

Paj ak setenpat, sel anbat-|anbatnya pada tanggal 20 bul an
takwi m beri kut nya.

(4) Apabi | a dal am satu bul an takwi mterjadi kel ebihan
penyet oran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26, nmka

kel ebi han tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasa
21 dan Pasal 26 yang terutang pada bul an

beri kut nya dal am tahun takw m yang ber sangkut an.

(5) Penpt ong Paj ak waj i b nenberi kan Bukti Penptongan PPh Pasa
21 atau PPh Pasal 26 baik dininta

maupun tidak pada saat dil akukannya penptongan paj ak
kepada orang pribadi bukan sebagai pegawa

tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerim THT,
peneri ma pesangon, dan peneri ma dana pensiun

iuran pasti.

(6) Penpt ong Paj ak waj i b nenberi kan bukti penotongan PPh Pasa
21 tahunan kepada pegawai tetap,

termasuk penerima pensiun bul anan, dengan nenggunakan
formulir yang ditentukan ol eh Direktur

Jenderal Pajak dal am waktu 2 (dua) bulan setel ah tahun
takwi m ber akhir
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(7) Apabi | a pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada
bagi an tahun takwi m maka bukti

penot ongan sebagai mana di maksud pada ayat (6) diberikan
ol eh penberi kerja sel anbat-| anbat nya

1 bul an setel ah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja
atau pensi un.

Pasal 21

(1) Dal am Waktu 2 (dua) bul an setel ah tahun takw m berakhir,
Penpt ong Paj ak ber kewaj i ban nmenghi tung

kenmbal i jum ah PPh Pasal 21 yang terutang ol eh pegawai
tetap dan penerima pensiun bul anan nenur ut

tarif sebagai mana di maksud dal am Pasal 17 Undang- undang
Nonor 7 Tahun 1983 sebagai mana tel ah

di ubah terakhir dengan Undang-undang Nonor 10 Tahun 1994.

(2) Jum ah penghasil an yang nenjadi dasar penghitungan PPh
Pasal 21 sebagai mana di maksud pada
ayat (1) didasarkan pada kewaji ban pajak subjektif yang
nel ekat pada pegawai tetap yang
ber sangkut an sebagai mana di maksud dal am Pasal 17 ayat (5)
Undang- undang Nonor 7 Tahun 1983
sebagai mana tel ah di ubah terakhir dengan Undang-undang
Nonor 10 Tahun 1994, dan
penghi t ungannya sebagai beri kut
a. Dal am hal pegawai tetap adal ah Waji b Paj ak dal am
negeri dan nul ai atau berhenti bekerja
dal am tahun berj al an, penghitungan PPh Pasal 21
di dasarkan pada jum ah penghasil an yang
sebenarnya diterinma atau di perol ehnya dal am t ahun
paj ak yang bersangkutan dan tidak
di set ahunkan;
b. Dal am hal pegawai tetap adal ah Waji b Paj ak dal am
negeri yang merupakan pendat ang dar
| uar negeri, dan mulai bekerja di I|ndonesia dalam
tahun berjal an, penghitungan PPh Pasal 21
di dasar kan pada jum ah penghasil an yang sebenarnya
diterima atau di perol eh dal am bagi an
tahun takw m yang bersangkutan yang di set ahunkan;
c. Dal am hal pegawai tetap berhenti bekerja sebel um
tahun takwi m berakhir karena neni ngga
duni a atau neni nggal kan | ndonesi a untuk sel ama-
| amanya, neka pada akhir bul an berhentinya
pegawai tersebut, penghitungan PPh Pasal 21
di dasarkan pada jum ah penghasil an yang
sebenarnya diterinma atau di perol eh dal am bagi an
tahun takwi m yang bersangkutan yang
di set ahunkan.

(3) Apabi l a jum ah paj ak yang terutang sebagai mana di maksud
pada ayat (1) I|ebih besar dari jum ah pajak

yang tel ah di potong, kekurangannya di pot ongkan dari
penbayaran gaji pegawai yang bersangkutan
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untuk bul an pada waktu di | akukannya penghitungan kenbal i .

(4) Apabi l a jum ah paj ak terutang sebagai nana di maksud pada
ayat (1) lebih rendah dari junl ah pajak

yang tel ah di potong, kel ebi hannya di perhitungkan dengan
paj ak yang terutang atas gaji untuk bul an

pada waktu di | akukan penghitungan kenbali .

Pasal 22

(1) Seti ap Penptong Pajak waji b nengisi, menandatangani, dan
menyanpai kan SPT Tahunan PPh Pasa

21 ke Kantor Pel ayanan Paj ak tenpat Penptong Paj ak
terdaftar atau Kantor Penyul uhan Paj ak

set enpat .

(2) Surat Penberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus di sanpai kan
sel anbat - | ambat nya tanggal 31 Maret
tahun takw m beri kut nya.

(3) Ket ent uan sebagai mana di maksud pada ayat (2) berlaku juga
bagi Penotong Paj ak yang tahun paj ak
atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwi m

(4) Penpt ong Paj ak dapat nengaj ukan per nohonan unt uk
menper panj ang j angka waktu sebagai mana
di mmksud pada ayat (2).

(5) Per mohonan sebagai nana di naksud pada ayat (4) diajukan
secara tertulis sel anbat-I| anbat nya

tanggal 31 Maret tahun takw m beri kutnya dengan
menggunakan fornulir yang ditentukan ol eh Direktur

Jenderal Pajak disertai surat pernyataan nengena
penghi tungan senentara PPh Pasal 21 yang

terutang untuk tahun takw m yang bersangkutan dan bukti
pel unasan kekurangan penbayaran PPh

Pasal 21 yang terutang.

(6) Surat Penberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 harus dilanpiri
dengan | anpi ran-1 anpi ran yang ditentukan

dal am Pet unj uk Pengi si an SPT tahunan PPh Pasal 21 untuk
tahun paj ak yang bersangkut an.

(7) Apabi | a terdapat pegawai berkebangsaan asi ng, maka SPT
Tahunan PPh Pasal 21 yang ber sangkut an

harus dilanpiri fotokopi surat ijin kerja yang di kel uarkan
ol eh Departenen Tenaga kerja atau instansi

yang berwenang.

(8) Dal am hal jum ah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang
terutang dal am suatu tahun takw m | ebi h besar

dari pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang tel ah
di setor, nmka kekurangannya harus disetor

sebel um penyanpai an SPT Tahunan PPh Pasal 21 sel anbat -
| anmbat nya tanggal 25 Maret tahun takw m
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beri kut nya.

(9) Dal am hal jum ah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang
terutang dal am suatu tahun takw m | ebih keci

dari pada PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang tel ah
di setor, nmka kel ebi han tersebut diperhitungkan

dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bul an pada waktu
di | akukannya penghi tungan tahunan, dan

jika masi h ada sisa kel ebi han, maka di perhitungkan unt uk
bul an-bul an | ai nnya dal am t ahun

beri kut nya.

(10) Dal am hal Penptong Paj ak adal ah badan, SPT Tahunan PPh
Pasal 21 harus ditandatangani ol eh
pengurus atau direksi

(11) Dal am hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan
diisi oleh orang lain selain di mnaksud pada
ayat (1) harus dilanmpiri Surat Kuasa Khusus.

BAB VI |
HAK DAN KEWAJI BAN PENERI MA PENGHASI LAN
YANG DI POTONG PAJAK

Pasal 23

(1) Pada saat seseorang mul ai bekerja atau mulai pensiun,
unt uk nmendapat kan pengurangan PTKP

peneri ma penghasil an harus nenyerahkan surat pernyataan
kepada Penptong Paj ak sebagai mana

di maksud dal am pasal 2 yang nenyatakan jum ah tanggungan
kel uarga pada pernul aan tahun takw m

at au pada pernmul aan nenj adi Subj ek Paj ak dal am negeri

(2) Kewaj i ban sebagai nana di maksud pada ayat (1) juga harus
di | aksanakan dal am hal ada perubahan

jum ah tanggungan kel uarga menurut keadaan pada pernul aan
tahun takw m

Pasal 24
Jum ah PPh Pasal 21 yang di potong merupakan kredit pajak bag
peneri ma penghasil an yang di kenakan

penot ongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasa
21 yang bersifat final

BAB VI |
KEBERATAN DAN BANDI NG
Pasal 25

Penot ong Paj ak dan penerima penghasil an dapat nengaj ukan keber at an
kepada Di rektur Jenderal Pajak dan
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per nohonan bandi ng kepada badan peradil an paj ak sesuai ketentuan
Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27

Undang- undang Nonor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Unum dan Tata
Car a Perpaj akan sebagai mana tel ah

di ubah dengan Undang-undang Nonor 9 Tahun 1994.

BAB | X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
(1) Keput usan i ni dapat disebut "Petunjuk Penotongan PPh Pasa
21 dan PPh Pasal 26"
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Di t et apkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 1995
Dl REKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZI ER

Peratur an Terkait

Daftar peraturan terkait, yang terbaru di urutan teratas.

< Keputusan Menteri Keuangan No. 649/KMK.04/1994, Tgl. 29-12-1994
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK BERKEWAJBAN
MEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26
AYAT (1) HURUF D

- Peraturan Pemerintah No. 47 TAHUN 1994, Tql. 27-12-1994
PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN
PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN

- Keputusan Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994, Tgl. 23-12-1994
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERWAKILAN
ORGANISAS|I INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN
ORGANISASI INTERNASIONAL

- Keputusan Menteri Keuangan No. 601/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994
BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI
TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN
PEMOTONGAN PAJAK ...

- Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
PENY ETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA
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CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK,
SERTA TATA CARA ...

4 Keputusan Menteri Keuangan No. 598/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG
BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU

- Keputusan Menteri Keuangan No. 600/KMK.04/1994, Tgl. 21-12-1994
BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG
DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI
TETAPATAU PENSIUNAN

- Undang-Undang No. 9 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994
PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

-1 Undang-Undang No. 10 TAHUN 1994, Tgl. 09-11-1994
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

- Undang-Undang No. 7 TAHUN 1991, Tgl. 30-12-1991
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN

- Undang-Undang No. 7 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983
PAJAK PENGHASILAN

- Undang-Undang No. 6 TAHUN 1983, Tgl. 31-12-1983
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Bila Anda tidak menemukan peraturan yang Anda cari, silahkan mencoba
Peraturan Perpajakan.
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